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ABSTRAK
 Rumah dan fasilitas pemukiman yang layak adalah syarat dasar dalam kehidupan 
manusia. Permasalahan perumahan dan fasilitas pemukiman di kota-kota besar disebabkan 
oleh migrasi dan keterbatasan lahan yang diperuntukkan bagi hunian yang memadai. 
Peraturan mengenai perumahan yang layak sebagai suatu sasaran pembangunan perumahan 
permukiman, dipergunakan untuk mengukur kondisi perumahan yang ada. 
 Permukiman nelayan di kawasan pesisir di Perkotaan Rembang merupakan 
kawasan yang strategis berlokasi di dekat pusat kota dan Jalur Pantai Utara Jawa, dengan 
pertumbuhan penduduk dan bangunan yang cepat. Keterbatasan lahan dan kebutuhan rumah 
menyebabkan pertumbuhan permukiman semakin mendekati pantai dan menyebabkan 
reklamasi liar di atas tanah negara oleh penduduk setempat. Sementara pembangunan jetty 
untuk tempat sandar kapal di Kawasan Bahari Terpadu, menyebabkan peningkatan kuat 
arus gelombang air laut, dan menyebabkan abrasi pada sebagian kawasan pesisir Perkotaan 
Rembang. Kondisi fi sik rumah yang dibangun di atas lahan dengan ancaman lahan yang 
berbeda juga sangat beragam. Kawasan permukiman di wilayah pesisir Perkotaan Rembang 
saat ini juga dihadapkan dengan peraturan penataan ruang yang baru, yaitu sempadan 
pantai. 
 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode campuran berdasarkan 
paradigma positivistik secara aktual fi sikal. Kondisi fi sik rumah di kawasan pesisir 
Perkotaan Rembang diidentifi kasi dengan menggunakan standar rumah sederhana sehat 
sebagai standar pelayanan minimum, rumah tahan gempa, dan terjangkau oleh MBR. Hasil 
identifi kasi dari kondisi fi sik rumah dianalisis dengan menggunakan analisa faktor, dan 
didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh dari kondisi fi sik rumah, yaitu rangka, pondasi, 
dan kuda-kuda. Karakteristik kondisi fi sik rumah diperoleh dengan mengelompokkan hasil 
identifi kasi kondisi fi sik rumah berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh dari kondisi fi sik 
rumah. Pada strata keamanan lahan yang mendapat ancaman dari aspek hukum, dilakukan 
analisis hubungan kondisi fi sik rumah dengan keamanan lahan menggunakan uji korelasi, 
dan temuan yang diperoleh dianalisis secara kuantitatif deskriptif. Pada strata keamanan 
lahan yang mendapatkan ancaman aspek fi sik, dengan mempergunakan karakteristik dari 
kondisi fi sik rumah yang ada sebagai pembanding, dilakukan analisis secara kuantitatif 
deskriptif. Temuan yang diperoleh dari kondisi fi sik rumah yang ada dianalisis secara 
kualitatif deskriptif dengan mempertimbangkan lesson learn dari permasalahan serupa.
 Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis hubungan kondisi fi sik rumah 
dengan keamanan lahan di kawasan pesisir Perkotaan Rembang dari aspek hukum 
adalah persentase jumlah kondisi fi sik rumah yang sesuai dengan standar sederhana sehat 
semakin meningkat pada strata keamanan lahan dari aspek hukum yang semakin menurun. 
Persepsi pengakuan keberadaan masyarakat di kawasan tersebut timbul, yang disebabkan 
oleh: keberadaan sarana dan prasarana permukiman, penghunian secara terus menerus, 
dukungan politis pejabat daerah, hak atas lahan secara adat, dan kesediaan pemberian 
pinjaman dengan agunan sertifi kat HGB oleh perbankan. Keberadaan rumah lama di strata 
keamanan lahan yang lebih tinggi sebagai kawasan kota lama ikut mempengaruhi jumlah 
persentase tersebut. Pada strata keamanan lahan yang mendapat ancaman dari aspek fi sik 
menunjukkan pembangunan rumah tidak permanen di sisi yang menghadap ke laut, serta 
kondisi fi sik pondasi batu belah yang rusak. Gejala yang muncul saat ini adalah, masyarakat 
mulai melakukan pengurugan secara swadaya, untuk melindungi rumah mereka dari air 
laut.
Kata kunci: kondisi fi sik rumah, keamanan kepemilikan lahan, abrasi, reklamasi, sempadan 
pantai




 Adequate houses and residential facilities are basic requirements of human life. 
Problems of housing and residential facilities in big cities are due to migration and the 
limitations on adequate land designated for residential. Regulation of adequate housing, 
as a target for development of housing and settlements is used to measure the condition of 
the existing housing.
 Settlement in coastal areas in Perkotaan Rembang is a strategic area for it is 
located near downtown and Java North Shore Road, with the rapid growth of population and 
buildings. Limitations on the land and the demand for houses led the growth of settlements 
to be closer to the coast and caused illegal reclamation on state land by the local population. 
While the construction of a dock for ships docked at the Integrated Maritime Regions has 
led to a strong increase in the fl ow of waves and caused abrasion on the part of coastal 
areas in Perkotaan Rembang. Physical condition of houses built on land with different land 
threat is also very diverse. Currently, settlements in coastal areas of Perkotaan Rembang 
also confront with the new spatial planning rule that is the coastal border region. 
 This study is carried out by using mix methods based on positivistic paradigm of 
actual physical. Physical condition of the houses in coastal areas of Perkotaan Rembang 
is identifi ed by using simple-healthy house standard as the minimum house standard, 
earthquake resistant housing and affordable by the poor. The results of the physical 
condition's indicators of the houses identifi cation are analyzed by using factor analysis, 
thus, resulted on the factors that are the frame, foundation and roof. The characteristics 
of the physical condition of the house are obtained by classifying the results of the 
identifi cation of the physical condition's indicators of the houses based on the factors that 
affect the physical condition of the house. The correlation test is used to analyze the physical 
condition of the house toward land tenure on the land tenure security stratifi cation under 
threat of legal aspect; the obtained fi ndings are analyzed through quantitative descriptive 
analysis. Quantitative descriptive analysis is used to analyze the land tenure security 
stratifi cation under the threat of physical aspects. In this analysis the characteristics of 
the physical condition of the houses are also used as comparison. The fi ndings obtained 
from the physical conditions of houses based on land tenure threats are analyzed by using 
descriptive qualitative analysis by considering the lesson learned from similar problems. 
 Conclusion that can be drawn from the analysis of correlation between the physical 
condition of the house with land tenure security in coastal areas of Perkotaan Rembang 
under threats of the legal aspect is the increasing percentage of the house physical 
condition which according to the standard, while the land tenure security stratifi cation 
are decreasing. Perception of the recognition of the community existence in the region 
arises because of: the existence of facilities and residential infrastructure, continuous 
occupation, political support from local offi cials, customary land rights and permission 
to get leasehold certifi cate by the banks. The existence of the old house in the higher land 
tenure stratifi cation, which was in the old downtown area, infl uences the number of those 
percentages. As well the land tenure security stratifi cations which is under threat from 
the physical aspect show the less permanent house overlooking the sea, and the physical 
condition of the stone foundation that has been broken. Symptoms appearing now the 
community start to do a self-help reclamation to protect their houses from sea water. 
Keywords: physical condition of house, land tenure security, abrasion, reclamation, coastal 
border region
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1.1  Latar Belakang
 Rumah dan fasilitas pemukiman yang memadai merupakan kebutuhan 
pokok yang sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya 
sebagai manusia. Di negara-negara sedang berkembang masalah kualitas 
perumahan dan fasilitas pemukiman di kota-kota besar amat terasa. Ini disebabkan 
oleh pertambahan penduduk kota yang sangat pesat karena migrasi dan terbatasnya 
lahan yang diperuntukkan bagi pemukiman yang memadai.Terbatasnya dana dalam 
penataan dan pengelolaan kota dalam menghadapi masalah kependudukan tersebut 
di atas juga telah menyebabkan fasilitas perumahan dan pemukiman menjadi 
terbatas dan mahal pembiayaannya. Di daerah perkotaan, warga yang paling tidak 
terpenuhi kebutuhan fasilitas perumahan dan pemukimannya secara memadai 
adalah mereka yang berpenghasilan rendah. Abrams (1964) dalam Suparlan (2004) 
misalnya mengatakan bahwa pada waktu seseorang dihadapkan pada sebuah 
masalah mengenai pengeluaran yang harus dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan-
kebutuhan hidupnya, makan, berpakaian, dan pengobatan untuk kesehatan, maka 
yang pertama dikorbankan adalah pengeluaran untuk rumah dan tempat tinggalnya.
 Menurut Turner (1971:166-168) dalam Panudju (1999:9) yang merujuk 
pada teori Maslow, terdapat kaitan antara kondisi ekonomi seseorang dengan skala 
prioritas kebutuhan hidup dan prioritas kebutuhan perumahan. Dalam menentukan 
prioritas tentang rumah cenderung meletakkan prioritas utama pada lokasi rumah 
yang berdekatan dengan tempat yang dapat memberikan kesempatan kerja. Status 
kepemilikan rumah dan lahan menempati prioritas kedua, sedangkan bentuk 
maupun kualitas rumah merupakan prioritas terakhir.
 Nelayan sebagai masyarakat berpenghasilan rendah, bertempat tinggal di 
permukiman di kawasan pesisir sehingga dekat dengan tempat mereka bekerja. 
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Kawasan permukiman nelayan di kawasan pesisir Perkotaan Rembang telah 
terbentuk sejak jaman dahulu. Berada di lokasi yang dekat dengan pusat kota dan 
Jalur Pantai Utara Jawa yang strategis, mengakibatkan kawasan ini mengalami 
pertumbuhan penduduk dan bangunan dengan sangat pesat dalam tiga dekade 
terakhir. Pesatnya pertumbuhan kawasan permukiman ini turut terpicu oleh adanya 
Kawasan Bahari Terpadu, sebuah program Pemerintah Kabupaten Rembang yang 
menyatukan sektor perikanan pantai, pariwisata, pemerintahan, dan perhubungan. Di 
kawasan ini terdapat Pelabuhan Perikanan Pantai terbesar se-Kabupaten Rembang, 
Taman Rekreasi Pantai Kartini, Kantor Bupati dan DPRD Rembang, yang semakin 
memberi nilai tambah kawasan ini.
Sumber: BAPPEDA Kab. Rembang, 2009, dan Pengolahan Sendiri, 2010
GAMBAR 1.1
 KAWASAN BAHARI TERPADU
 Keterbatasan lahan dan kebutuhan akan rumah menyebabkan arah 
pertumbuhan kawasan permukiman semakin mendekati pantai serta menyebabkan 
timbulnya reklamasi liar yang dilakukan oleh penduduk setempat. Berawal dari 
kebiasaan lokal untuk melindungi lahan rumahnya dari pasang air laut, tiang-
tiang pancang dari bambu yang berfungsi sebagai pemecah gelombang ternyata 
menyebabkan sedimentasi pasir laut. Oleh penduduk setempat, di belakang tiang-
tiang pancang ini kemudian secara tradisional ditanggul menggunakan batu dan 






1 TPI Tasik Agung, 2 Klenteng dan ruang terbuka, 3 Taman Rekreasi Pantai Kartini, 4 Kantor Bupati, DPRD, dan kantor pemerintahan
selesai, kapling tanah kemudian diisi dengan batu karang, pasir, dan sampah. 
Kapling tanah hasil reklamasi liar ini sebagian besar dipergunakan untuk rumah, 
dan yang lainnya adalah sebagai tempat ibadah, ataupun diperjualbelikan.
Sumber: BAPPEDA Kab. Rembang, 2009 dan Hasil Survei, 2009
GAMBAR 1.2
REKLAMASI LIAR DI DESA PANDEAN
 Penetapan batas pendirian bangunan di sepanjang pantai di Kabupaten 
Rembang telah diatur melalui surat keputusan (SK) Bupati Nomor 590/305/1990. 
Di dalam SK tersebut juga diatur mengenai larangan memperjualbelikan dan 
memberikan ijin mendirikan bangunan di atas tanah negara yang terletak di 
sepanjang pantai di Kabupaten Rembang. Namun dalam beberapa tahun terakhir 
penduduk kembali melakukan reklamasi liar. Peraturan daerah yang mengatur 
adanya sempadan pantai di Kabupaten Rembang yang tertuang dalam RTRW 
Kabupaten Rembang belum disahkan oleh DPRD. Namun begitu telah terdapat 
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 tahun 2003 yang di dalamnya 
mengatur mengenai sempadan pantai termasuk Kabupaten Rembang.
 Dengan adanya reklamasi liar yang secara ilegal menempati lahan negara 
ini, maka hak kepemilikan lahan di kawasan pesisir Perkotaan Rembang dapat 
dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu Hak Milik, Hak Guna Bangunan, dan ilegal. 
Permukiman yang berjarak sekitar 100 meter dari jalan Pantura telah memiliki 
sertifi kat Hak Milik sejak jaman Pemerintah Kolonialis Belanda dan dikuatkan oleh 
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peta persil yang disahkan pada tahun 1938. Untuk permukiman yang berada di 
antara permukiman bersertifi kat Hak Milik dan berjarak kurang lebih 50 meter dari 
pantai memiliki ijin hak Guna Bangunan. Selain dari itu, merupakan permukiman 
ilegal di atas tanah negara.
 Kondisi fi sik rumah yang didirikan di atas lahan dengan status yang berbeda 
ini pun sangat beragam. Di kawasan ini terdapat banyak bangunan rumah yang kuno, 
menggunakan teknologi konstruksi lama, belum menggunakan sistem struktur yang 
rigid sehingga tidak tahan terhadap gaya horisontal seperti gempa. Rumah sederhana 
sehat sebagai standar minimal perumahan yang ditetapkan pemerintah, memilki 
persyaratan sebagai rumah yang tahan gempa yang terjangkau oleh masyarakat, 
sehingga mampu meminimalisir kerugian akibat gempa.
Sumber: BAPPEDA Kab. Rembang, 2009, dan Pengolahan Sendiri, 2010
GAMBAR 1.3
RUMAH KUNO DI DESA PANDEAN
 Terkait dengan kepemilikan lahan dan bangunan, beberapa waktu terakhir 
terjadi abrasi di beberapa bagian pesisir Perkotaan Rembang. Erosi pantai yang 
disebabkan oleh air laut ini telah mengenai permukiman yang terletak di tepi pantai. 
Abrasi yang menjadi penyebab kerusakan fi sik bangunan rumah yang terletak di tepi 
pantai ini dimungkinkan disebabkan pembangunan jetty di Pelabuhan Perikanan 
Pantai Tasik Agung. Saat ini bangunan jetty tersebut telah diperpanjang hingga 300 
meter ke arah laut.
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Sumber: BAPPEDA Kab. Rembang, 2009, dan Pengolahan Sendiri, 2010
GAMBAR 1.4 
RUMAH TERKENA ABRASI DI KELURAHAN GEGUNUNG KULON
 Bencana abrasi dan reklamasi liar merupakan permasalahan lahan secara 
fi sik pada permukiman di kawasan pesisir Perkotaan Rembang. Perkembangan 
permukiman yang semula hanya terdapat di jalan raya Jalur Pantai Utara hingga 
mendekati pantai dengan diikuti perkembangan status lahan dari hak milik, hak 
guna bangunan hingga ilegal, dihadapkan pada ketentuan penataan ruang yang 
baru, yaitu sempadan pantai. Kondisi fi sik rumah yang dibangun di atas lahan 
tersebut menarik untuk dikaji dengan berpatokan kepada standar rumah sederhana 
sebagai standar pelayanan minimal. Tema yang diangkat dalam penelitian ini 
adalah hubungan kondisi fi sik rumah dengan keamanan lahan di kawasan pesisir 
yang terkena abrasi dan juga kegiatan reklamasi liar.
1.2 Perumusan Masalah
 Dari latar belakang di atas dapat dijabarkan perumusan permasalahan yang 
akan diteliti, yaitu : 
1. Adanya permukiman di atas lahan hasil kegiatan reklamasi liar dan 
kepemilikan lahan negara secara ilegal di kawasan pesisir Perkotaan 
Rembang.
2. Adanya permukiman yang terkena bencana abrasi di tepian pantai kawasan 
pesisir Kota Rembang yang menyebabkan kerusakan fi sik rumah dan 
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mengancam keberadaan fi sik lahan.
3. Adanya kondisi fi sik rumah yang beragam di atas lahan dengan status 
kepemilikan yang berbeda.
 Berdasarkan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian dapat dirumuskan 
sebagai berikut :
1. Bagaimanakah hubungan antara kondisi fi sik rumah dengan keamanan 
lahan di kawasan pesisir Perkotaan Rembang yang terkena bencana abrasi 
dan kegiatan reklamasi liar?  
2. Bagaimanakah kemungkinan upaya yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan kondisi fi sik rumah berdasarkan permasalahan keamanan 
lahan.
1.3 Tujuan dan Sasaran
1.3.1 Tujuan Penelitian
 Tujuan penelitian adalah:
1. Mendapatkan gambaran tentang hubungan antara kondisi fi sik rumah 
dengan keamanan lahan pada kawasan pesisir yang mengalami reklamasi 
liar dan bencana abrasi di kawasan pesisir Perkotaan Rembang.
2. Untuk mengetahui kemungkinan upaya yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan kondisi fi sik rumah berdasarkan keamanan lahan.
1.3.2 Sasaran Penelitian
 Sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
1. Mengidentifi kasi kondisi fi sik rumah berdasar hak kepemilikan lahan di 
kawasan pesisir Perkotaan Rembang.
2. Mengidentifi kasi kondisi fi sik rumah di lahan hasil aktivitas reklamasi liar.
3. Mengidentifi kasi kondisi fi sik rumah di lahan yang terkena bencana abrasi.
4. Mengidentifi kasi kondisi fi sik rumah di lahan yang berada di area sempadan 
pantai




 Hasil peneltian ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu:
1. Temuan yang spesifi k tentang hubungan antara kondisi fi sik rumah dengan 
keamanan lahan di kawasan pesisir Perkotaan Rembang.
2. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah setempat untuk 
menetapkan arah kebijakan pengembangan permukiman di kawasan pesisir 
Perkotaan Rembang.
1.5 Lingkup Penelitian
1.5.1 Ruang Lingkup Substansial
 Ruang lingkup subtansi (materi) penelitian adalah sebagai berikut:
1. Kajian mengenai kondisi fi sik rumah meliputi persyaratan rumah seperti 
yang telah diatur dalam Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana 
Sehat dan kondisi fi sik komponen rumah yang telah diatur dalam Pedoman 
Pencacahan Potensi Desa BPS.
2. Kajian mengenai keamanan lahan meliputi keamanan dari aspek fi sik, yaitu 
dari bencana abrasi dan reklamasi liar, serta keamanan dari aspek legal, 
yaitu hukum/peraturan penataan ruang dan pertanahan, yaitu area sempadan 
pantai dan status hak kepemilikan lahan.
1.5.2 Ruang Lingkup Spasial
 Ruang lingkup spasial dari penelitian ini adalah bagian kawasan pesisir 
Perkotaan Rembang yang terkena abrasi dan reklamasi liar, di sebelah utara jalan 
raya Jalur Pantai Utara, yang termasuk dalam Bagian Wilayah Kota Perkotaan 
Rembang, meliputi desa: Kabongan Lor, Sukoharjo,  Pandean, Gegunung Wetan, 
dan kelurahan: Tanjungsari, Pacar, dan Gegunung Kulon (LAMPIRAN X dan XI). 
1.6 Kerangka Pikir
 Kerangka pikir dari penelitian ini bermula dari adanya latar belakang adanya 
berbagai masalah lahan dan kondisi fi sik rumah di kawasan pesisir Perkotaan 
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Rembang. Permasalahan keamanan lahan dianalisis hingga didapatkan strata 
keamanan lahan. Identifi kasi kondisi fi sik rumah dilakukan sesuai dengan strata 
keamanan lahan. Hasil dari identifi kasi kondisi fi sik rumah ini dianalisis dengan 
analisa faktor sehingga didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh dari kondisi fi sik 
rumah. Kemudian hasil identifi kasi kondisi fi sik rumah dikelompokkan sesuai dengan 
faktor-faktor yang berpengaruh hingga didapatkan karakteristik kondisi fi sik rumah. 
Karakteristik kondisi fi sik rumah digunakan dalam menganalisis hubungan kondisi 
fi sik rumah dengan keamanan kepemilikan lahan dengan ancaman dari aspek hukum. 
Pada keamanan kepemilikan lahan dengan ancaman dari aspek fi sik, karakteristik 
kondisi fi sik rumah dipergunakan sebagai pembanding, demikian pula dengan 
ancaman dari aspek hukum dan aspek fi sik, disebabkan adanya pengaruh fi sik terhadap 
kondisi fi sik rumah. Kekuatan hubungan dari kondisi fi sik rumah dengan keamanan 
kepemilikan lahan diperoleh melalui korelasi rank Spearman dari hasil identifi kasi di 
strata keamanan lahan yang mendapat ancaman dari aspek hukum. Hasil dari analisis 
hubungan kondisi fi sik rumah dengan keamanan kepemilikan lahan ini kemudian 
dianalisis secara kuantitatif deskriptif, dilanjutkan dengan analisis secara kualitatif 
deskriptif dengan mempertimbangkan lesson learn dari permasalahan serupa.
1.7 Pendekatan dan Metodologi Penelitian
1.7.1 Pendekatan Penelitian
 Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivistik, 
dimana pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman aktual-
fi sikal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan campuran, 
yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metodologi kuantitatif sebagai metode ilmiah/scientifi c 
harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, objektif, terukur, rasional dan 
sistematis. Sedangkan metodologi kualitatif digunakan dalam menganalisis hasil 
temuan dari pendekatan kuantitatif yang telah dilakukan. Karakteristik penelitian 
yang digunakan adalah karakteristik deskriptif, merupakan karakteristik penelitian 









1.7.2 Teknik Pengumpulan Data
 Pengumpulan data dilakukan dari berbagai sumber dengan berbagai cara. 
Pengumpulan data dilihat dari sumber data menggunakan sumber primer dan 
sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 
kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain 
atau lewat dokumen. Selanjutnya dari cara pengumpulan data dilakukan dengan 
kuesioner dan observasi, gabungan dari keduanya, serta wawancara tidak terstruktur 
atas permasalahan keamanan kepemilikan lahan.
1.7.2.1 Pengumpulan Data Primer
 Data primer yang dibutuhkan dalam penelitan ini adalah identifi kasi kondisi 
fi sik rumah di kawasan pesisir perkotaan Rembang. Dalam hal ini pengumpulan 
data ini dilakukan dengan cara:
a. Kuesioner
 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 
dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk 
dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik yang efi sien bila peneliti tahu 
dengan pasti  variabel yang akan diukur (Sugiyono, 2009:142).
 Dalam penelitian ini penyebaran kuesioner dilakukan oleh peneliti 
sehingga dapat mendampingi responden dalam pengisian jawaban mengenai 
kondisi fi sik rumah. Kuesioner disajikan dalam bentuk pertanyaan tertutup 
sehingga jawaban yang diperoleh dapat langsung digunakan oleh peneliti.
b. Observasi
 Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan antara lain 
apabila penelitian berkenaan dengan gejala dan tanda-tanda alami. Dalam 
penelitian ini observasi secara terstruktur dilakukan untuk memperoleh 
gambaran kondisi fi sik rumah dari kegiatan reklamasi dan terkena bencana 
abrasi atau pasang muka air laut.
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1.7.2.2 Pengumpulan Data Sekunder
 Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan 
disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain dalam bentuk 
daftar isian, tabel, maupun peta. Data ini diperoleh dari hasil survei oleh instansi 
terkait seperti BAPPEDA, BPS, BPN, Kantor Pajak dan Perbendaharaan Negara, 
Desa, dan Kelurahan.
1.7.3 Teknik Sampling
 Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel untuk bahan studi 
dengan alasan bahwa peneliti tidak mungkin untuk mengamati seluruh anggota 
populasi, dan juga pengambilan sampel ini sangat berguna untuk menghemat 
waktu, biaya, dan tenaga. Jumlah sampel yang dipilih bergantung kepada tujuan 
penelitian, pengetahuan tentang populasi, besar populasi, kesediaan menjadi 
sampel, jumlah biaya, dan fasilitas yang tersedia (Nasution, 2008:105). Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah stratifi ed sampling dimana populasi 
dibagi ke dalam beberapa sub populasi yang homogen/strata, kemudian random 
sample diambil dari masing-masing strata. Syarat dalam menggunakan stratifi ed 
sampling adalah diketahui dengan pasti jumlah populasi keseluruhan, pembagian 
subpopulasi atau yang disebut dengan stratum dilakukan terlebih dahulu dan tidak 
boleh overlapping.
 Adapun penentuan jumlah sampel dihitung dengan mempergunakan  rumus 
Slovin, dengan formula:
 n = N 
  N.d2+1 
dimana:
 n = ukuran sampel; N = ukuran populasi; d = galat pendugaan 
 Jumlah seluruh populasi dari penelitian ini adalah 2724 rumah, dengan 
menggunakan galat pendugaan sebesar 5% sehingga didapatkan jumlah sampel 
sebanyak 349 rumah. Penentuan jumlah sub sampel dihitung dengan mempergunakan 
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perbandingan jumlah sub populasi/strata dengan jumlah populasi dikalikan dengan 
ukuran sampel. Pada penelitian ini jumlah total rumah serta jumlah rumah tiap 




Rumah Berdasarkan Keamanan Lahan Jumlah Subpopulasi Jumlah Sampel
Rumah di lahan abrasi 94 12
Rumah berstatus ilegal hasil reklamasi 36 5
Rumah berstatus HM dan HGB hasil reklamasi 89 11
Rumah berstatus HM dan HGB di daerah 
sempadan pantai 1617 207
Rumah berstatus HGB tanpa ancaman 91 12
Rumah berstatus HM tanpa ancaman 797 102
Jumlah 2724 349
Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
1.7.4 Kerangka Analisis
 Analisis dalam penelitian ini dimulai dengan analisis kondisi fi sik rumah 
dan keamanan lahan guna memperoleh analisis kondisi fi sik rumah berdasar 
keamanan lahan. Kekuatan hubungan diperoleh dengan menggunakan korelasi 
bivariat non parametrik rank Spearman. Temuan dari analisis ini dimaknakan dan 
dianalisis secara deskripsi kualitatif dengan mempertimbangkan lesson learn dari 
permasalahan lahan yang pernah ada.
1.7.5 Teknik Analisis Data
 Didalam penelitian ini dilakukan 2 teknik analisis yang digunakan dalam 
penelitian ini, meliputi:
a. Teknik Kuantitatif, menggunakan statistik deskriptif, dimana statistik 
deskriptif berkaitan dengan kegiatan pencatatan, penyusunan, penyajian, 
dan peringkasan dengan mendeskripsikan data-data hasil pengamatan secara 
kuantitatif. Teknik kuantitatif menggunakan uji statistik korelasi digunakan 




Sumber: Hasil Analisis, 2009
GAMBAR 1.6
KERANGKA ANALISIS
b. Teknik Deskriptif Kualitatif
Teknik ini digunakan untuk menjelaskan hasil analisis yang bersifat kualitatif 
upaya peningkatan kondisi fi sik rumah dengan menggunakan lesson learn 
yang telah ada di tempat lain ke dalam bentuk deskripsi interpretasi. 
Karakteristik utama penelitian kualitatif adalah pencarian makna di balik 
data (Noeng Muhadjir, 2000:79).
13
13
1.7.5.1 Identifi kasi Kondisi Fisik Rumah di Kawasan Pesisir Perkotaan 
Rembang
 Identifi kasi kondisi fi sik rumah di kawasan pesisir Perkotaan Rembang 
bertujuan untuk mengetahui kondisi fi sik rumah di Kawasan Pesisir Perkotaan 
Rembang sesuai dengan strata keamanan kepemilikan lahannya. Kondisi fi sik 
rumah dikelompokkan sesuai dengan Pedoman Teknis Pembangunan Rumah 
Sederhana Sehat dan Pedoman Pencacahan Potensi Desa BPS dan disajikan dalam 
bentuk tabel.
 Identifi kasi hak kepemilikan lahan di kawasan permukiman di pesisir 
Perkotaan Rembang sesuai dengan status lahannya, dengan melakukan pencarian 
data sekunder di Desa/Kelurahan. Hasil dari identifi kasi ini bersama identifi kasi 
masalah lahan yang lain, disajikan dalam bentuk peta keamanan lahan. Identifi kasi 
kondisi fi sik rumah dilakukan berdasarkan strata keamanan lahan, yaitu:
- Identifi kasi kondisi fi sik rumah pada lahan hasil aktivitas reklamasi liar, 
beserta status lahannya.
- Identifi kasi kondisi fi sik rumah pada lahan yang terkena bencana abrasi, 
beserta status lahannya.
- Identifi kasi kondisi fi sik rumah pada lahan yang berada di area sempadan 
pantai, dilakukan dengan melakukan analisis peta, rumah-rumah yang 
terletak di area 100 meter dari tepi pantai, beserta status lahannya. Hasil 
dari identifi kasi ini bersama identifi kasi masalah lahan yang lain, disajikan 
dalam bentuk peta keamanan lahan.
 Hasil dari identifi kasi kondisi fi sik rumah ini dianalisis dengan analisa 
faktor sehingga didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh dari kondisi fi sik 
rumah. Kemudian hasil identifi kasi kondisi fi sik rumah dikelompokkan sesuai 




1.7.5.2 Analisis Hubungan Kondisi Fisik Rumah dengan Keamanan Lahan
 Karakteristik kondisi fi sik rumah digunakan dalam menganalisis hubungan 
kondisi fi sik rumah dengan keamanan kepemilikan lahan dengan ancaman dari 
aspek hukum. Pada keamanan kepemilikan lahan dengan ancaman dari aspek fi sik, 
karakteristik kondisi fi sik rumah dipergunakan sebagai pembanding, demikian pula 
dengan ancaman dari aspek hukum dan aspek fi sik, disebabkan adanya pengaruh 
fi sik terhadap kondisi fi sik rumah. Kekuatan hubungan dari kondisi fi sik rumah 
dengan keamanan kepemilikan lahan diperoleh melalui korelasi rank Spearman 
dari hasil identifi kasi di strata keamanan lahan yang mendapat ancaman dari 
aspek hukum. Hasil dari analisis hubungan kondisi fi sik rumah dengan keamanan 
kepemilikan lahan ini kemudian dianalisis secara kuantitatif deskriptif, dilanjutkan 
dengan analisis secara kualitatif deskriptif dengan mempertimbangkan lesson learn 
dari permasalahan serupa.
1.8 Sistematika Penulisan
 Penelitian ini disusun dalam bentuk laporan dengan sistematika penulisan 
sebagai berikut:
Bab I Berisi PENDAHULUAN yang memberikan gambaran mengenai latar 
belakang permasalahan, perlunya penelitian dilakukan, alasan pemilihan 
lokasi penelitian, tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup, kerangka 
pemikiran, pendekatan, dan metodologi penelitian.
 
Bab II KAJIAN TEORI KEAMANAN LAHAN DAN KONDISI FISIK 
RUMAH yang memberikan kerangka teori dan landasan konsep 
keamanan lahan dari aspek hukum dan aspek fi sik, kondisi fi sik rumah 
yang dikaji menurut standar Rumah Sederhana Sehat, serta literatur 
mengenai lesson learn dari upaya peningkatan kondisi fi sik rumah 




Bab III KONDISI FISIK RUMAH DI KAWASAN PESISIR PERKOTAAN 
REMBANG, berisikan gambaran kondisi fi sik dan kependudukan 
wilayah penelitian, kondisi fi sik rumah dan keamanan lahan di wilayah 
penelitian.
 
Bab IV ANALISIS HUBUNGAN KONDISI FISIK RUMAH DENGAN 
KEAMANAN LAHAN DI KAWASAN PESISIR PERKOTAAN 
REMBANG, merupakan uraian analisis hubungan kondisi fi sik rumah 
dengan keamanan lahan dari hasil identifi kasi pada masing-masing 
sasaran penelitian.
 
Bab V Berisikan KESIMPULAN DAN REKOMENDASI penelitian, 
mencakup temuan yang dihasilkan berupa jawaban terhadap masing-
masing sasaran penelitian serta rekomendasi untuk Pemerintah 




KAJIAN TEORI KEAMANAN LAHAN
DAN KONDISI FISIK RUMAH
2.1  Keamanan Lahan
 Lahan merupakan bagian permukaan daratan bumi yang merupakan satuan 
bidang yang memiliki batas tertentu. Kepemilikan atas lahan oleh manusia diatur 
dalam hak-hak kepemilikan yang mengatur akses dan pengendalian atas lahan, 
dalam suatu hubungan saling menguntungkan antara individu dan pemerintah 
(FAO & UNEP, 1999). Pengaturan hak kepemilikan ini memberikan ijin kepada 
seseorang maupun suatu komunitas untuk menggunakan lahan dan sumber daya di 
dalamnya dalam jangka waktu tertentu dan tujuan tertentu (Choudhury & Jansen, 
1997).
 Keamanan suatu lahan merupakan pertimbangan utama bagi seseorang 
untuk menempati suatu bangunan. Seringkali kemiskinan dan kelangkaan lahan 
di perkotaan menyebabkan seseorang tidak mempunyai pilihan untuk dapat 
menempati lahan yang memiliki status kepemilikan yang jelas dan terhindar dari 
bahaya bencana, sehingga terhindar dari ancaman kehilangan lahan dan bangunan 
maupun penggusuran. Keamanan hak kepemilikan lahan ini muncul dari adanya 
bukti yang dimiliki individu atau kelompok atas akses dan penggunaan lahan dan 
bangunan di atasnya, dalam suatu hukum tertulis dan kerangka kerja administratif 
yang telah diatur oleh pemerintah (UNHabitat, 2007). Dengan adanya kepemilikan 
bukti yang dikeluarkan oleh suatu lembaga pemerintah dan didasarkan atas hukum 
yang mengatur kepemilikan tersebut, akan memberikan jaminan keamanan atas 
lahan.
2.1.1 Keamanan Kepemilikan Lahan dari Aspek Hukum
2.1.1.1 Hak atas Tanah
 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai payung hukum pertanahan 
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di Indonesia merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagaiamana yang 
dinyatakan dalam Pasal 2 ayat 1 UUPA, yaitu "Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 
ayat 3 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang 
angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan 
tertinggi dikuasasi oleh negara sebagai organisasi  kekuasaan seluruh rakyat". UUPA 
mempunyai 2 substansi dari segi berlakunya, yaitu, pertama, tidak memberlakukan 
lagi atau mencabut Hukum Agraria kolonial, dan kedua, membangun Hukum 
Agraria Nasional. 
 Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 
dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, 
termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi 
dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hak menguasai 
dari Negara memberi wewenang untuk :
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan 
pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dengan bumi, air, dan ruang angkasa,
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang 
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang 
angkasa.
 Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara tersebut 
digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, dalam arti 
kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan Negara 
hukum Indonesia yang merdeka berdaulat, adil, dan makmur.
 Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 
2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, 
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum. Hak-hak atas 
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tanah memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, 
demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya, sekedar diperlukan 
untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam 
batas-batas menurut Undang-Undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang 
lebih tinggi.
 Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan 
bidang yang memiliki batas tertentu. Di atas bidang tanah tersebut terdapat hak atas 
tanah baik yang dimiliki secara perorangan maupun badan hukum, sebagaimana 
tertuang dalam Pasal 16 UUPA. Hak-hak atas tanah menurut ketentuan Pasal 16 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria atau yang sering disebut UUPA, terdiri dari :
a. Hak Milik
 Pengertian Hak Milik
 Hak Milik menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA adalah hak turun-
temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan 
mengingat ketentuan dalam Pasal 6. 
 Turun-temurun artinya Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus 
selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka 
Hak Miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi 
syarat sebagai subjek Hak Milik. Terkuat, artinya Hak Milik atas tanah lebih 
kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai 
batas waktu tertentu, mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, 
dan tidak mudah hapus. Terpenuh, artinya Hak Milik atas tanah memberi 
wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak 
atas tanah yang lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, 
tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain, dan penggunaan tanahnya 
lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.
 Hak Milik atas tanah dapat dipunyai oleh perseorangan warga negara 
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Indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam 
menggunakan Hak Milik atas tanah harus memperhatikan fungsi sosial atas 
tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian 
bagi orang lain, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan 
sifat haknya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan 
kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah 
kesuburan dan mencegah kerusakannya.
 Ketentuan Umum
 Ketentuan mengenai Hak Milik disebutkan dalam Pasal 16 ayat 
(1) huruf a UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 20 sampai dengan 
Pasal 27 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (1) UUPA, ketentuan lebih lanjut 
mengenai Hak Milik diatur dengan Undang-Undang. Undang-Undang 
yang diperintahkan di sini sampai sekarang belum terbentuk. Untuk itu 
diberlakukanlah Pasal 56 UUPA, yaitu selama undang-undang tentang Hak 
Milik belum terbentuk, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan 
hukum adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya sepanjang tidak 
bertentangan dengan UUPA.
b. Hak Guna Bangunan
Pengertian Hak Guna Bangunan 
 Pasal 35 UUPA memberikan pengertian Hak Guna Bangunan, yaitu 
hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan 
miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat 
diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun.
Ketentuan Umum
 Ketentuan mengenai Hak Guna Bangunan (HGB) disebutkan dalam 
Pasal 1 ayat (1) huruf c UUPA. Secara khusus diatur dalam Pasal 35 sampai 
dengan Pasal 40 UUPA. Menurut Pasal 50 ayat (2) UUPA, ketentuan lebih 
lanjut mengenai HGB diatur dengan peraturan perundangan. Peraturan 
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perundangan yang dimaksudkan di sini adalah PP No. 40 Tahun 1996, 
secara khusus diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 38.
c. Ilegal
 Ilegal menurut bahasa mempunyai arti gelap, tidak sah (askoxford.
com). Permukiman yang ilegal terbentuk baik karena penghuni permukiman 
adalah penghuni liar, tanpa hak untuk menempati atau menggunakan lahan, 
atau lahan yang mereka tempati tidak diperuntukan untuk perumahan. Potter 
dan Evans (1998:139) mendefi nisikan bahwa permukiman liar (squatter and 
illegal settlement) sebagai suatu kawasan dimana orang-orang bertempat 
tinggal tanpa adanya ijin penggunaan lahan ataupun ijin perencanaan. 
Penduduk yang menempati secara ilegal sangat rentan terhadap penggusuran 
karena mereka tidak mempunyai hak untuk menempati lahan.
2.1.1.2 Penataan Ruang
 Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang 
disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini hanya mengatur salah 
satu aspeknya, yaitu ruang di permukaan bumi yang memiliki batas, berdimensi 
dua, dengan ukuran panjang dan lebar (Pasal 4 ayat 1 UUPA). Sedangkan ruang 
sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk 
ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk 
lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya diatur 
peruntukannya oleh Pemerintah (UUPA Pasal 14 ayat 1).
 Payung hukum dalam penataan ruang di Indonesia menggunakan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 
Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah 
nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan 
Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:
a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber 
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daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif 
terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.
 Penataan ruang diklasifi kasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, 
wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Penataan ruang 
berdasarkan wilayah administratif terdiri atas penataan ruang wilayah nasional, 
penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten /kota. 
Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan 
ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.
 Perencanaan penataan ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum 
tata ruang dan rencana rinci tata ruang yang dipergunakan sebagai perangkat 
operasional rencana umum tata ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan melalui 
pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya, termasuk jabaran 
dari indikasi program utama yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah. 
Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu 
indikasi program utama pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam rencana tata 
ruang. Sedangkan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan 
peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan 
sanksi.
 Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan terdiri atas kawasan 
lindung dan kawasan budi daya. Kawasan peruntukan permukiman termasuk dalam 
kawasan budi daya. Kawasan peruntukan permukiman memiliki fungsi antara lain:
a. Sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung 
peri kehidupan dan penghidupan masyarakat sekaligus menciptakan 
interaksi sosial;
b. Sebagai kumpulan tempat hunian dan tempat berteduh keluarga serta sarana 
bagi pembinaan keluarga.
 Kriteria umum dan kaidah perencanaan:
a. Ketentuan pokok tentang perumahan, permukiman, peran masyarakat, dan 
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pembinaan perumahan dan permukiman nasional mengacu kepada Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman dan 
Surat Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 217/
KPTS/M/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan 
Permukiman (KSNPP);
b. Pemanfaatan ruang untuk kawasan peruntukan permukiman harus sesuai 
dengan daya dukung tanah setempat dan harus dapat menyediakan 
lingkungan yang sehat dan aman dari bencana alam serta dapat memberikan 
lingkungan hidup yang sesuai bagi pengembangan masyarakat, dengan 
tetap memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
c. Kawasan peruntukan permukiman harus memiliki prasarana jalan dan 
terjangkau oleh sarana tranportasi umum;
d. Pemanfaatan dan pengelolaan kawasan peruntukan permukiman harus 
didukung oleh ketersediaan fasilitas fi sik atau utilitas umum (pasar, 
pusat perdagangan dan jasa, perkantoran, sarana air bersih, persampahan, 
penanganan limbah dan drainase) dan fasilitas sosial (kesehatan, pendidikan, 
agama);
e. Tidak mengganggu fungsi lindung yang ada; Yang termasuk dalam kawasan 
lindung antara lain : kawasan perlindungan setempat, antara lain, sempadan 
pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, dan kawasan 
sekitar mata air. (Penjelasan Psl 5:2 UU No. 26 tahun 2007).
f. Tidak mengganggu upaya pelestarian kemampuan sumber daya alam;
 Karakteristik lokasi dan kesesuaian lahan kawasan peruntukan permukiman:
a. Topografi  datar sampai bergelombang (kelerengan lahan 0-25%);
b. Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara 
dengan jumlah yang cukup. Untuk air PDAM suplai air antara 60 liter/org/
hari - 100 liter/org/hari;
c. Tidak berada pada daerah rawan bencana (longsor, banjir, erosi, abrasi);
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d. Drainase baik sampai sedang;
e. Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/pantai/waduk/danau/mata air/
saluran pengairan/rel kereta api dan daerah aman penerbangan;
f. Tidak berada pada kawasan lindung;
g. Tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian /penyangga;
h. Menghindari sawah irigasi teknis.
 Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya 
proporsional dengan bentuk dan kondisi fi sik pantai, minimal seratus meter dari 
titik pasang tertinggi ke arah darat (UU No. 27 tahun 2007 Pasal 1). Untuk kawasan 
permukiman, berdasar Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan 
Perkotaan,  sempadan pantai terdiri dari dua tipe:
a. Bentuk pantai landai dengan gelombang < 2 meter, lebar sempadan 30–75 
meter.
b. Bentuk pantai landai dengan gelombang > 2 meter, lebar sempadan 50–100 
meter.
2.1.2 Keamanan Kepemilikan Lahan dari Aspek Fisik
2.1.2.1 Reklamasi Liar
 Reklamasi pantai adalah kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh 
orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut 
lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau 
drainase. Kawasan reklamasi pantai adalah kawasan hasil perluasan daerah pesisir 
pantai melalui rekayasa teknis untuk pengembangan kawasan baru.
 Pada dasarnya kegiatan reklamasi pantai tidak dianjurkan namun dapat 
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan berikut:
a. Merupakan kebutuhan pengembangan kawasan budi daya yang telah ada di 
sisi daratan;
b. Merupakan bagian wilayah dari kawasan perkotaan yang cukup padat dan 




c. Berada di luar kawasan hutan bakau yang merupakan bagian dari kawasan 
lindung atau taman nasional, cagar alam, dan suaka margasatwa;
d. Bukan merupakan kawasan yang berbatasan atau dijadikan acuan batas 
wilayah dengan daerah/negara lain.
 Terhadap kawasan reklamasi pantai yang sudah memenuhi ketentuan di 
atas, terutama yang memiliki skala besar atau yang mengalami perubahan bentang 
alam secara signifi kan perlu disusun rencana detail tata ruang (RDTR) kawasan. 
Penyusunan RDTR kawasan reklamasi pantai ini dapat dilakukan bila sudah 
memenuhi persyaratan administratif berikut:
a. Memiliki RTRW yang sudah ditetapkan dengan Perda yang mendeliniasi 
kawasan reklamasi pantai;
b. Lokasi reklamasi sudah ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota, baik yang 
akan direklamasi maupun yang sudah direklamasi;
c. Sudah ada studi kelayakan tentang pengembangan kawasan reklamasi 
pantai atau kajian/kelayakan properti (studi investasi);
d. Sudah ada studi AMDAL kawasan maupun regional.
2.1.2.2 Abrasi
 Bencana merupakan gangguan serius fungsi suatu komunitas atau 
masyarakat luas yang menyebabkan kerugian bagi manusia, seperti materi, ekonomi 
atau lingkungan, yang melebihi kemampuan masyarakat untuk mengatasi dengan 
menggunakan sumber dayanya sendiri. Bencana dapat terjadi karena disebabkan 
oleh alam dan manusia. Bencana alam sering mengakibatkan kehilangan atas 
rumah, tanah, dan properti dalam skala besar (UNHabitat, 2007).
 Abrasi merupakan suatu proses erosi pada suatu kawasan pantai, dan sering 
juga disebut erosi pantai. Abrasi terjadi karena adanya arus gelombang datang 
yang membentuk sudut terhadap garis pantai yang menyebabkan arus sepanjang 
pantai dan mengangkut sedimen. Pembangunan pelabuhan yang mempergunakan 
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pemecah gelombang yang menjorok dari pantai ke arah laut menyebabkan 
terhalangnya transpor sedimen sepanjang pantai. Dengan adanya pemecah 
gelombang menyebabkan sedimen yang bergerak di satu sisi akan terhalang 
dan terjadi pengendapan. Di sisi yang lain, gelombang yang datang membentuk 
sudut terhadap garis pantai, menyebabkan terjadinya arus sepanjang pantai dan 
mengangkut sedimen. Untuk melindungi pantai di sisi tersebut perlu dibuat dinding 
pantai (revetment), groin, atau pemecah gelombang sejajar pantai (Triatmojo, 
2008).
2.2 Kondisi Fisik Rumah
 Rumah di dalam pengertian bahasa dalam kata benda berarti tempat 
dimana sesorang tinggal. Sedangkan rumah menurut pemaknaan berarti tentram 
dan nyaman (www.askoxford.com). Di dalam Keputusan Menteri Permukiman 
dan Prasarana Wilayah Nomor: 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman teknis 
pembangunan rumah sederhana sehat, pengertian dari rumah adalah bangunan yang 
berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Bagi 
kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah, sangat rendah, dan kelompok 
berpenghasilan informal, peningkatan taraf hidup melalui penyediaan perumahan 
secara merata, memerlukan upaya penyediaan perumahan murah yang layak dan 
terjangkau akan tetapi tetap memenuhi standar kebutuhan minimal dari aspek 
kesehatan, keamanan, dan kenyamanan.
2.2.1 Rumah Sederhana Sehat Memenuhi Persyaratan Rumah Tahan Gempa
 Indonesia merupakan negara kepulauan dengan puluhan gunung berapi, 
baik yang masih aktif maupun tidak, dengan kondisi geologi Indonesia terletak pada 
pertemuan 3 lempeng utama: Australia, Eurasia, dan Pasifi k, dan beberapa lempeng 
kecil lainnya seperti Sangihe, Maluku, dan Halmahera (http://www.docstoc.com/
docs/8079363/vulkanisme). Pertemuan lempeng-lempeng ini menghasilkan aktifi tas 
kegunungapian dan kegempabumian, sehingga Indonesia merupakan daerah Cincin 
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Api, dimana banyak terjadi bencana akibat gunung berapi dan gempa bumi (http://
id.wikipedia.org/wiki/Vulkanisme).
 Gempa tektonik yang terjadi di Indonesia merupakan gempa yang timbul 
dari adanya pergeseran dan tumbukan antara lempeng-lempeng tektonik. Tumbukan 
ini salah satunya menyebabkan adanya penyusupan lempeng Indo-Australia 
di bawah lempeng Euro-Asia. Dampak dari tumbukan ini adalah terangkatnya 
wilayah pesisir Pulau Jawa bagian selatan, sementara wilayah pesisir Pulau 
Jawa akan semakin tenggelam (Kodoatie, m.suaramerdeka.com/index.php/read/
layar/2009/02/16/379).
 Dampak dari gempa terhadap manusia dan benda diukur dalam skala MMI 
(Modifi ed Mercalli Intensity), dengan skala I (tidak terasa) hingga XII (terjadi 
bencana alam, seluruh bangunan rusak, garis pandang cakrawala terganggu, batu-
batu dan barang-barang besar berpindah tempat, dan ada yang terlempar ke udara). 
Untuk daerah Indonesia telah dipetakan dampak dari gempa ini dalam Peta Rawan 
Bencana Gempa Bumi Indonesia.
 Indonesia sebagai daerah rawan bencana gempa, perlu mempertimbangkan 
rumah dengan kosntruksi tahan gempa untuk meminimalisir kerugian materiil 
maupun jiwa. Pedoman teknis konstruksi rumah tahan gempa yang telah disusun 
dalam Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan Gempa Pedoman 
Teknis ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai acuan bagi perencana, pelaksana, 
dan masyarakat, dalam perencanaan dan pelaksanaaan bangunan gedung dan 
rumah tinggal yang disusun mengacu salah satunya pada Kepmen Kimpraswil No. 
403/KPTS/M/2002 tentang Rumah Sederhana Sehat. Di dalam peraturan rumah 
sederhana sehat terdapat persyaratan minimal keamanan dan keselamatan yang 
telah memenuhi kriteria sebagai bangunan tahan gempa.
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Sumber: Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, _
GAMBAR 2.1
PETA RAWAN BENCANA GEMPA BUMI INDONESIA
2.2.2 Rumah Sederhana Sehat Terjangkau Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah
 Kondisi perumahan di Indonesia dalam Laporan Pencapaian MDG's 
2007 disebutkan sebanayak 83% penduduk Indonesia telah menempati rumah 
baik milik maupun sewa. Sebanyak 14% dari jumlah tersebut menempati rumah 
yang tidak layak huni. Pembangunan rumah dalam memenuhi kebutuhan rumah 
yang terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah harus tetap memenuhi 
persyaratan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan, serta berwawasan lingkungan. 
 Rumah sederhana sehat merupakan suatu standar minimal kebutuhan 
rumah yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, dan terjangkau masyarakat 
berpenghasilan rendah karena menggunakan bahan bangunan dan konstruksi 
sederhana. Sasaran penyediaan Rumah Sederhana Sehat yaitu bagi kelompok 
masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dalam pelaksanaannya pemenuhan 
penyediaan Rumah Sederhana Sehat masih menghadapi kendala, berupa rendahnya 
tingkat kemampuan masyarakat, mengingat harga Rumah Sederhana Sehat masih 
belum memenuhi keterjangkauan secara menyeluruh. Untuk itu perlu disediakan 
disain rumah antara yang pertumbuhannya diarahkan menjadi Rs Sehat. Rumah 
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antara yang dimaksud adalah Rumah Inti Tumbuh (RIT), yaitu rumah yang hanya 
memenuhi standar kebutuhan minimal rumah.
 Menurut Laquian, konsep pembangunan rumah inti pada dasarnya 
adalah pembangunan rumah yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dan 
keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah, yang pada umumnya berada di 
bawah standar dan peraturan bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun 
dengan berjalannya waktu, rumah tersebut ditingkatkan standarnya secara bertahap 
sesuai dengan standar pemerintah yang berlaku (Laquian, 1983:13-14) dalam 
(Panudju, 1999:235). Dukungan terhadap rumah sederhana sehat sebagai standar 
minimal kualitas rumah yang terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah ini 
disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum pada Musyawarah Konsultasi 2005 
Rumah Sederhana Sehat dan Pembangunan Daerah Tertinggal (RSH-PDT) tahun 
2005.
2.2.3 Rumah Sederhana Sehat
 Dalam upaya memenuhi ketiga persyaratan dasar dari aspek kesehatan, 
keamanan, dan kenyamanan serta memenuhi tujuan dari penyediaan perumahan 
bagi kelompok masyarakat tersebut maka perlu disediakan suatu rancangan 
yang memenuhi standar minimal. Pendekatan penyediaan rumah selama ini 
lebih diseragamkan, sehingga terdapat beberapa kendala di lapangan diantaranya 
kesenjangan harga yang sangat menyolok diantara beberapa daerah. Selain itu 
terlalu dipaksakan satu standar nasional untuk seluruh daerah. Bentuk rancangan 
diupayakan mengakomodasi potensi setempat sehingga menjadi biaya konstruksi 
menjadi tidak mahal. Untuk wilayah Pulau Jawa, tipologi rumah sederhana sehat 
adalah rumah berdinding tembok.
 Rumah sederhana sehat memungkinkan penghuni untuk dapat hidup 
sehat, dan menjalankan kegiatan hidup sehari-hari secara layak. Ketentuan rumah 
sederhana sehat telah dirumuskan dalam Pedoman teknis pembangunan rumah 




2.2.3.1 Luas Minimum Ruang
 Kebutuhan ruang per orang dihitung berdasarkan aktivitas dasar manusia 
di dalam rumah. Aktivitas seseorang tersebut meliputi aktivitas tidur, makan, kerja, 
duduk, mandi, kakus, cuci dan masak, serta ruang gerak lainnya. Dari hasil kajian, 
kebutuhan ruang per orang adalah 9 m2 dengan perhitungan ketinggian rata-rata 
langit-langit adalah 2.80 m.
2.2.3.2 Kebutuhan Minimal Keamanan dan Keselamatan
 Pada dasarnya bagian-bagian struktur pokok untuk bangunan rumah tinggal 
sederhana adalah: pondasi, dinding, rangka bangunan, dan kuda-kuda. Talang dan 
sebagainya merupakan estetika struktur bangunan saja.
a. Pondasi
 Secara umum sistem pondasi yang memikul beban kurang dari 
dua ton (beban kecil), yang biasa digunakan untuk rumah sederhana dapat 
dikelompokan kedalam tiga sistem pondasi, yaitu: pondasi langsung; 
pondasi setempat; dan pondasi tidak langsung.
 Sistem pondasi yang digunakan pada lokasi penelitian ini adalah 
sistem pondasi setempat dari bahan pasangan batu kali atau pasangan beton 
tanpa tulangan dan sistem pondasi langsung, terdiri dari pondasi batu bata 
dan pondasi balok sloof (Ariestadi, 2008).
- Pondasi Setempat/Umpak
 Pondasi setempat /umpak ini dipergunakan bila tanah dasar pondasi 
berupa tanah keras atau beban yang diterima oleh kolom cukup kecil. 
Kolom yang dipergunakan dengan sistem pondasi ini biasanya adalah 
kolom kayu dan besi berlubang.
- Pondasi Menerus dengan Rolag
  Pondasi mempergunakan pondasi batu belah di bawah pasangan batu 
bata disusun berdiri/row lock/rolag. Pondasi ini sering dipergunakan 
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karena kemudahan dalam pelaksanaan konstruksi. Kelemahan dari 
sistem pondasi ini adalah hanya mampu menahan beban untuk rumah 1 
lantai.
- Pondasi Menerus dengan Sloof
 Pondasi mempergunakan pondasi batu belah di bawah balok bawah 
/sloof yang terbuat dari beton bertulang dengan pemasangan angkur 
setiap 15 cm ke pondasi batu belah. Sistem pondasi ini kuat menahan 
beban bangunan 2 lantai dan biasanya dipergunakan bersama dengan 
sistem rangka rigid.
b. Dinding
 Dinding sebagai salah satu elemen rumah yang berfungsi sebagai 
pemisah ruang, dipersyaratkan memenuhi faktor keamanan, kesehatan, dan 
kenyamanan.
- Dinding Bambu
 Dinding yang dipasang dari bahan bambu tidak mempunyai daya 
tahan yang lama dan sama sekali tidak mampu menahan beban. Dinding 
bambu berfungsi hanya sebagai penghalang visual.
- Dinding Kayu
 Bahan yang direkomendasikan untuk dinding kayu adalah kayu ulin 
dan jati, karena mempunyai daya tahan terhadap hujan dan panas yang 
lebih dibanding dengan jenis kayu lainnya. Sistem pemasangan dinding 
kayu yang sering dijumpai adalah pemasangan papan vertikal dan 
horisontal. Dinding kayu tidak dapat meneruskan beban dari atasnya, 
tetapi memiliki bobot yang lebih ringan dibanding dinding tembok.
- Dinding Tembok
 Bahan yang direkomendasikan untuk dinding di wilayah Jawa 
adalah dinding tembok. Dinding tembok yang memenuhi persyaratan 
keamanan dan keselamatan sekaligus juga kesehatan adalah tembok 
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yang berada minimal 25 cm di atas sloof menggunakan spesi trasram 
agar air tidak merembes ke dinding atas. Agar debu tidak menempel 
ke dinding, tembok harus diplester dengan semen. Di lapangan, bila 
air tetap merembes ke atas dan merusak plesteran, seringkali pada 
permukaan dinding dilakukan pemasangan keramik. Dinding tembok 
juga  mempunyai peran untuk meneruskan beban.
c. Rangka Bangunan
 Rangka dinding untuk rumah tembok dibuat dari struktur beton 
bertulang. Struktur beton bertulang yang baik adalah bersifat rigid. Struktur 
rangka kaku (rigid frame) adalah struktur yang terdiri atas elemen-elemen 
linier, umumnya balok dan kolom, yang saling dihubungkan pada ujung-
ujungnya oleh joints (titik hubung) yang dapat mencegah rotasi relatif di 
antara elemen struktur yang dihubungkannya. Dengan demikian, elemen 
struktur itu menerus pada titik hubung tersebut. Seperti halnya balok 
menerus, struktur rangka kaku adalah struktur statis tak tentu (Ariestadi, 
2008).
- Rangka Bambu
 Rangka bambu hanya dipergunakan pada bangunan rumah yang tidak 
permanen, atau rumah untuk seni keindahan saja. Bambu mempunyai 
keterbatasan panjang bentang dan menahan beban karena mempunyai 
daya serap air yang tinggi.
- Rangka Kayu
 Rangka batang kayu merupakan sistem berbentang satu arah yang 
paling banyak digunakan karena dapat dengan mudah menggunakan 
banyak variasi dalam konfi gurasi dan ukuran batang. Rangka batang 





 Kolom bata terbuat dari susunan bata setebal 2 bata yang 
dipergunakan sebagai penahan beban vertikal dari atap. Kolom bata 
tidak mampu menahan gaya horisontal. Kolom bata sering digunakan 
pada bangunan lama yang belum mengenal teknologi beton bertulang 
atau pada bangunan baru unutk menghemat biaya konstruksi.
- Rangka Beton
 Rangka beton bertulang merupakan sistem struktur terkuat dibanding 
dengan rangka kayu dan bambu. Rangka ini memiliki keunggulan antara 
lain panjang bentang yang besar, kekuatan menahan beban yang tinggi, 
kaku dan tahan terhadap cuaca. Kelemahannya adalah konstruksinya 
yang sangat berat.
d. Kuda-kuda
 Kuda-kuda sebagai salah satu elemen penutup rumah yang berfungsi 
sebagai penyangga atap, dipersyaratkan memenuhi faktor keamanan dan 
keselamatan.
- Kuda-kuda Bambu
 Kuda-kuda bambu hanya dipergunakan pada bangunan rumah 
yang tidak permanen, atau rumah untuk seni keindahan saja. Bambu 
mempunyai keterbatasan panjang bentang dan menahan beban karena 
mempunyai daya serap air yang tinggi.
- Kuda-kuda Kayu
 Rumah sederhana sehat ini menggunakan atap pelana dengan kuda-
kuda kerangka kayu dengan kelas kuat dan awet II berukuran 5/10 atau 
yang banyak beredar di pasaran dengan ukuran sepadan dengan beban 
yang dipikul dan panjang bentang. Disamping sistem sambungan kuda-





 Khusus untuk rumah tembok dengan konstruksi pasangan, dapat 
menggunakan kuda-kuda dengan memanfaatkan ampig tembok 
yang disekelilingnya dilengkapi dengan ring-balok konstruksi beton 
bertulang. Kemiringan sudut atap harus mengikuti ketentuan sudut 
berdasarkan jenis penutup atap yang digunakan.
2.2.3.3 Kebutuhan Kesehatan dan Kenyamanan
 Rumah sebagai tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan 
kenyamanan dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu pencahayaan, penghawaan, serta suhu 
udara dan kelembaban dalam ruangan. Aspek-aspek tersebut merupakan dasar atau 
kaidah perencanaan rumah sehat dan nyaman.
a. Pencahayaan
 Matahari sebagai potensi terbesar yang dapat digunakan sebagai 
pencahayaan alami pada siang hari. Pencahayaan yang dimaksud adalah 
penggunaan terang langit, dengan ketentuan sebagai berikut:
- cuaca dalam keadaan cerah dan tidak berawan,
- ruangan kegiatan mendapatkan cukup banyak cahaya,
- ruang kegiatan mendapatkan distribusi cahaya secara merata.
 Kualitas pencahayaan alami siang hari yang masuk ke dalam ruangan 
ditentukan oleh:
- kegiatan yang membutuhkan daya penglihatan (mata),
- lamanya waktu kegiatan yang membutuhkan daya penglihatan (mata),
- tingkat atau gradasi kekasaran dan kehalusan jenis pekerjaan,
- lubang cahaya minimum sepersepuluh dari luas lantai ruangan,
- sinar matahari langsung dapat masuk ke ruangan minimum 1 (satu) jam 
setiap hari,
- cahaya efektif dapat diperoleh dari jam 08.00 sampai dengan jam 16.00.
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 Nilai faktor langit tersebut akan sangat ditentukan oleh kedudukan 
lubang cahaya dan luas lubang cahaya pada bidang atau dinding ruangan. 
Semakin lebar bidang cahaya (L), maka akan semakin besar nilai faktor 
langitnya. Tinggi ambang bawah bidang bukaan (jendela) efektif antara 70–
80 cm dari permukaan lantai ruangan. Nilai faktor langit minimum dalam 
ruangan pada siang hari tanpa bantuan penerangan buatan, akan sangat 
dipengaruhi oleh tata letak perabotan rumah tangga, seperti lemari, meja 
tulis atau meja makan, bidang pembatas ruangan, seperti partisi, tirai masif.
 Kualitas penerangan yang disediakan dalam ruangan ditentukan 
oleh:
- penggunaan ruangan khususnya ditinjau dari segi beratnya 
pembebanan pada mata oleh aktivitas yang harus dilakukan dalam 
ruangan itu
- lamanya waktu aktivitas dengan daya mata yang tinggi dan sifat 
aktivitasnya. Sifat aktivitas dapat secara terus menerus menuntut 
perhatian dan penglihatan yang tepat, atau dapat pula meminta daya 
mata yang amat tinggi pada jangka waktu singkat, tetapi sering 
diselingi dengan jangka waktu dimana mata dapat beristirahat. 
Penggolongan kualitas penerangan dibuat sebagai berikut:
Kelas I  bangunan representatif, misalnya gedung DPR
  /MPR, kantor gubernuran, dan sebagainya.
Kelas II bangunan umum, seperti hotel, gedung pertemuan, 
  kantor, gedung olahraga, dan sebagainya.
Kelas III bangunan perumahan, pertokoan, dan sebagainya.
 Kebutuhan tingkat kuat penerangan minimal ditentukan dalam lux 
sesuai sifat aktivitas.
- Kerja halus sekali, pekerjaan cermat terus menerus, seperti 




- Kerja halus seperti pekerjaan cermat yang kurang intensif (150 lux).
- Kerja sedang, pekerjaan tanpa konsentrasi yang besar, seperti 
pekerjaan kayu, merakit suku cadang yang agak besar (60 lux).
- Kerja kasar, pekerjaan dimana detail-detail yang besar harus dikenal, 
seperti pada gudang, lorong lalu lintas orang, dan sebagainya (40 
lux).
 Syarat-syarat teknis penghitungan nilai dari faktor langit minimum 
pada titik ukur utama untuk ruangan dalam bangunan tempat tinggal adalah: 
ruang keluarga sebesar 0.35d, kamar kerja 0.35d, kamar tidur 0.18d, dan 
dapur 0.20d. Sumber cahaya alami berpengaruh pada bangunan baik pada 
eksterior maupun interiornya. Pada eksterior bangunan dapat menampilkan 
keindahan bangunan dengan menmpakkan detail bangunan serta efek 
pembayangannya. Pada interior bangunan sumber cahaya alami membantu 
memperjelas segala benda dalam ruangan menyangkut bentuk, warna, 
ukuran, dan susunannya dalam ruangan. Namun yang penting adalah 
mendukung berbagvai aktivitas manusia dalam bangunan pada pagi sampai 
sore hari, dengan catatan ruangan mendapatkan cahaya matahari secara 
cukup dan memadai.
b. Penghawaan
 Udara merupakan kebutuhan pokok manusia untuk bernafas 
sepanjang hidupnya. Udara akan sangat berpengaruh dalam menentukan 
kenyamanan pada bangunan rumah. Kenyamanan akan memberikan 
kesegaran terhadap penghuni dan terciptanya rumah yang sehat, apabila 
terjadi pengaliran atau pergantian udara secara kontinyu melalui ruangan-
ruangan, serta lubang-lubang pada bidang pembatas dinding atau partisi 
sebagai ventilasi.
 Agar diperoleh kesegaran udara dalam ruangan dengan cara 
penghawaan alami, maka dapat dilakukan dengan memberikan atau 
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mengadakan peranginan silang (ventilasi silang) dengan ketentuan sebagai 
berikut:
- Lubang penghawaan minimal 5% (lima persen) dari luas lantai ruangan.
- Udara yang mengalir masuk sama dengan volume udara yang mengalir 
keluar ruangan.
- Udara yang masuk tidak berasal dari asap dapur atau bau kamar mandi 
/WC.
 Pengaruh angiu dan lintasan matahari terhadap bangunan dapat 
dimanfaatkan dengan gedung yang dibuat secara terbuka dengan jarak 
yang cukup diantara bangunan tersebut agar gerak udara terjamin. Orientasi 
bangunan ditempatkan diantara lintasan matahari dan angin sebagai 
kompromi antara letak gedung berarah dari timur ke barat, dan yang 
terletak tegak lurus terhadap arah angin. Gedung sebaiknya berbentuk 
persegi panjang yang menguntungkan penerapan ventilasi silang. Udara 
yang bergerak menghasilkan penyegaran terbaik karena dengan penyegaran 
tersebut terjadi proses penguapan yang menurunkan suhu pada kulit 
manusia. Dengan demikian angin juga dapat digunakan untuk mengatur 
suhu di dalam ruang.
c. Suhu dan Kelembaban
 Rumah dinyatakan sehat dan nyaman, apabila suhu udara dan 
kelembaban udara ruangan sesuai dengan suhu tubuh manusia normal. Suhu 
udara dan kelembaban ruangan sangat dipengaruhi oleh penghawaan dan 
pencahayaan. Penghawaan yang kurang atau tidak lancar akan menjadikan 
ruangan terasa pengap atau sumpek dan akan menimbulkan kelembaban 
tinggi dalam ruangan. Untuk mengatur suhu udara dan kelembaban 
normal untuk ruangan dan penghuni dalam melakukan kegiatannya, perlu 
memperhatikan:




- pencahayaan yang cukup pada ruangan dengan perabotan tidak 
bergerak.
- menghindari perabotan yang menutupi sebagian besar luas lantai 
ruangan.
 Pada perancangan bangunan, perletakan lubang jendela perlu 
diusahakan lebih banyak pada sisi utara dan selatan bangunan. Sedangkan 
perletakan jendela pada sisi timur dan barat bangunan perlu dihindari, 
terutama pada sisi barat bangunan karena cahaya matahari dari barat cukup 
panas dan menyengat. Salah satu pengaruh cahaya alam pada bangunan 
adalah suhu dari intensitas sinar matahari langsung dapat meningkatkan 
suhu dinding akibat konduksi dan suhu ruangan bila sinar matahari langsung 
masuk pada ruangan.
2.2.4 Kondisi Fisik Komponen Rumah
 Persyaratan bangunan rumah seperti tersebut dalam pedoman teknis 
pembangunan rumah sederhana sehat di atas masih perlu pengkajian dari kondisi 
fi sik komponen rumah tersebut. Kekuatan dari komponen rumah akan berkurang 
seiring dengan bertambahnya usia komponen tersebut. Demikian juga ketika 
komponen rumah mendapat perlakuan tidak normal, semisal kayu hanya bertahan 
di kondisi selalu kering ataupun basah, tetapi tidak bertahan lama pada kondisi 
basah dan kering selalu bergantian (Heins Fritz, 2008).
 Berdasarkan Pedoman Pencacahan Potensi Desa 2010 yang diterbitkan oleh 
BPS, kondisi fi sik komponen rumah dikategorikan menjadi:
- Baik, adalah rumah yang kerangka pokoknya (atap, rangka struktur, dinding 
dan pondasi) atau komponen bangunannya belum memerlukan perbaikan. 
- Sedang, adalah rumah yang kerangka pokoknya atau sebagian kecil 
komponen bangunannya memerlukan perbaikan atau salah satu kerangka 
pokoknya rusak, misalnya dinding saja yang rusak. 
- Rusak adalah rumah yang dua dari kerangka pokonya atau sebagian besar 
komponen bangunannya memerlukan perbaikan. 
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- Rusak berat adalah rumah yang kerangka pokoknya memerlukan perbaikan 
segera karena membahayakan penghuninya.
2.3 Hubungan Kondisi Fisik Rumah dan Keamanan Lahan
2.3.1 Status Kepemilikan Lahan 
 Kepemilikan lahan menunjukkan hak-hak individu dan kelompok yang 
berkaitan dengan tanah, yaitu hak untuk menempati, menggunakan, untuk 
mengembangkan, mewarisi, dan untuk mentransfer kepemilikan lahan. Kepemilikan 
lahan terutama harus dipandang sebagai suatu hubungan sosial yang kompleks yang 
melibatkan seperangkat aturan yang mengatur pemanfaatan lahan dan kepemilikan 
lahan. Sementara beberapa pengguna memiliki kemungkinan akses ke seluruhan 
hak dengan penuh, menggunakan dan mentransfer hak, pengguna lain memiliki 
keterbatasan dalam menggunakan sumber daya lahan (Fisher, 1995). Sifat dan 
isi hak-hak ini, antara lain sejauh mana orang-orang memiliki keyakinan bahwa 
mereka akan dihormati, dan berbagai derajat pengakuan oleh otoritas publik dan 
masyarakat yang bersangkutan, merupakan  dampak langsung dari kepemilikan 
lahan ini.
 Dalam prakteknya, suatu rangkaian kesatuan dalam hak kepemilikan lahan 
dapat diamati, terutama di negara-negara berkembang di mana sumber-sumber 
hukum yang berbeda dan pola kepemilikan yang berbeda dapat hidup berdampingan 
(Payne, 2002). Ada berbagai keragaman kepemilikan dalam suatu situasi, mulai 
dari jenis kepemilikan yang paling informal hingga kepemilikan penuh. Namun, 
penting untuk dicatat bahwa tingkat hak juga dapat diubah oleh serangkaian 
faktor-faktor lain. Di antaranya adalah pembatasan penggunaan lahan karena tanah 
yang digunakan harus sesuai dengan peraturan perencanaan, pengembangan dan 
konstruksi norma dan standar, serta jenis pembangunan yang disebutkan dalam 
kontrak atau perjanjian antara pemilik dan pengguna lahan . Tingkat hak mungkin 
juga tergantung pada jangka waktu hak-hak yang disepakati dan apakah mereka 
dapat diperbaharui dan dapat dipindahkan. Pada akhirnya, tingkat formalitas dalam 
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perjanjian hak-hak atau kontrak sewa  dapat mempengaruhi tingkat hak karena 
tingkat formalitas dapat berkisar dari perjanjian tidak tertulis secara informal 
menjadi kontrak-kontrak formal antara pemilik tanah dan penghuni/penyewa. 
2.3.1.1 Status Kepemilikan Lahan dan Agunan Pinjaman
 Keamanan hak kepemilikan adalah hak dari seluruh individu dan kelompok 
untuk mendapatkan perlindungan yang efektif oleh Negara terhadap penggusuran 
paksa. Sebaliknya, hak kepemilikan lahan yang tidak aman dengan demikian 
harus dipandang sebagai suatu risiko terjadinya penggusuran paksa. Tidak adanya 
kepastian juga menghambat pemberian hipotek dan pinjaman perbaikan rumah 
kepada masyarakat oleh lembaga-lembaga keuangan dan swasta, bahkan ketika 
individu memiliki pendapatan dan aset yang sama, memungkinkan mendapatkan 
pelayanan berbeda dalam bentuk jaminan untuk kredit perumahan. (UNHabitat, 
2007:16).
 Efek potensial dari peningkatan keamanan kepemilikan lahan antara lain 
adalah efek perbaikan kondisi rumah dikarenakan rumah tangga memiliki insentif /
sumber baru untuk merenovasi rumah-rumah mereka karena mempunyai kesempatan 
untuk mendapatkan pinjaman, juga memberikan efek tidak langsung pada kesehatan 
dan pendidikan, mendorong investasi dan menabung, juga mendorong aktivitas 
rumahan (Alain Durand - Lasserve, 2007:11). 
2.3.2 Persepsi Pengakuan dan Perlindungan
 Sudut pandang terhadap keamanan kepemilikan lahan yang diterima tidak 
meniadakan kemungkinan bahwa dari status lahan dapat menimbulkan kemamanan 
kepemilikan lahan, namun beberapa pendapat menyatakan bahwa keamanan 
kepemilikan lahan dapat dicapai dengan beberapa pengertian.
 Dalam kalimatnya, Payne (2001:421) berkata: “Adalah suatu hal yang tidak 
dapat ditolak, bahwa keamanan kepemilikan lahan yang dirasakan dan diterima 
masyarakat secara luas adalah suatu prasyarat bagi rumah tangga untuk berinvestasi 
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dalam pembangunan maupun perbaikan rumah. Status kepemilikan lahan bukanlah 
satu-satunya pengertian dalam pencapaian tingkat keamanan yang dapat diterima. 
Dalam beberapa contoh keberadaan investasi, ditimbulkan hanya dengan adanya 
pernyataan pejabat pemerintah, bahwa permukiman tidak akan digusur, atau 
dengan adanya penerbitan sertifi kat hak guna”. Faktor-faktor lain yang telah 
seringkali dibahas adalah dengan mengusahakan bentuk-bentuk hukum tambahan 
dari keamanan kepemilikan lahan yaitu lama penghunian, besar luasan rumah, dan 
jumlah masyarakat di dalam suatu permukiman.
 Broegaard menyatakan dari studi kepemilikan lahan di akhir 1980, kenyataan 
menunjukkan dalam berbagai konteks, kepemilikan status lahan berdasar hukum 
sama dengan keamanan kepemilikan lahan telah mengabaikan kenyataan bahwa 
secara de facto atau keamanan lahan yang dirasakan sebagai suatu permasalahan 
empiris, untuk itu sebaiknya diabaikan dari status hukum lahan dengan keamanan 
lahan yang secara formal dan beralasan secara konsep. Namun kemudian hal ini 
menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, karena keamanan lahan yang dirasakan 
adalah sangat berarti di mata penghuni permukiman informal dan melakukan 
perubahan pada permukiman dari persepsi ini. Baik keamanan lahan dari status lahan 
maupun persepsi ini tidak selalu terjadi secara bersamaan pada setiap permukiman 
informal (2005:849).
 Lebih jauh lagi perhatian atas penyediaan keamanan kepemilikan lahan 
dalam arti status lahan dapat disisihkan disebabkan kenaikan spekulatif atas lahan, 
sehingga menyebabkan lahan tidak dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan 
rendah dan mengarahkan penghuni keluar, atau lebih secara tidak langsung biaya 
dari bentuk pelayanan dan pajak properti yang semakin tidak terjangkau (Azuela & 
Duhau, 1998).
2.4 Lesson Learn dari Permasalahan Yang Serupa
 Lesson learn merupakan pelajaran yang dapat kita ambil dari contoh-contoh 
keberhasilan implementasi teori-teori di lapangan. Peningkatan kondisi fi sik rumah 
41
41
dan keamanan lahan dapat dilakukan dengan kemungkinan keberhasilan yang tinggi, 
dengan melakukan kajian lesson learn dari keberhasilan yang pernah dilakukan di 
tempat lain. 
2.4.1 Keamanan Lahan Dari Status Lahan
 Contoh lesson learn dari Peru menunjukkan bahwa program-program 
sertifi kasi menelan biaya administrasi sangat mahal dan tidak selalu mencapai tujuan 
yang diharapkan, bahkan ketika diimplementasikan pada skala besar. Sertifi kat 
tanah memiliki banyak manfaat informal yang diperoleh bagi pemilik properti 
yaitu menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan 
kebijakan mengenai lahan. Namun, sertifi kasi tidak selalu dapat meningkatkan 
akses terhadap kredit, atau mencegah pertumbuhan pemukiman informal baru. 
Perubahan sosial dan ekonomi dengan cepat meluas di seluruh dunia, banyak rumah 
tangga berpendapatan rendah lebih memilih kohesi sosial, yang secara adat dapat 
menyediakan pengaturan kepemilikan lahan, atau mobilitas yang ditawarkan dari 
sistem sewa, selama mereka menikmati keamanan yang memadai dan perlindungan 
hukum. Mendapatkan kepastian perlindungan yang mudah ini lebih dicari, di mana 
pasar lahan dan perencanaan mendorong berbagai opsi kepemilikan melebihi 
sertifi kasi. 
 Selain itu, banyak pemerintah di negara berkembang hanya memiliki sedikit 
pengalaman dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan lahan perkotaan 
yang sesuai untuk semua jenis permintaan. Langsung dan tidak langsung, positif 
dan negatif akibat dari kebijakan tertentu, pengukuran keberhasilannya sangat sulit 
diprediksi, dan jika suatu hal tidak dapat diprediksi, maka hal tersebut tidak dapat 
dikendalikan. 
 Mengingat keterbatasan sertifi kasi tanah untuk individu, nilai-nilai utama 
dari sebuah pendekatan inkremental dan pentingnya membangun pengaturan 
kepemilikan lahan yang ada dimana telah banyak dikenal orang, UN-HABITAT 
mendukung penggunaan berbagai alternatif pilihan dalam kepemilikan lahan yang 
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dapat disesuaikan untuk berbagai keadaan pada setiap daerah. Beberapa inovasi, 
pilihan kepemilikan dengan perantara, telah dikembangkan oleh pemilik lahan, 
organisasi masyarakat sipil, pengembang swasta, lokal, dan nasional, bahkan 
pemerintah maupun masyarakat sendiri. Ini adalah pragmatis, pertimbangan jangka 
pendek, menengah dan jangka panjang akan berarti, untuk meningkatkan keamanan, 
perbaikan permukiman, serta akses terhadap peluang kerja dan jasa (UNESCAP, 
2008). 
 Beberapa inovasi dalam kepemilikan lahan antara lain:
a. Penghunian liar dan persepsi adanya izin.
 Ketika kaum miskin menempati sepetak lahan milik swasta atau 
publik, tanpa adanya ijin legal namun dapat tinggal di lahan tersebut untuk 
kurun waktu yang lama tanpa digusur, maka akan terjadi peningkatan 
perasaan terjamin atas pemakaian lahan tersebut. Persepsi ini oleh penghuni 
dan oleh kota secara keseluruhan semakin kuat bila pihak otoritas lokal 
juga menyediakan layanan dasar untuk permukiman tersebut. Penghunian 
lahan semacam ini sering menjadi langkah awal yang dilakukan oleh kaum 
miskin untuk memastikan adanya semacam hak atas lahan, meskipun masih 
terdapat resiko tergusur karena tidak ada pengakuan kepemilikan secara 
legal.
b. Perlindungan hukum dari penggusuran.
 Beberapa negara seperti Filipina dan India memiliki hukum yang 
memberi perlindungan dari penggusuran terhadap kaum miskin yang telah 
lama tinggal di permukiman kumuh di atas lahan pribadi dan publik. Namun 
dalam kenyataannya penggusuran terus terjadi dan masyarakat miskin yang 
tidak memiliki organisasi atau bantuan hukum yang memadai akhirnya 
tidak mampu menahan penghancuran hunian mereka.




 Beberapa negara Asia memiliki hukum yang menetapkan bahwa 
siapapun yang tinggal di sebuah lahan untuk beberapa waktu (biasanya 
lima hingga sepuluh tahun) tanpa digusur atau diminta membayar sewa 
atau digugat oleh pemilik lahan tersebut dan selalu membayar pajak selama 
periode waktu tersebut, dapat secara ‘de facto’ menjadi pemilik lahan 
tersebut dengan cara ‘adverse possession’. Namun pada kenyataannya, 
keluarga miskin di perkotaan jarang dapat menggunakan hak mereka atas 
lahan dengan cara ini, meskipun mereka telah memenuhi persyaratan untuk 
ini. Masyarakat yang terorganisir dan terdukung dengan baik umumnya 
lebih sukses dalam menggunakan klausul ini.
d. Hak atas lahan secara adat.
 Di banyak negara di Asia, banyak lahan yang masih dikuasai 
dan digunakan berdasarkan sistem kepemilikan tradisional atau adat, 
baik oleh individu, keluarga, masyarakat, kaum elit feodal, desa, dan 
kelompok. Banyak dari sistem ini berlaku sejak jaman feodal, ketika desa 
lebih independen daripada sekarang dan lebih memiliki kebebasan dalam 
menentukan bagaimana lahan digunakan. Di kota-kota, semakin sedikit 
kasus dimana rumah tangga dan masyarakat menempati lahan dengan selalu 
diakui oleh pemerintah dan oleh karenanya agak kurang memberi jaminan 
rasa aman.
e. Hak bersama atas lahan.
 Terdapat pula bentuk kepemilikan yang mengijinkan orang untuk 
memiliki atau menyewa properti berkelompok. Kepemilikan lahan atau 
penyewaan bersama menawarkan banyak keuntungan bagi kaum miskin, 
misalnya mengurangi biaya pendaftaran per rumah tangga dan mendorong 
terpeliharanya kohesi sosial. Hal ini juga merupakan cara terbaik menghadapi 
kekuatan pasar yang cenderung meminggirkan kaum miskin. Masalah 
utama adalah keragu-raguan pemerintah dalam mengakui hak bersama ini 
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dan terdapat perbedaan kedudukan individual dalam kelompok, termasuk 
antara laki-laki dan perempuan. Keputusan juga terkadang diambil oleh 
segelintir orang saja.
f. Hak sewa.
 Penyewaan lahan berbagai bentuknya, termasuk kontrak antara 
penyewa dengan pemilik lahan individu, swasta, pemerintah, dan lembaga 
keagamaan. Kontrak sewa dapat melibatkan rumah tangga individu atau 
seluruh masyarakat, dan biasanya mencakup periode waktu terbatas antara 
satu dan tiga puluh tahun. Beberapa kontrak sewa adalah informal dan 
disetujui secara verbal, sementara yang lain membuat dokumen hukum 
yang sesuai dan membutuhkan bantuan notaris dan pengacara. Menyewa 
memberikan keleluasaan dan kemerdekaan lebih besar dari kepemilikan, 
sementara bagi pemilik lahan publik, menyewa berarti adanya pengelolaan 
guna lahan publik dalam periode waktu yang terencana.
g. Sertifi kat lahan sementara:
 Bentuk kepemilikan ini hampir sama kuatnya dengan kepemilikan 
penuh, namun dengan beberapa aturan. Sertifi kat lahan sementara biasanya 
diberikan dimana masyarakat miskin berada dalam proses transisi dari 
penghuni ilegal menjadi pemilik lahan yang mereka tempati. Biasanya 
sertifi kat lahan sementara diubah menjadi sertifi kat lahan penuh ketika 
rumah tangga telah membayar biaya pembangunan lahan atau membayar 
kembali pinjamannya. Karena melibatkan tahap tambahan birokratis untuk 
kota-kota, diperlukan sistem administrasi lahan yang baik dan berfungsi.
2.4.2 Keamanan Lahan di Daerah Sempadan
2.4.2.1 Peraturan Sempadan Sungai di Kota Padang
 Penataan wilayah sungai di Kota Padang merupakan salah satu contoh 
yang bisa dijadikan pembelajaran dalam penegakan wilayah sempadan berupa 
sempadan sungai di Indonesia. Didukung oleh kondisi geografi s Kota Padang 
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yang memanfaatkan sungai sebagai jalur utama sirkulasi, menyebabkan Pemkot 
Padang tidak terlalu banyak melakukan penertiban bangunan yang melanggar 
atau menempati kawasan sempadan sungai, karena sejak semula perkampungan 
menghadap ke arah sungai (waterfront). Seperti pemandangan di atas jembatan 
Siti Nurbaya, Kampung Batu, Kecamatan Padang Selatan, sepanjang tepian sungai 
terdapat jogging track dengan berpagar pohon palem.
 Kawasan sempadan sungai sebagai upaya menjaga kelestarian sungai ini 
didukung oleh kesadaran masyarakat serta adat penduduk setempat. Masyarakat 
setempat memiliki lembaga adat berupa Kerapatan Adat Nagari di tingkat kelurahan 
dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau di tingkat kota. Lembaga-
lembaga ini aktif dalam mengingatkan masyarakat dalam pembuangan sampah 
maupun pencemaran air sungai.
            Sumber: Jalanjalanterus.fi les.wordpress.com, 2010
GAMBAR 2.2
PEMANDANGAN DARI JEMBATAN SITI NURBAYA
2.4.2.2 Peraturan Sempadan Pantai Kota Pekalongan
 Bencana abrasi dan rob yang terjadi di Pantai Sari, Kelurahan Panjang 
Wetan, Kota Pekalongan, telah mengenai sekitar 200-an rumah dari 800-an rumah 
di wilayah kelurahan ini. Abrasi pantai ini telah menghilangkan pantai yang semula 
berjarak 200 meter dari permukiman. Air laut pasang masih bisa menerobos tanggul 
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pantai yang telah dibangun dengan dana milyaran rupiah. Penduduk setempat 
telah melakukan antisipasi sendiri dengan melakukan peninggian teras untuk 
menghalangi masuknya air ke dalam rumah. Air rob saat ini telah menggenangi 
jalan-jalan lingkungan yang berada di tepi pantai.
 Pemerintah Kota Pekalongan saat ini tengah menyusun Raperda Rencana 
Detil Tata Ruang Pesisir Kota Pekalongan diantaranya mengatur sempadan pantai 
di kawasan Pantai Sari. Pemerintah Kota Pekalongan dihadapkan pada banyaknya 
jumlah rumah di kawasan sempadan pantai dengan jarak 100 meter yang harus 
direlokasi serta biaya ganti ruginya. Selain itu pembangunan talud penahan yang 
telah banyak menghabiskan dana anggaran menjadi sia-sia. Pada Raperda RDTR 
Pesisir Kota Pekalongan ini menetapkan garis sempadan pantai dengan jarak 30 
meter dari garis pantai yang bebas dari permukiman.
   Sumber: Pmpcl.blogspot.com
GAMBAR 2.3
ABRASI DI PANTAI SARI PEKALONGAN
2.4.3 Peningkatan Fisik Rumah dan Sarpras di Lokasi Reklamasi
2.4.3.1 Komunitas Klong Bang Bua di Thailand
 Sekitar 3.400 keluarga tinggal di 13 permukiman informal yang  membentang 
di sepanjang 13 kilometer Kanal Bang Bua, Bangkok, banyak dari mereka adalah 
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pedagang, buruh dan pekerja dengan upah harian. Mereka telah tinggal disana selama 
hampir satu abad, hidup dalam rasa tidak aman, menghadapi resiko pengusiran, 
kebakaran, dan tuduhan pencemaran kanal.
       Sumber: CODI Update, 2008
GAMBAR 2.4
PETA DAN KONDISI PERMUKIMAN KOMUNITAS KLONG BANG BUA 
SEBELUM ON-SITE UPGRADING
 Masyarakat bergabung dengan Program Baan Mankong untuk meningkatkan 
perasaan aman masyarakat dan kepemilikan tanah. Program ini merupakan 
kerjasama yang baik dari kedua distrik berwenang (Bang Ken dan Laksi) di kedua 
sisi kanal, bersama Universitas Sripathum dan CODI. Masyarakat di sepanjang 
Klong Bang Bua membentuk jaringan, mulai dari kelompok tabungan, menyiapkan 
rencana untuk pembangunan kembali pemukiman mereka dan revitalisasi kanal dan 
mereka membentuk sebuah koperasi masyarakat.  Sewa 30 tahun terbarukan adalah 
kunci untuk keamanan masa kepemilikan jangka panjang masyarakat ini. Setelah 
negosiasi panjang, komunitas melakukan tawar-menawar dengan Departemen 
Keuangan ke tingkat sewa sekitar 1 Baht (Rp. 350,00) per meter persegi per bulan, 
dengan penyesuaian untuk infl asi setiap 5 tahun. Ini berarti bahwa setiap keluarga 
akan membayar antara 40 dan 70 Baht (Rp. 14.000 – 24.500,00) untuk sewa tanah 
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setiap bulan, tergantung pada ukuran rumah mereka. Setiap keluarga membayar 
kepada koperasi, yang kemudian membuat pembayaran kolektif ke Departemen 
Keuangan.
 Penataan permukiman yang dilakukan adalah konsolidasi lahan untuk 
rumah dan infrasruktur, pembangunan rumah baru berupa rumah panggung untuk 
rumah yang ditepi pantai disertai reklamasi. Pembangunan jalan di sepanjang sungai 
dilaksanakan sebagai batas nyata untuk mencegah berkembangnya permukiman 
melewati bibir sungai. Pembangunan jalan menjadikan permukiman waterfront, 
yang juga dapat dipergunakan untuk sirkulasi dan layanan prasarana permukiman. 
Penataan permukiman ini menjadikan masyarakat lebih aktif dalam pembersihan 
kanal secara teratur, dan mengurangi limbah permukiman yang masuk ke sungai.
Sumber: CODI Update, 2008
GAMBAR 2.5
PETA DAN KONDISI KOMUNITAS KLONG BANG BUA SETELAH ON-
SITE UPGRADING
2.4.4 Perlindungan Kondisi Fisik Rumah di Daerah Bencana
2.4.4.1 Komunitas Charoen Nakorn 55 di Tepi Sungai Chao Phraya
 Lahan tempat tinggal komunitas Charoen Nakorn dahulu merupakan hibah 
dari raja terdahulu yaitu Raja Rama 5 di abad 19, namun anggota komunitas tidak 
memiliki bukti kepemilikan apapun, dan lahan tetap merupakan milik Crown 
Property Bureau. Ketika komunitas memutuskan untuk memperbaiki kondisi rumah 
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dan lingkungan mereka didampingi oleh Baan Mankong, tugas pertama mereka 
menegosiasikan kontrak sewa jangka panjang. Karena nilai lahan permukiman 
mereka sangat tinggi, karena saat ini dekat dengan Hotel Oriental, negosiasi ini 
memakan waktu lama dan tidak mudah.
 Pada awalnya lahan permukiman berupa gerumbulan semak belukar, 
kemudian dibangun sebuah pasar di dekatnya yang menyebabkan pedagang dan 
pemasok buah-buahan mulai menempati lahan dan beternak babi. Dan akhirnya, 
perahu-perahu di sungai mulai menaikan penumpang untuk permukiman kelas 
menengah di seberang, dan tahun-tahun belakangan dipakai untuk perayaan Paiyachai 
di teater di dekatnya. Dahulu tidak tersedia layanan air bersih, penggergajian kayu 
di dekat tempat tersebut mengalirkan air dari sungai. Kondisi di permukiman 
tersebut sangat padat dan pelayanan infrastruktur yang buruk. Pada tahun 1950-an, 
dari pihak kerajaan mulai membangun jaringan listrik dan memberikan pendidikan 
kepada anak-anak.
  
      Sumber: CODI Update, 2008
GAMBAR 2.6.
PETA LOKASI ON-SITE UPGRADING
KOMUNITAS CHAROEN NAKORN 55
 Komunitas Charoen Nakorn memiliki tradisi dan budaya, menjaga 
ketentraman dan saling tolong menolong dan banyak yang masih mempunyai 
hubungan kekerabatan. Komunitas membentuk kelompok menabung pada tahun 
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2007, dan terbagi menjadi 10 sub kelompok masing-masing beranggotakan 7-8 
orang, yang menabung antara 300-500 Baht per bulan. Kelompok ini begitu 
terbentuk segera membagi tugas dalam beberapa aspek: administrasi, pembelian 
material, menyewa kontraktor, pengawas pekerjaan dan material.
 Perbaikan rumah dan infrastruktur dalam skala besar dan kompleks pada 
permukiman ini melibatkan tiga strategi peningkatan:
-  perbaikan rumah dan pengaturan jalan lingkungan yang dikembangkan dalam 
lokasi yang sama sebanyak 127 rumah. Perbaikan rumah ini menggunakan 
jenis rumah panggung agar terhindar dari banjir karena luapan air sungai.
-  rekonstruksi dengan pembangunan rumah yang baru dan pengaturan 
susunan jalan setapak sebanyak 120 rumah
-  berbagi lahan dimana sebagian lahan dikembalikan kepada Crown Property 
Bureau dan masyarakat mendapatkan lahan tertata yang lebih sempit 
sebanyak 73 rumah
 
Sumber: CODI Update, 2008
GAMBAR 2.7
KONDISI SEBELUM DAN SETELAH
ON-SITE UPGRADING DI KOMUNITAS CHAROEN NAKORN 55
 Jumlah unit yang diperbaiki adalah 320 rumah, tipe perbaikan adalah 
perbaikan on-site, pemilik lahan adalah Crown Property Bureau, perjanjian 
kepemilikan: 30 tahun dengan sewa yang dapat diperbaharui atas nama koperasi 
komunitas Charoen Nakorn 55. Subsidi infrastruktur sebesar 5,03 juta Baht (US$ 
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143.700), subsidi septiktank sebesar 64.000 Baht (320 septiktank individu), subsidi 
sementara dari CODI sebesar 18.000 Baht ($515) per unit untuk 11 rumah yang 
dihancurkan dan pinjaman rumah dari CODI sebesar 46,6 juta Baht (US$ 1,33 juta).
2.4.4.2 Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang
 Sebanyak 30 keluarga di tepian pantai di Desa Karangmangu, Kecamatan 
Sarang yang terkena abrasi, direlokasi ke tempat baru berjarak kurang dari 3 
kilometer dari tempat semula. Program ini bersumber dana sharing antara APBN 
melalui Program NUSSP ++ untuk pembuatan infrastruktur baru dan bangunan 
rumah warga, dengan dana APBD Kabupaten Rembang dalam penyediaan lahan. 
Lahan dalam bentuk persil besar ini kemudian di bagi sama besar menjadi persil-
persil kecil dan jalan lingkungan.
   Sumber: Hasil Survei, 2009
GAMBAR 2.8
RUMAH TERKENA ABRASI DI DESA KARANGMANGU
 Sementara dari APBD Provinsi melalui kegiatan Satuan Non Vertikal 
Teknis Balai Besar Pemali Juana, dilaksanakan kegiatan pemasangan butir batu 
pemecah ombak menggunakan tumpukan batu seberat 4 ton/meter panjang. Pada 
tahun-tahun sebelumnya melalui sumber dana dan pengelola kegiatan yang sama, 




         Sumber: Hasil Survei, 2009
GAMBAR 2.9
BUTIR BATU PEMECAH OMBAK DAN REVETMENT DI DEKAT 
KANTOR KECAMATAN SARANG
  Pembuatan revetment/tanggul penahan ombak dan butir batu pemecah 
ombak ini memberikan perlindungan terhadap permukiman setempat dari abrasi 
pantai. Namun disayangkan kegiatan ini tidak dimaksudkan untuk melindungi 
permukiman maupun bangunan pemerintahan dari ancaman abrasi, tetapi lebih 


















KONDISI FISIK RUMAH DAN KEAMANAN LAHAN DI 
KAWASAN PESISIR PERKOTAAN REMBANG
3.1 Gambaran Umum Kabupaten Rembang
3.1.1 Batas Administrasi Kabupaten Rembang
 Kabupaten Rembang terletak di bagian paling timur Provinsi Jawa Tengah 
di Jalur Pesisir Pantai Utara, dengan batas administrasi sebagai berikut:
- sebelah Utara  : Laut Jawa
- sebelah Selatan : Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah
- sebelah Timur  : Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
- sebelah Barat  : Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
 Kabupaten Rembang memiliki 14 Kecamatan, dengan 6 Kecamatan terdiri 
dari 49 desa /kecamatan di wilayah pesisir, dengan panjang pantai 63,5 km. Ibukota 
Kabupaten Rembang terletak di Kecamatan Rembang.
3.1.2 Gambaran Kondisi Geologi Kabupaten Rembang
 Kabupaten Rembang terletak di sebelah utara Pegunungan Kapur Utara 
yang merupakan bagian dari Lipatan Kendeng. Di Kabupaten Rembang terdapat 
dua kelompok pegunungan yaitu pegunungan kapur dengan puncaknya yaitu 
Gunung Butak di Kecamatan Gunem serta pegunungan Lasem dengan puncaknya 
yaitu Gunung Lasem di Kecamatan Lasem. Di Kabupaten Rembang ini terdapat 
sebuah patahan geologi yaitu Patahan Lasem, dan pernah terjadi sebuah gempa 
yang berpusat di sekitar Kecamatan Lasem pada tahun 1939.
 Kabupaten Rembang sendiri merupakan daerah yang termasuk kedalam 
kawasan yang merasakan gempa dengan skala MMI IV-V. Efek pada manusia 
dan benda untuk skala IV adalah: terasa di dalam rumah seperti ada truk berat 
lewat atau terasa seperti ada barang berat yang menabrak dinding rumah, barang-
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barang yang bergantung bergoyang-goyang, jendela dan pintu berderik, barang 
pecah-belah pecah, gelas-gelas gemerincing, dinding dan rangka rumah berbunyi. 
Sedangkan skala V mempunyai efek: gempa dapat dirasakan di luar rumah, orang 
tidur terbangun, cairan tampak bergerak-gerak dan tumpah, barang perhiasan 
rumah yang kecil dan tidak stabil bergerak atau jatuh, pintu-pintu terbuka tertutup, 
pigura-pigura dinding bergerak, lonceng bandul berhenti atau mati atau tidak cocok 
jalannya.





ZONA SUMBER GEMPA BUMI DI INDONESIA
EARTHQUAKE SOURCE ZONES IN INDONESIA
Zona sumber gempabumi pergerakan lempeng
Plate motion seismic source zone
1. Zona sumber gempabumi Penunjaman Jawa-
Sumatera
 Jawa-Sumatera subduction seismic source 
zone
2. Zona sumber gempabumi Penunjaman Seram
 Seram subduction seismic source zone
3. Zona sumber gempabumi Penunjaman 
Sulawesi Utara
 North-Sulawesi subduction seismic source 
zone
4. Zona sumber gempabumi Sangihe
 Sangihe seismic source zone
5. Zona sumber gempabumi Punggungan Mlayu
 Mlayu ridge subduction seismic source zone
6. Zona sumber gempabumi Halmahera-Irian
 Halmahera-Irian seismic source zone
Zona sumber gempabumi patahan aktif
Active fault seismic source zone
7. Zona sumber gempabumi patahan Sumatera
 Sumatera active fault seismic source zone
8. Zona sumber gempabumi patahan Cimandiri
 Cimandiri active fault seismic source zone
9. Zona sumber gempabumi patahan Baribis
 Baribis active fault seismic source zone
10. Zona sumber gempabumi patahan Bumi Ayu
 Bumi Ayu active fault seismic source zone
11. Zona sumber gempabumi patahan Lasem
 Lasem active fault seismic source zone
12. Zona sumber gempabumi patahan Walanae
 Walanae active fault seismic source zone
13. Zona sumber gempabumi patahan Palu-Koro
 Polo-Koro active fault seismic source zone
14. Zona sumber gempabumi patahan Torera-
Aiduna
 Torera-Aiduna active fault seismic source zone
15. Zona sumber gempabumi patahan Sorong
 Sorong active fault seismic source zone
16. Zona sumber gempabumi patahan Ransiki
 Ransiki active fault seismic source zone
17. Zona sumber gempabumi patahan naik busur 
belakang Flores
 Flores back arc thrust active fault seismic 
source zone
18. Zona sumber gempabumi patahan Membrano
 Membrano active fault seismic source zone
19. Zona sumber gempabumi patahan naik Batui
 Batui thrust fault seismic source zone
20. Zona sumber gempabumi patahan Poso
 Poso active fault seismic source zone
Zona sumber gempabumi lainnya
Others seismic source zone
21. Zona sumber gempabumi Manuju
 Manuju seismic source zone
22. Zona sumber gempabumi Cekungan 
Tarakan
 Tarakan Basin seismic source zone
23. Zona sumber gempabumi Cekungan Kutai
 Kutai Basin seismic source zone
24. Zona sumber gempabumi Fragmen Banda
 Banda Fragment seismic source zone
25. Zona sumber gempabumi Graben Ara
 Ara Graben seismic source zone
26. Zona sumber gempabumi Fragmen 
Banggai-Sula
 Banggai-Sula Fragment seismic source 
zone
27. Zona sumber gempabumi Fragmen Obi
 Obi Fragment seismic source zone
25. Zona sumber gempabumi Sulu
 Sulu seismic source zone
3.2 Batas Administrasi Perkotaan Rembang
 Secara administrasi wilayah Perkotaan Rembang terdiri dari 32 desa dan 
kelurahan yang terdiri dari 21 wilayah administrasi/desa/kelurahan yang seluruh 
wilayahnya termasuk dalam wilayah Perkotaan dan 11 wilayah administrasi/desa 
/kelurahan yang sebagian wilayahnya termasuk dalam wilayah Perkotaan (RDTR 
Perkotaan Rembang 2006–2026), antara lain: 
 Kecamatan Rembang terdiri dari 30 desa/kelurahan, yaitu:
a.  Desa/kelurahan yang seluruh wilayahnya termasuk dalam wilayah 
Perkotaan:
- Kelurahan: Gegunung Kulon, Pacar, Tanjungsari, Leteh, Sidowayah, 
Kutoharjo
- Desa: Gegunung Wetan, Sumberjo, Tasikagung, Sawahan, Pandean, 
Sukoharjo, Kabongan Lor, Kabongan Kidul, Gedangan, Ngotet, Pulo, 
Tireman, Weton, Ketanggi
b. Desa/kelurahan yang sebagian wilayahnya termasuk dalam wilayah 
Perkotaan :
- Kelurahan: Magersari
- Desa: Pasarbanggi, Mondoteko, Waru, Sridadi, Turusgede, Padaran, 
Kedungrejo, Kumendung, Ngadem
Kecamatan Kaliori terdiri dari 2 desa, yaitu Desa Pantiharjo yang seluruh 
wilayahnya termasuk dalam wilayah kota dan Desa Sendangagung yang 
hanya sebagian wilayahnya termasuk dalam wilayah kota.
 Ke 32 desa/kelurahan tersebut di atas oleh Pemerintah Kabupaten Rembang 
telah ditetapkan sebagai wilayah Perkotaan Rembang yang memiliki tingkat 
urgensi tinggi, guna mewujudkan struktur kota berbentuk radial dan efi siensi dalam 
penyediaan prasarana dan sarana perkotaan.
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3.3 Gambaran Kawasan Pesisir Perkotaan Rembang
3.3.1 Batas Administrasi
 Kabupaten Rembang memiliki wilayah pantai sepanjang 65 kilometer dan 
14 kecamatan dengan 6 kecamatan yang dilewati oleh Jalur Pantai Utara. Sebagian 
wilayah Perkotaan Rembang yang terletak di wilayah  pesisir terkena abrasi dan 
terjadi reklamasi liar, terdiri dari desa/kelurahan yaitu: Kelurahan Gegunung Kulon, 
Desa Gegunung Wetan, Kelurahan Pacar, Kelurahan Tanjungsari, Desa Pandean, 
sebagian wilayah Desa Sukoharjo, dan Desa Kabongan Lor.
3.3.2 Jumlah dan Kepadatan Penduduk
 Jumlah penduduk di kawasan pesisir Perkotaan Rembang di lingkup wilayah 
studi adalah sebagai Tabel III.1 berikut.
TABEL III.1.
LUAS WILAYAH, JUMLAH, DAN KEPADATAN PENDUDUK
 Sumber: Kecamatan Rembang Dalam Angka, 2008
 Jumlah rumah di kawasan pesisir Perkotaan Rembang di lingkup wilayah 




JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH RUMAH, RATA-RATA JIWA /RUMAH
Sumber: Daftar Isian Potensi Desa, 2009
3.3.3 Laju Pertumbuhan Penduduk
 Laju pertumbuhan penduduk di ketujuh Desa/Kelurahan tergolong rendah, 
dilihat dari angka kelahiran dan kematian serta mobilitas penduduk. Salah satu 
penyebab penduduk usia sekolah meninggalkan desanya adalah dikarenakan sangat 
sedikitnya jumlah perguruan tinggi untuk meneruskan jenjang pendidikan mereka. 
Di Kabupaten Rembang hanya terdapat 1 perguruan tinggi yaitu STIE YPPI, yang 
mempergunakan gedung PGRI yang terletak di Desa Pandean.
TABEL III.3
LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK, MORTALITAS, DAN MOBILITAS




JUMLAH SEKOLAH MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN
Sumber: Kecamatan Rembang Dalam Angka, 2008
3.3.4 Kemiskinan di Kawasan Pesisir Perkotaan Rembang
 Keluarga yang berada pada garis kemiskinan adalah keluarga yang termasuk 
dalam Pra Keluarga Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Jumlah keluarga yang 
hidup dalam garis kemiskinan dapat diketahui dari Tabel III.5 berikut.
TABEL III.5
JUMLAH KELUARGA MISKIN DI RUANG LINGKUP PENELITIAN
Sumber: Kecamatan Rembang Dalam Angka, 2008
3.3.5 Arah Pertumbuhan Permukiman di Kawasan Pesisir Perkotaan 
Rembang
 Arah pertumbuhan permukiman di kawasan pesisir Perkotaan Rembang 
semakin mendekati pantai. Hal ini dapat diketahui dari perubahan peta eksisting 
lahan pada tahun 1938 dengan citra satelit tahun 2005. Lahan dengan status HM 
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dan HGB tanpa ancaman, serta lahan HM di daerah sempadan pantai merupakan 
kawasan permukiman yang terletak di pusat kota lama. Kawasan permukiman 
kemudian berkembang semakin mendekati pantai dengan status lahan HGB di 
daerah sempadan pantai, serta HGB di lahan hasil reklamasi. Pada lahan HGB 
hasil reklamasi, pada tahun 2001 di Desa Pandean dilaksanakan sertifi kasi massal 
sehingga status lahan hasil reklamasi berubah dari HGB menjadi HM. Pertumbuhan 
permukiman yang semakin mendekati pantai menyebabkan adanya rumah yang 
terkena abrasi, serta lahan ilegal hasil reklamasi yang disebabkan ketidaksediaan 
BPN Kabupaten Rembang untuk menerbitkan sertifi kat baru di daerah sempadan 
pantai. Arah pertumbuhan permukiman dapat diketahui melalui Lampiran XIV.
3.3.6 Sarana dan Prasarana Permukiman di Kawasan Pesisir Perkotaan 
Rembang
 Di kawasan pesisir perkotaan Rembang terdapat sarana prasarana 
permukiman, antara lain seperti tertera dalam Tabel III.6 berikut.
3.3.7 Program Pemerintah di Kawasan Pesisir Perkotaan Rembang
 Di kawasan pesisir Perkotaan Rembang hampir setiap tahun program 
Pemerintah Kabupaten Rembang dilaksanakan untuk menata daerah permukiman 
di kawasan pesisir Perkotaan Rembang. Penataan daerah permukiman yang 
dilaksanakan setiap tahun merupakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dengan 
sumber dana APBD Kabupaten, atau kegiatan pembangunan oleh Desa dengan 
sumber dana APBD Kabupaten melalui dana Alokasi Dana Desa. Program penataan 
permukiman dari Pemerintah Pusat beberapa tahun terakhir dilaksanakan di desa/




SARANA DAN PRASARANA PERMUKIMAN DI KAWASAN PESISIR 
PERKOTAAN REMBANG
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1. Masjid Agung Tanjungsari Tanjungsari
Sarana Transportasi
1. Terminal Tipe C Rembang Pandean berlokasi <100m dari pantai





Rumah Makan Lestari, Maya
Alfa Mart
Indomart





berlokasi <100m dari pantai
Sarana Hotel dan Pariwisata
1. Hotel Perdana, Restu Sukoharjo, Pandean
Sumber: Hasil Pengolahan Citra Satelit, 2010
3.4 Keamanan Lahan di Kawasan Pesisir Perkotaan Rembang
 Keamanan lahan di kawasan pesisir Perkotan Rembang mendapatkan 
ancaman dari aspek fi sik yaitu abrasi dan reklamasi liar, serta dari aspek hukum 




PROGRAM PENATAAN PERMUKIMAN DI KAWASAN PESISIR 
PERKOTAAN REMBANG





Sukoharjo, Pandean, Gegunung Wetan, Gegunung 
Kulon
Kabongan Lor, Tanjungsari, Pacar
Sumber: BAPPEDA Kab. Rembang, 2010
       Sumber: Hasil Survei, 2009
GAMBAR 3.2
PROGRAM PNPM-P2KP DI DESA KABONGAN LOR
3.4.1 Hak Kepemilikan Lahan di Kawasan Pesisir Perkotaan Rembang
 Hak kepemilikan lahan sebagai suatu hak penguasaan atas tanah, secara 
yuridis berarti penguasaan yang dilandasi hak yang dilindungi oleh hukum dan 
pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai 
secara fi sik tanah yang dihaki. Hak atas tanah bersumber dari negara atas tanah, 
dapat diberikan kepada perseorangan baik warga negara Indonesia maupun warga 
negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan badan hukum baik badan 
hukum privat maupun badan hukum publik. Hukum pertanahan yang mengatur hak-
hak atas tanah yang dipergunakan dalam masa pemerintahan Kolonialis Belanda 





 Hak kepemilikan lahan di lingkup wilayah penelitian terbagi menjadi Hak 
Milik, Hak Guna Bangunan, dan ilegal. Lahan dengan status Hak Milik telah diakui 
sejak masa Pemerintah Kolonialis Belanda. Pada umumnya hak kepemilikan 
berupa Hak Milik ini untuk lahan yang terletak di sepanjang jalur Pantura, berjarak 
antara 50 hingga 100 meter ke arah pantai. Khusus untuk Desa Pandean, pada tahun 
2001 telah diadakan sertifi kasi masal, dimana dilakukan peningkatan status lahan 
dari Hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik. Kebijakan ini dilakukan dikarenakan 
adanya muatan politis dari kepala daerah untuk mendapatkan status Hak Milik untuk 
bangunan rumah miliknya yang berada di tepi pantai Desa Pandean sebagai hasil 
reklamasi. Jumlah rumah dengan status Hak Milik di lingkup wilayah penelitian 
adalah 2062 rumah.
3.4.1.2 Hak Guna Bangunan
 Hak kepemilikan lahan dengan status lahan Hak Guna Bangunan diberikan 
oleh BPN kepada warga yang telah mendirikan rumah yang berlokasi 50 hingga 100 
meter dari Jalur Pantai Utara hingga ke tepi pantai. Lahan tempat untuk mendirikan 
rumah untuk Desa Sukoharjo dan Kabongan Lor sebagian besar merupakan lahan 
hasil dari reklamasi liar. Pemberian status lahan ini dilakukan oleh BPN kepada 
rumah yang tidak memiliki sertifi kat Hak Milik sebelum tahun 2007. Jumlah rumah 
dengan status Hak Guna Bangunan di lingkup wilayah penelitian adalah 626 rumah.
3.4.1.3 Ilegal
 Hak kepemilikan lahan yang tanpa status atau ilegal, adalah rumah yang 
didirikan di atas lahan hasil reklamasi setelah tahun 2007. Setelah tahun 2007, 
dengan  ditetapkannya Undang-undang Penataan Ruang, pihak BPN tidak bersedia 
mengeluarkan sertifi kat tanah untuk rumah yang berada di daerah sempadan pantai, 
atau 100 meter dari tepi pantai. Sebagian lahan ilegal ini berada di tepi pantai di 
dekat rumah penduduk yang masih memiliki hubungan keluarga. Jumlah rumah 
tanpa status di lingkup wilayah penelitian adalah 36 rumah.
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       Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
GAMBAR 3.3
PERSENTASE HAK KEPEMILIKAN LAHAN DI KAWASAN PESISIR 
PERKOTAAN REMBANG
3.4.2 Lahan Permukiman Hasil Reklamasi Liar
 Penduduk di sebagian kawasan pesisir Perkotaan Rembang telah melakukan 
reklamasi liar, dengan melakukan pengurugan pantai untuk dibangun rumah, 
musholla, dan lain sebagainya. Reklamasi liar atau ‘ngebrug’ dilakukan oleh 
penduduk di Desa Pandean, Sukoharjo, dan Kabongan Lor. Pada mulanya reklamasi 
dilakukan dengan penancapan tiang-tiang bambu membentuk persegi yang berguna 
mengurangi kuat arus yang menuju pantai dan sebagai pembatas lahan. Setelah 
itu dimasukkan bebatuan, sampah, pasir, tanah, dan bongkaran bangunan ke 
dalam lahan persegi tersebut. Pondasi yang berfungsi sebagai tanggul dibangun di 
tempat tiang-tiang bambu ditancapkan. Setelah urugan tanah dirasa padat, mulailah 
dibangun bangunan di atasnya, atau dijual.
 Reklamasi liar ini telah dilakukan penduduk sejak dahulu hingga tahun 
1990, setelah ditetapkannya SK Bupati Nomor 590/305/1990 tentang larangan 
melakukan reklamasi pantai untuk permukiman. Namun setelah tahun 2001 sejak 
dibangunnya rumah pribadi Bupati Rembang menjabat, masyarakat di ketiga desa 
tersebut memulai kembali reklamasi liar untuk lahan permukiman.
di Kawasan Pesisir Perkotaan Rembang
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        Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
GAMBAR 3.4
PERSENTASE HAK KEPEMILIKAN LAHAN HASIL REKLAMASI
 Kegiatan reklamasi liar saat ini tidak lagi dapat dilakukan melebihi batas 
pembangunan yang telah ada, mengingat daerah pantai di Desa Sukoharjo dan 
Kabongan Lor digunakan sebagai jangkar perahu nelayan. Arus balik gelombang 
laut yang mengenai pantai yang mengalami reklamasi akan menjadi lebih kuat 
hingga dapat membalikkan perahu yang dijangkarkan. Jumlah rumah yang dibangun 
di atas lahan hasil reklamasi liar di lingkup wilayah penelitian adalah 125 rumah.
3.4.3 Lahan Permukiman Terkena Abrasi
 Rumah-rumah yang terletak di tepi pantai di sebagian kawasan pesisir 
Perkotaan Rembang terkena bencana abrasi. Air laut pada saat pasang telah 
mencapai rumah-rumah di tepi pantai. Pantai yang semula berjarak hingga 50 meter 
dari permukiman, kini sudah mencapai permukiman. Abrasi di pesisir Perkotaan 
Rembang telah terjadi sejak tahun 2001, dimana pembangunan jetty di Kawasan 
Bahari Terpadu di Desa Tasikagung menyebabkan arus ombak menuju pantai 
bertambah kuat. Abrasi pantai meningkat secara cepat sejak tahun 2006 dengan 
penambahan jetty sepanjang 300 meter menuju laut, serta ditambah penambahan 
tinggi muka pasang air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Jumlah rumah 




3.4.4 Lahan Permukiman di Daerah Sempadan Pantai
 Payung hukum penataan ruang berupa Rencana Tata Ruang Wilayah baik di 
Kabupaten Rembang maupun di Provinsi Jawa Tengah masih dalam tahap Raperda, 
belum disahkan menjadi Peraturan Daerah yang memiliki kekuatan hukum. Untuk 
itu dipergunakan peraturan yang telah memiliki kekuatan hukum yaitu RTRWN 
yang berdasar pada UU No. 26 tahun 2007. Kawasan lindung dan budi daya dengan 
peruntukan perumahan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 
41/PRT/M/2007. Pada kawasan pesisir Perkotaan Rembang ini, lokasi kawasan 
permukiman sebagian terletak dalam zoning regulation untuk kawasan lindung 
yaitu wilayah sempadan pantai.
 Pada RDTRK Perkotaan Rembang Tahun 2006-2026 yang telah disusun 
dalam rangka Bantuan Teknis Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Penataan 
Ruang yang belum diperdakan, dalam peta rencana pemanfaatan ruang, peruntukan 
kawasan pesisir Perkotaan Rembang adalah permukiman. Namun dalam area 
sempadan pantai, justru area sempadan pantai tersebut malah menuju ke arah laut 
(Lampiran XII). Tentunya hal tersebut akan menjadi kerancuan jika dokumen 
perencanaan tersebut telah diperdakan.
 Peraturan mengenai sempadan pantai baru mendapatkan perhatian oleh 
BPN sejak termuatnya peraturan tersebut dalam Undang-undang Penataan Ruang di 
tahun 2007. Meskipun dalam Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan 
Perkotaan, batas sempadan untuk daerah permukiman dengan bentuk pantai landai, 
gelombang kurang dari 2 meter adalah 30-75 meter, namun pihak BPN Kabupaten 
Rembang tidak bersedia mengeluarkan sertifi kat untuk lahan yang berada di jarak 
100 meter dari tepi pantai. Jumlah rumah yang berada dalam area sempadan pantai 
selain rumah terkena abrasi, rumah status legal hasil reklamasi dan rumah status 
HM atau HGB hasil reklamasi adalah 1617 rumah. Secara keseluruhan, keamanan 




3.5 Kondisi Fisik Rumah
 Kondisi fi sik rumah yang terdapat di ruang lingkup penelitian berjumlah 
2724 rumah, dikategorikan menurut Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana 
Wilayah Nomor 403 /KPTS /M /2002 mengenai kriteria  rumah sederhana sehat, 
dan dikelompokkan ke dalam strata keamanan lahan seperti yang tertera pada Tabel 
III.5, III.6, III.7, III.8, III.9 dan III.10.
3.5.1 Rata-rata Luas Rumah
 Rata-rata luas rumah menunjukkan bahwa luas rumah di HGB tanpa 
ancaman sebesar 83,42m2 lebih luas dari rata-rata luas rumah di HM tanpa ancaman 
sebesar 72,72m2. Rata-rata luas rumah di HM di daerah sempadan sebesar 61,29m2 
lebih luas dari rata-rata luas rumah di HGB di daerah sempadan sebesar 57,02m2. 
Rata-rata luas rumah di HM di lahan hasil reklamasi sebesar 69,86m2 lebih luas 
dari rata-rata luas rumah di HGB di lahan hasil reklamasi sebesar 63m2. Rata-rata 
luas rumah di lahan ilegal hasil reklamasi sebesar 43,6m2, sedangkan rata-rata luas 
rumah di lahan terkena abrasi sebesar 43,83m2.
 Rata-rata luas ruang per orang menunjukkan bahwa luas ruang per orang di 
HGB tanpa ancaman sebesar 17,89m2 lebih luas dari rata-rata luas ruang per orang 
di HM tanpa ancaman sebesar 17,39m2. Rata-rata luas ruang per orang di HGB 
di daerah sempadan sebesar 15,48m2 sedikit lebih luas dari rata-rata luas ruang 
per orang di HM di daerah sempadan sebesar 15,62m2. Rata-rata luas ruang per 
orang di HM di lahan hasil reklamasi sebesar 18,33m2 lebih luas dari rata-rata luas 
ruang per orang di HGB di lahan hasil reklamasi sebesar 47m2. Rata-rata luas ruang 
per orang di lahan ilegal hasil reklamasi sebesar 11,47m2, sedangkan rata-rata luas 




RATA-RATA LUAS RUMAH DAN LUAS RUANG PER ORANG DI 
KAWASAN PESISIR PERKOTAAN
        Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
 Luas minimal kebutuhan ruang menunjukkan bahwa persentase pada skala 
4 HGB tanpa ancaman sebesar 91.7%, sedikit lebih besar dari persentase di HM 
tanpa ancaman sebesar 90,2%. Pada persentase HGB di daerah sempadan sebesar 
76.9%, sedikit lebih besar dari HM di daerah sempadan sebesar 74.8%. Pada 
persentase HGB di lahan hasil reklamasi sebesar 75%, lebih besar dari HM di lahan 
hasil reklamasi sebesar 57.1%. Luas minimal kebutuhan ruang di lahan ilegal hasil 




LUAS KEBUTUHAN MINIMAL RUANG PADA SAMPEL RUMAH DI 
KAWASAN PESISIR PERKOTAAN REMBANG
      Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
              Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
GAMBAR 3.5
SEBARAN LUASAN RUMAH DI KAWASAN PESISIR PERKOTAAN 
REMBANG
3.5.2 Pencahayaan, Penghawaan, Suhu dan Kelembaban
 Penskalaan pada suhu dan kelembaban memiliki keterkaitan dalam 
penskalaan penghawaan dan pencahayaan. Pada skala 1 menunjukkan suhu dan 
kelembaban dengan kriteria penghawaan tidak lancar, pencahayaan kurang;
76
76
penghawaan dengan kriteria tidak terjadi ventilasi silang udara, lebar bukaan <5% 
dari luas lantai ruangan; pencahayaan dengan kriteria ruang kegiatan tidak cukup 
cahaya dan tidak terdistribusi dengan merata serta lubang cahaya kurang dari 
10% dari luas lantai ruang dan sinar matahari tidak bisa langsung masuk ke dalam 
ruangan minimum 1 jam sehari. 
 Pada skala 2 menunjukkan suhu dan kelembaban dengan kriteria penghawaan 
tidak lancar, pencahayaan cukup; penghawaan dengan kriteria tidak terjadi ventilasi 
silang udara, lebar bukaan >5% dari luas lantai ruangan; pencahayaan dengan 
kriteria ruang kegiatan tidak cukup cahaya dan tidak terdistribusi dengan merata 
serta lubang cahaya lebih dari 10% dari luas lantai ruang dan sinar matahari tidak 
bisa langsung masuk ke dalam ruangan minimum 1 jam sehari. 
 Pada skala 3 menunjukkan suhu dan kelembaban dengan kriteria penghawaan 
lancar, pencahayaan kurang; penghawaan dengan kriteria terjadi ventilasi silang 
udara, lebar bukaan <5% dari luas lantai ruangan; pencahayaan dengan kriteria 
ruang kegiatan cukup cahaya dan terdistribusi dengan merata serta lubang cahaya 
kurang dari 10% dari luas lantai ruang tetapi sinar matahari bisa langsung masuk ke 
dalam ruangan minimum 1 jam sehari. 
 Pada skala 4 menunjukkan suhu dan kelembaban dengan kriteria penghawaan 
lancar, pencahayaan cukup; penghawaan dengan kriteria terjadi ventilasi silang 
udara, lebar bukaan >5% dari luas lantai ruangan; pencahayaan dengan kriteria 
ruang kegiatan cukup cahaya dan  terdistribusi dengan merata serta lubang cahaya 
lebih dari 10% dari luas lantai ruang dan sinar matahari bisa langsung masuk ke 
dalam ruangan minimum 1 jam sehari.
 Kondisi pencahayaan, penghawaan, suhu dan kelembaban ruang di dalam 
rumah pada pada sampel rumah di lingkup wilayah penelitian, jumlah persentase 
pada strata HM normal, HGB normal, HM di sempadan pantai, HGB di sempadan 
pantai, HM di lahan reklamasi, HGB di lahan reklamasi, dan HGB terkena abrasi 
menunjukkan dominasi skala 1 dan 2. Kondisi pencahayaan, penghawaan, suhu 
dan kelembaban pada skala 4 pada rumah di lahan ilegal reklamasi menunjukkan 




KONDISI PENCAHAYAAN, PENGHAWAAN, SUHU DAN KELEMBABAN 
RUMAH DI KAWASAN PESISIR PERKOTAAN
Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
3.5.3 Kondisi Pondasi 
 Kondisi fi sik pondasi pada sampel rumah di kawasan pesisir Perkotaan 
Rembang menunjukkan persentase skala 5 yang lebih besar dari strata HM normal 
sebesar 29,4%, HGB normal 41,7%, HM di area sempadan 38,1%, HGB di area 
sempadan 59,6%, HM di lahan reklamasi 57,1% dan HGB di lahan reklamasi 
100%. Di lahan ilegal reklamasi persentase skala 5 lebih kecil, yaitu 20% dan di 
lahan HGB terkena abrasi 0%.
3.5.4 Kondisi Dinding
 Kondisi fi sik dinding pada sampel rumah di kawasan pesisir Perkotaan 
Rembang menunjukkan persentase skala 5 lebih kecil, dari status HM normal 
67,6% HGB normal 41,7% serta pada status HM di area sempadan 65,8%, dan 
HGB di area sempadan 55,8%, HM di lahan hasil reklamasi 42,8%, HGB di lahan 
reklamasi 25%, hingga di lahan ilegal reklamasi 0%.
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             Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
GAMBAR 3.6




Pencahayaan, penghawaan, suhu dan kelembaban skala 2 pada rumah
di lahan HM normal
Pencahayaan, penghawaan, suhu dan kelembaban skala 3 pada rumah
di lahan ilegal hasil reklamasi
Pencahayaan, penghawaan, suhu dan kelembaban skala 4 pada rumah
di lahan HM di daerah sempadan pantai
TABEL III.11
KONDISI FISIK PONDASI RUMAH DI KAWASAN PESISIR 
PERKOTAAN REMBANG
Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
TABEL III.12
KONDISI FISIK DINDING RUMAH DI KAWASAN PESISIR 
PERKOTAAN REMBANG
Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
3.5.5 Kondisi Rangka
 Kondisi fi sik rangka pada sampel rumah di kawasan pesisir Perkotaan 
Rembang menunjukkan persentase skala 5 yang lebih besar pada status lahan HM 
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normal sebesar 29% ke HGB normal 41,7%, HM di daerah sempadan 38,1%, HGB 
di daerah sempadan 59,6%, HM di daerah reklamasi 71,4%, dan HGB di daerah 
reklamasi100%. Pada lahan ilegal di daerah reklamasi dan lahan HGB terkena 
abrasi terjadi penurunan skala 5 yaitu 20% dan 25%.
TABEL III.13
KONDISI FISIK RANGKA RUMAH DI KAWASAN PESISIR 
PERKOTAAN REMBANG
Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
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            Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
GAMBAR 3.7
KONDISI FISIK PONDASI PADA SAMPEL RUMAH 
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pondasi di lahan HGB terkena abrasi
pondasi di lahan ilegal hasil reklamasi
pondasi menerus rolag dan umpak di lahan HM
di daerah sempadan pantai
Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
GAMBAR 3.8
KONDISI FISIK DINDING PADA SAMPEL RUMAH 
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dinding bambu pada lahan HM di daerah sempadan pantai
dinding tembok tanpa plester pada lahan HGB di daerah sempadan pantai 
dinding tembok dikeramik pada lahan HM di daerah sempadan pantai
Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
GAMBAR 3.9
KONDISI FISIK RANGKA BANGUNAN PADA SAMPEL RUMAH 
84
84
struktur rangka beton rigid status HGB di lahan reklamasi
rangka kayu pada rumah di lahan status HGB hasil reklamasi
rangka beton tidak rigid pada rumah status ilegal hasil reklamasi
3.5.6 Kondisi Kuda-kuda
 Kondisi fi sik kuda-kuda pada sampel rumah di kawasan pesisir Perkotaan 
Rembang menunjukkan persentase skala 5 lebih besar, dari status HGB normal 0%, 
HM di area sempadan 16,8%, HGB di area sempadan 34,6%, HM di lahan hasil 
reklamasi 28,5%, dan pada HGB di lahan hasil reklamasi sebesar 100%.
TABEL III.14
KONDISI FISIK KUDA-KUDA RUMAH DI KAWASAN PESISIR 
PERKOTAAN REMBANG
Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
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Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
GAMBAR 3.10
KONDISI FISIK KUDA-KUDA PADA SAMPEL RUMAH 
86
86
gunungan sebagai kuda-kuda pada rumah di lahan HGB
di daerah sempadan
gunungan dan kayu-kayu sebagai kuda-kuda pada rumah di lahan HGB
hasil reklamasi
kuda-kuda kayu sebagai kuda-kuda pada rumah di lahan ilegal
hasil reklamasi
BAB IV
ANALISIS HUBUNGAN KONDISI FISIK RUMAH
DENGAN KEAMANAN LAHAN DI KAWASAN PESISIR 
PERKOTAAN REMBANG
4.1 Analisis Keamanan Kepemilikan Lahan
 Keamanan kepemilikan lahan merupakan hak individu maupun kelompok 
untuk mendapatkan perlindungan efektif dari negara dari ancaman penggusuran 
paksa (UNHabitat, 2007:111) Perlindungan dari negara diatur melalui hukum 
formal dan kerangka kerja administratif. Di Indonesia, hukum formal yang mengatur 
penggunaan lahan tertuang dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 atau yang 
lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hak penggunaan 
lahan di dalam UUPA dikelompokkan sesuai status atas lahan, antara lain Hak 
Milik dan Hak Guna Bangunan. Hak atas tanah tersebut merupakan penguasaan 
tanah negara yang diberikan kepada perorangan, kelompok maupun perusahaan. 
Hak tersebut dapat hilang antara lain bila fi sik lahannya musnah akibat terkena 
bencana alam.
4.1.1 Status Lahan
 Jenis-jenis hak atas tanah diatur dalam pasal 16 UUPA. Pada jenis hak 
berupa status tanah yang tersurat dalam sertifi kat tanah, diakui antara lain status 
Hak Milik dan Hak Guna Bangunan. Hak Milik memiliki hak terkuat dan terpenuh 
dibandingkan dengan hak kepemilikan yang lain, serta turun temurun atau dapat 
diwariskan. Hak Guna Bangunan merupakan hak penguasaan bangunan di atas lahan 
milik negara, kelompok atau individu. Hak ini memiliki batas waktu penguasaan, 
atau perpanjangan kepemilikan dengan persetujuan BPN, serta tidak dapat 
diwariskan. Hak pemanfaatan fi sik lahan yang dimiliki oleh pemegang sertifi kat 
HM juga lebih kuat daripada HGB. Pada lingkup spasial studi di kawasan pesisir 
Perkotaan Rembang, kepemilikan lahan HM sebesar 76%, HGB sebesar 23%, serta 
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ilegal sebesar 1%. Dari persentase kepemilikan lahan ini dapat disimpulkan bahwa 
kemungkinan terbesar dilakukan penggusuran terhadap lahan ilegal yang hanya 
sebesar 1%, dengan hanya perlu dilakukan pemberian kompensasi. Penggusuran 
dengan memperhatikan masa kepemilikan lahan HGB maupun pemberian ganti 
rugi yang rendah pada lahan berstatus HGB, dapat dilakukan untuk pembangunan 
sarana dan prasarana permukiman pada 23% lahan di permukiman. Penataan 
permukiman ini dapat dilaksanakan setelah penetapan RDTR Perkotaan Rembang 
ke depan. 
4.1.2 Lahan Terkena Abrasi
 Hapusnya hak atas lahan baik HM pada pasal 27 UUPA maupun HGB 
pada pasal 40 UUPA salah satunya disebabkan oleh musnahnya tanah. Musnahnya 
tanah, rumah, dan properti dapat terjadi dengan adanya bencana alam (UNHabitat, 
2007:168). Salah satu bencana alam yang dapat menyebabkan musnahnya lahan 
khususnya yang terletak di tepi pantai adalah abrasi pantai.
 Abrasi di kawasan pesisir Perkotaan Rembang baru terjadi dalam kurun 
waktu 2 tahun berselang. Namun meskipun kuat arus laut tidak sekuat di pantai 
Sluke hingga Kragan, perlu diwaspadai akibatnya di masa mendatang. Musnahnya 
lahan dan rumah yang disebabkan abrasi dapat terjadi seperti yang terjadi di 
Desa Karangmangu Kecamatan Sarang. Rumah dengan lahan terkena abrasi di 
kawasan pesisir Perkotaan Rembang ini sejumlah 94 rumah. Saat ini air laut pasang 
telah mengenai sisi rumah yang menghadap ke pantai. Tanpa adanya tindakan 
penanggulangan abrasi, diperkirakan dalam 2 tahun ke depan, air laut akan mencapai 
sisi rumah yang sebelah dalam, serta mengenai lebih banyak rumah lagi.
4.1.3 Lahan Hasil Reklamasi
 Reklamasi pantai merupakan kegiatan pengurugan tanah di tepi pantai yang 
merupakan tanah negara. Tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara 
dan hak pengelolaan diatur dalam Peraturan Kepala BPN No. 9 tahun 1999 sebagai 
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ketentuan pelaksana UUPA. Pembatalan hak yang telah diperoleh masyarakat dapat 
dilaksanakan berdasar pasal 104 ayat 2 peraturan ini, disebabkan adanya cacat 
hukum administrasi, yaitu data fi sik lahan berupa letak lahan yang masuk ke dalam 
wilayah air. Jumlah rumah di lahan hasil reklamasi adalah 125 rumah, dengan 
status HM sebesar 45%, HGB 26%, dan ilegal 29%. Pada lahan hasil reklamasi ini 
mendapat ancaman penggusuran yang disebabkan oleh penetapan garis deliniasi 
pantai serta pembangunan jalan inspeksi pantai, atau pembangunan prasarana 
permukiman untuk menjaga kelestarian fungsi pantai. Pembangunan jalan inspeksi 
dan atau prasarana permukiman ini dapat dilaksanakan setelah penetapan RDTR 
Perkotaan Rembang ke depan.
4.1.4 Lahan Di Daerah Sempadan
 Daerah sempadan pantai ditujukan untuk mempertahankan kelestarian 
fungsi pantai, dengan kriteria sempadan sejauh 100 meter dari titik pasang tertinggi. 
Kriteria ini secara terperinci dalam Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai 
di Kawasan Perkotaan, untuk bentuk pantai landai dengan tinggi gelombang >2 
meter, lebar sempadan 30-75 meter. Seperti halnya peraturan sempadan di Kota 
Pekalongan, yang tidak didukung dengan kondisi geografi s dan adat seperti di 
Kota Padang, kawasan pesisir Perkotaan Rembang memerlukan Rencana Detil 
Tata Ruang Pesisir yang mengatur daerah sempadan pantai kurang dari 100 meter. 
Rencana Detil Tata Ruang Perkotaan Rembang yang telah ada, dapat juga digunakan 
sebagai payung hukum penataan ruang dengan terlebih dahulu mengkoreksi daerah 
sempadan pantai yang tidak tepat.
 Pelaksanaan peraturan sempadan pantai jika telah diperdakan akan 
membawa konsekuensi penggusuran rumah dengan ganti rugi sebesar NJOP di 
daerah tersebut. Banyaknya jumlah rumah yang ada di daerah sempadan pantai 





JUMLAH RUMAH DI DAERAH SEMPADAN PANTAI








              Sumber: Hasil Analisis Data Primer, 2010
4.1.5 Keamanan Lahan di Kawasan Pesisir Perkotaan Rembang
 Penskalaan keamanan lahan berdasarkan tingkat ancaman keamanan 




Skala Ancaman Status Lahan
1 Lahan terkena abrasi, musnahnya lahan HGB
2





5 Lahan di daerah sempadan pantai, 
penggusuran dengan mendapatkan ganti rugi
HGB
6 HM
7 Tidak mendapat ancaman HGB
8 Tidak mendapat ancaman HM
     Sumber: Hasil Analisis, 2010
4.2 Kondisi Fisik Rumah
 Perumahan yang layak merupakan sasaran para pembaharu sosial sejak 
akhir abad ke-19, tetapi selalu terdapat perbedaan pokok tentang pengertian layak, 
atau standar dari perumahan itu sendiri. Sebagian masyarakat telah memberlakukan 
peraturan perumahan yang menetapkan beberapa standar minimum yang harus 
dipenuhi oleh rumah yang didiami, tetapi standar ini bervariasi dari masyarakat 
yang satu ke masyarakat yang lain (Catanese, 1988:392). Pemerintah Indonesia 





pembangunan Rumah Sederhana Sehat sebagai standar minimal kebutuhan rumah 
di Indonesia. Petunjuk teknis pembangunan Rumah Sederhana Sehat merupakan 
pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk melakukan pendataan jumlah 
kondisi rumah di wilayah tugasnya, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar 
pengambilan kebijakan dan strategi di bidang perumahan di daerah kerjanya.
 Kabupaten Rembang sebagai salah satu daerah yang terletak dalam wilayah 
yang merasakan gempa dalam skala MMI IV-V. Gempa yang pernah terjadi 
di Kabupaten Rembang yang termasuk dalam gempa merusak adalah gempa di 
Lasem sekitar pada tahun 1939 (http://www.pu.go.id/publik/ind/produk/info_peta/
rwnbanjir/bencana2006/00gemparusak9.htm). Gempa terkini yang terjadi di 
sekitar Kabupaten Rembang adalah gempa di Kabupaten Blora, yaitu pada tanggal 
27 Februari 2010  sebesar 5 SR (http://www.bmg.go.id/60gempa.bmkg?Jenis=URL
&IDS=9279258135813849788). Penetapan standar rumah layak huni di Kabupaten 
Rembang, dengan pertimbangan sebagai daerah rawan gempa, memerlukan standar 
rumah yang tahan terhadap gempa. Standar rumah sederhana sehat memenuhi 
kriteria sebagai rumah tahan gempa, sesuai dengan persyaratan keamanan dan 
keselamatan bangunan rumah, di dalam Petunjuk Teknis Rumah Sederhana Sehat 
yang menjadi acuan bagi Pedoman Teknis Rumah dan Bangunan Gedung Tahan 
Gempa.
 Kabupaten Rembang juga merupakan satu dari tiga kabupaten tertinggal 
di Provinsi Jawa Tengah, dengan jumlah penduduk miskin sebesar 49.711 KK. 
Jumlah keluarga miskin di Kecamatan Rembang pada tahun 2007 adalah sebesar 
9.885 KK, sedangkan jumlah keluarga miskin di wilayah ruang lingkup penelitian 
adalah sebesar 1.189 KK, yaitu jumlah pra KS dan KS I (Kecamatan Rembang 
Dalam Angka, 2007). Penetapan standar rumah layak huni di Kabupaten Rembang, 
dengan pertimbangan sebagai wilayah tertinggal, memerlukan standar rumah yang 
terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Di dalam pedoman rumah 
sederhana sehat telah disediakan disain rumah antara yaitu Rumah Inti Tumbuh, 
yang pertumbuhannya diarahkan menjadi rumah sederhana sehat.
 Pada kawasan pesisir Perkotaan Rembang, kondisi fi sik rumah diidentifi kasi 
menggunakan standar rumah sederhana sehat, dengan indikator kondisi fi sik rumah 
berupa: luas kebutuhan ruang, penghawaan, pencahayaan, suhu dan kelembaban, 
pondasi, dinding, rangka bangunan, dan kuda-kuda. Dari identifi kasi indikator 
kondisi fi sik rumah yang terdapat di wilayah penelitian, dilakukan analisis faktor 
sehingga diperoleh faktor-faktor yang berpengaruh dari kondisi fi sik rumah. Faktor-
faktor yang berpengaruh dari kondisi fi sik rumah ini dijelaskan dengan hasil dari 
uji hubungan antar indikator kondisi fi sik rumah, sehingga diketahui keterkaitan 
antar faktor. Data yang diperoleh dari identifi kasi kondisi fi sik rumah selanjutnya 
dikelompokkan sesuai dengan hasil analisis faktor sehingga didapatkan karakteristik 
kondisi fi sik rumah. Pada keamanan lahan yang mendapatkan ancaman dari aspek 
fi sik, karakteristik kondisi fi sik rumah dipergunakan sebagai acuan terhadap kondisi 
fi sik rumah yang rusak disebabkan ancaman dari aspek fi sik tersebut.
4.2.1 Karakteristik Kondisi Fisik Rumah Di Kawasan Pesisir Perkotaan 
Rembang
 Karakteristik kondisi fi sik rumah di kawasan pesisir Perkotaan Rembang 
dapat diketahui melalui analisis faktor kondisi fi sik rumah. Dari hasil analisis 
didapatkan faktor-faktor yang berpengaruh adalah: rangka (nilai loading factor 
0.951), pondasi (nilai komponen matriks 0.948), dan kuda-kuda (nilai loading 
factor 0.763). Karakteristik kondisi fi sik rumah di kawasan pesisir Perkotaan 
Rembang dapat diketahui dengan mengelompokkan indikator kondisi fi sik rumah 




KAREKTERISTIK KONDISI FISIK RUMAH
Sumber: Hasil Analisis, 2010
 Indikator kondisi fi sik rumah berupa dinding, penghawaan, pencahayaan, 
suhu, dan kelembaban, serta luasan minimal ruang memiliki nilai loading factor 
yang kurang dari 0.5, sehingga tidak menjadi faktor yang berpengaruh dalam 
pengelompokan indikator kondisi fi sik rumah yang menghasilkan karakteristik 
kondisi fi sik rumah. 
4.3 Analisis Hubungan Antara Kondisi Fisik Rumah Dengan Keamanan 
Lahan di Kawasan Pesisir Perkotaan Rembang
 Analisis hubungan antara kondisi fi sik rumah dengan keamanan lahan di 
kawasan pesisir Perkotaan Rembang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu:
1. Strata keamanan lahan yang tidak mendapatkan ancaman keamanan lahan 












1 2 Rangka kayu berbahanbukan kayu jati /ulin 3
Pondasi menerus rolag
dan umpak kondisi batu
belah baik
2 Kuda-kuda kayu berbahanbukan kayu jati /ulin
2 3
Rangka kayu berbahan
kayu jati /ulin; Kolom bata
dengan kayu kondisi baik
3
Pondasi menerus rolag
dan umpak kondisi batu
belah baik
2 Kuda-kuda kayu berbahanbukan kayu jati /ulin
3 3
Rangka kayu berbahan
kayu jati /ulin; Kolom bata
dengan kayu kondisi baik
3
Pondasi menerus rolag
dan umpak kondisi batu
belah baik
3 Kuda-kuda kayu berbahankayu jati /ulin
4 3
Rangka kayu berbahan
kayu jati /ulin; Kolom bata
dengan kayu kondisi baik
3
Pondasi menerus rolag








kayu jati /ulin; Kolom bata
dengan kayu kondisi baik
3
Pondasi menerus rolag






6 4 Rangka beton tidak rigid 3
Pondasi menerus rolag






7 5 Rangka beton rigid 5 Pondasi menerus sloofkondisi batu belah baik 3
Kuda-kuda kayu berbahan
kayu jati /ulin










a. Analisis kondisi fi sik rumah pada status lahan yang berbeda, terdiri 
dari strata keamanan lahan HM tanpa ancaman, HGB tanpa ancaman, 
HM di daerah sempadan, HGB di daerah sempadan, HM di lahan hasil 
reklamasi, dan HGB di lahan hasil reklamasi.
b. Analisis kondisi fi sik rumah di atas lahan hasil reklamasi, terdiri dari 
strata keamanan lahan HM di lahan hasil reklamasi, dan HGB di lahan 
hasil reklamasi.
c. Analisis kondisi fi sik rumah di daerah sempadan, terdiri dari strata 
keamanan lahan HM di daerah sempadan, dan HGB di daerah sempadan.
2. Strata keamanan lahan yang mendapat ancaman keamanan lahan dari aspek 
fi sik dan aspek hukum berupa analisis kondisi fi sik rumah di lahan ilegal 
hasil reklamasi, yaitu strata keamanan lahan ilegal di lahan hasil reklamasi.
3. Strata keamanan lahan yang mendapat ancaman keamanan lahan dari aspek 
fi sik berupa analisis kondisi fi sik rumah di daerah terkena abrasi, yaitu strata 
keamanan lahan HGB terkena abrasi.
4.3.1 Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dengan Keamanan Lahan Dari 
Ancaman Aspek Hukum
4.3.1.1 Analisisi Kondisi Fisik Rumah Pada Status Lahan Berbeda
 Pada permukiman di kawasan pesisir Perkotaan Rembang, perbedaan antara 
status HM dan HGB dalam hubungannya dengan kondisi fi sik rumah yang ada, dikaji 
melalui perbedaan kondisi fi sik rumah berupa persentase jumlah karakter kondisi 
fi sik rumah yang ada pada lahan tersebut. Rangka beton bertulang  digunakan pada 
karakter kondisi fi sik rumah 6, 7, 8, dan 9. Sedangkan rangka kayu dan kolom bata 





PERBEDAAN KONDISI FISIK RUMAH DI STATUS LAHAN BERBEDA
Sumber: Hasil Analisis, 2010
 Pada strata keamanan lahan HM tanpa ancaman/normal menunjukkan 
karakter 6 sampai 9 sebesar 29.41%, sementara karakter 1 sampai 5 sebesar 70.29%. 
Sedangkan pada HGB tanpa ancaman/normal menunjukkan jumlah persentase 
yang lebih besar, yaitu karakter 6 sampai 9 sebesar 41.67%, sementara karakter 
1 sampai 5 sebesar 58.33%. Pada strata keamanan lahan HM di daerah sempadan 
menunjukkan karakter 6 sampai 9 sebesar 38.07% sementara karakter 1 sampai 5 
sebesar 61.94%. Sedangkan pada HGB di daerah sempadan menunjukkan jumlah 
persentase yang lebih besar, yaitu karakter 6 sampai 9 sebesar 59.61%, sementara 
karakter 1 sampai 5 sebesar 40.38%. Pada strata keamanan lahan HM hasil reklamasi 
menunjukkan karakter 6 sampai 9 sebesar 71.447%, sementara karakter 1 sampai 
5 sebesar 28.58%. Sedangkan pada HGB hasil reklamasi menunjukkan jumlah 
persentase yang lebih besar, yaitu karakter 6 sampai 9 sebesar 100%, sementara 















 Dari Tabel IV.5 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada strata keamanan 
lahan yang semakin menurun dilihat dari status lahannya (HM dan HGB), semakin 
besar jumlah persentase karakter kondisi fi sik rumah yang menggunakan struktur 
beton bertulang. Penggunaan struktur beton bertulang termasuk dalam skala 5 dan 
4 dari 5 (terbaik) pada standar rumah sederhana sehat.
4.3.1.2 Kondisi Fisik Rumah Di Lahan Hasil Reklamasi
 Lahan hasil reklamasi di kawasan permukiman pesisir Perkotaan Rembang 
pada mulanya secara keseluruhan berstatus HGB. Sejak tahun 1990 seiring dengan 
diterbitkannya SK Bupati mengenai larangan reklamasi liar, penduduk tidak 
lagi melakukan kegiatan reklamasi liar. Pada tahun 2001, setelah pembangunan 
rumah bupati menjabat di lahan hasil reklamasi di Desa Pandean, di desa tersebut 
dilaksanakan program sertifi kasi massal, memberikan status HM kepada lahan 
berstatus HGB. Sejak pelaksanaan program sertifi kasi massal di Desa Pandean, 
penduduk di kawasan permukiman pesisir Perkotaan Rembang melakukan lagi 
kegiatan reklamasi liar.
 Pada strata keamanan lahan HM tanpa ancaman/normal menunjukkan 
karakter 6 sampai 9 sebesar 29.41%, sementara karakter 1 sampai 5 sebesar 70.29%. 
Sedangkan pada HM hasil reklamasi menunjukkan jumlah persentase yang lebih 
besar, yaitu karakter 6 sampai 9 sebesar 71.44%, sementara karakter 1 sampai 5 
sebesar 28.58%. Pada strata keamanan lahan HGB tanpa ancaman menunjukkan 
karakter 6 sampai 9 sebesar 41.67%, sementara karakter 1 sampai 5 sebesar 58.33%. 
Sedangkan pada HGB di lahan hasil rerklamasi menunjukkan jumlah persentase 
yang lebih besar, yaitu karakter 6 sampai 9 sebesar 100%, sementara karakter 1 




PERBEDAAN KONDISI FISIK RUMAH DI LAHAN TANPA ANCAMAN 
DAN LAHAN HASIL REKLAMASI
            Sumber: Hasil Analisis, 2010
 
 Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada strata keamanan 
lahan yang semakin menurun dilihat dari adanya ancaman pembatalan status lahan 
yang disebabkan karena reklamasi, semakin besar jumlah persentase karakter 
kondisi fi sik rumah yang menggunakan struktur beton bertulang. Penggunaan 
struktur beton bertulang termasuk dalam skala 5 dan 4 dari 5 (terbaik) pada standar 
rumah sederhana sehat.
4.3.1.3 Persepsi Terhadap Pengakuan Keberadaan Penduduk di Lahan 
Berstatus HGB dan Lahan Hasil Reklamasi
 Persepsi terhadap pengakuan keberadaan penghuni merupakan salah 
satu sebab bagi penduduk untuk mau berinvestasi dalam pembangunan maupun 
perbaikan rumah. Menurut Payne (2001:421) dalam kalimatnya “Adalah suatu hal 











diterima masyarakat secara luas adalah suatu prasyarat bagi rumah tangga untuk 
berinvestasi dalam pembangunan maupun perbaikan rumah. Status kepemilikan 
lahan bukanlah satu-satunya pengertian dalam pencapaian tingkat keamanan yang 
dapat diterima. Dalam beberapa contoh keberadaan investasi, ditimbulkan hanya 
dengan adanya pernyataan pejabat pemerintah, bahwa permukiman tidak akan 
digusur, atau dengan adanya penerbitan sertifi kat hak guna”. Faktor-faktor lain 
yang telah seringkali dibahas adalah dengan mengusahakan bentuk-bentuk hukum 
tambahan dari keamanan kepemilikan lahan yaitu lama penghunian, besar luasan 
rumah, dan jumlah masyarakat di dalam suatu permukiman. 
 Pernyataan ini didukung oleh Broegaard (2005:849) yang menyatakan, 
bahwa pada kenyataannya, menunjukkan dalam berbagai konteks, kepemilikan 
status lahan berdasar hukum sama dengan keamanan kepemilikan lahan telah 
mengabaikan kenyataan bahwa secara de facto atau keamanan lahan yang dirasakan 
sebagai suatu permasalahan empiris, untuk itu sebaiknya diabaikan dari status 
hukum lahan dengan keamanan lahan yang secara formal dan beralasan secara 
konsep. Namun kemudian hal ini menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan, karena 
keamanan lahan yang dirasakan adalah sangat berarti di mata penghuni permukiman 
informal dan melakukan perubahan pada permukiman dari persepsi ini.
a. Sarana dan Prasarana Permukiman
 Pembangunan sarana dan prasarana permukiman oleh pemerintah 
menimbulkan persepsi pengakuan terhadap keberadaan penghuni dan 
mengurangi kekhawatiran akan terjadinya penggusuran. Sarana permukiman 
yang telah terbangun di daerah kurang dari 100 meter dari pantai seperti 
pada Tabel III.6 adalah 5 buah sarana pendidikan, 8 sarana pemerintahan 
selain Kantor Bupati dan Gedung DPRD, 1 sarana sosial, 1 sarana 
sosial, dan sarana pariwisata berupa Taman Rekreasi Pantai Kartini dan 
Perpustakaan Digital yang mempergunakan Eks Gereja Portugis (Gambar 
1.1). Sedangkan prasarana pantai yang telah dilaksanakan adalah melalui 
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dana APBD berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan penataan lingkungan 
dari Dinas Permukiman Umum Bidang Cipta Karya setiap tahunnya, serta 
dana APBN berupa NUSSP dan PNPM-P2KP sejak tahun 2006 hingga 
2009.
Sumber: BAPPEDA Kab. Rembang, Hasil Survei, 2009
GAMBAR 4.1
LOKASI SDN GEGUNUNG KULON
b. Penghunian Terus Menerus
 Peralihan kepemilikan Hak Guna Bangunan dapat dilakukan 
dikarenakan jual beli, tukar menukar, penyertaan dalam modal, hibah, dan 
pewarisan. Peraturan peralihan ini diatur dalam pasal 34 PP no. 40 tahun 
1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas 
Tanah. Jika pemilik sertifi kat HGB meninggal sebelum masa kepemilikan 
berakhir, maka pewaris yang disahkan oleh notaris dapat mewarisi sertifi kat 
HGB tersebut hingga masa kepemilikan itu berakhir, dan dapat diperpanjang 
lagi.
 Kenyataan yang terjadi di lapangan juga menunjukkan bahwa 
sertifi kat HGB hampir tidak pernah lepas dari lingkungan keluarga. Hal 
ini dibenarkan oleh Djarmin, Sekretaris Kelurahan Gegunung Kulon yang 
mengatakan:
 "Di masyarakat seperti di kelurahan ini, sertifi kat HGB itu hampir 
sama dengan sertifi kat HM. Jika pemiliknya meninggal dunia, sertifi kat itu 
kemudian dibalik namakan menjadi milik ahli warisnya".
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c. Dukungan Politis Pejabat Daerah
 Pada tahun 2001, bupati menjabat saat itu, melakukan pembangunan 
rumah tinggal yang didirikan di atas lahan hasil reklamasi di Desa Pandean. 
Tidak lama berselang, BPN Kabupaten Rembang melaksanakan program 
sertifi kasi massal, mengubah status HGB menjadi HM dan melakukan 
pendaftaran tanah baru untuk mendapatkan sertifi kat HM. Hal tersebut 
di atas dibenarkan oleh Kasri, Kepala Desa Pandean periode 2000-2008. 
Dikatakannya: 
 "Pak Hen (bupati saat itu) membangun rumah hasil ngebrug/
reklamasi di tepi pantai. Tahun 2001 saat selamatan peresmian rumah 
tersebut saya turut diundang. Selang beberapa bulan kemudian ada 
program sertifi kasi massal di desa ini. Sejak saat itu penduduk memulai 
lagi reklamasi liar sejak dilarang tahun 1990. IMB-nya tidak keluar."
 
 
       Sumber: Hasil Survei, 2009
GAMBAR 4.2
RUMAH BUPATI DI ATAS LAHAN HASIL REKLAMASI
 Pemberian Hak Milik atas tanah negara memang dapat dilakukan, 
karena telah terdapat peraturan mengenai itu, yaitu Peraturan Kepala 
BPN no. 3 tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan 
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Pada pasal 3 
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ayat 3 dinyatakan bahwa pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka 
pelaksanaan program: transmigrasi, redistribusi tanah, konsolidasi tanah, 
pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka pelaksanaan pendaftaran 
tanah secara sistematik maupun sporadi.
d. Hak Atas Lahan Secara Adat
 Di banyak negara di Asia, banyak lahan yang masih dikuasai dan 
digunakan berdasarkan sistem kepemilikan tradisional atau adat, baik oleh 
individu, keluarga, masyarakat, kaum elit feodal, desa dan kelompok. Banyak 
dari sistem ini berlaku sejak jaman feodal, ketika desa lebih independen 
daripada sekarang dan lebih memiliki kebebasan dalam menentukan 
bagaimana lahan digunakan (UNESCAP 2008). Di kawasan permukiman 
di pesisir Perkotaan Rembang, penggunaan tanah yang masih termasuk 
ke dalam batas desa, dilakukan bagi kepentingan warga desa tersebut. Di 
Indonesia, batas desa di seluruh Indonesia tidak memberikan batas yang 
jelas pada wilayah darat yang berbatasan dengan pantai. Penggunaan tanah 
di tepi pantai oleh warga desa dilakukan selama masih memungkinkan.
 Suatu pola perpindahan penduduk dari rumah orang tua oleh 
pasangan muda diungkapkan oleh Dewi (2009:II-13): Pindah ke rumah lain, 
tetapi masih di daerah sekitar, banyak dilakukan oleh pasangan muda yang 
baru menikah dengan alasan kemerdekaan (pindah dari rumah orangtua). 
Perpindahan ini dilakukan dalam jarak dekat karena alasan hubungan 
kerabat (yang berhubungan emosional). Penggunaan tanah oleh penduduk 
desa di tepi pantai ini dibenarkan oleh Hariyadi, Sekretaris Desa Sukoharjo. 
Hariyadi mengatakan: 
 "Kami (aparat desa) memberikan ijin dan dukungan bagi penduduk 
Desa Sukoharjo yang melakukan ngebrug/reklamasi pantai. Biasanya 
mereka (yang melakukan reklamasi) adalah penduduk yang baru saja 'omah-
omah'/berumahtangga, tidak punya lahan, dan masih ingin dekat dengan 
keluarga. Setiap RT di kawasan tepi pantai melakukan itu selama masih di 
wilayah RT-nya. Namun saat ini sudah jarang dilakukan, karena pantainya 
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sudah habis. Kalau nekat melakukan reklamasi, akan membahayakan 
perahu nelayan yang jangkar di pantai. Ombak yang membalik ke arah laut 
akan menjadi lebih kuat dan dapat menyebabkan perahu menjadi terbalik."
Sumber: Hasil Survei, 2009
GAMBAR 4.3
RUMAH KELUARGA PASANGAN MUDA DI TEPI PANTAI
e. Pinjaman dengan Agunan Sertifi kat HGB
 Tidak adanya kepastian juga menghambat pemberian hipotek dan 
pinjaman perbaikan rumah kepada masyarakat oleh lembaga-lembaga 
keuangan dan swasta, bahkan ketika individu memiliki pendapatan dan 
aset yang sama, memungkinkan mendapatkan pelayanan berbeda dalam 
bentuk jaminan untuk kredit perumahan (UNHabitat, 2007:16). Sertifi kat 
HGB yang mengandung pengakuan atas hak kepemilikan lahan yang lebih 
rendah dari sertifi kat HM dikarenakan terdapat batasan waktu kepemilikan, 
ternyata dikarenakan masa kepemilikan yang panjang (30 tahun) dan dapat 
diperpanjang, diakui oleh pihak perbankan dan lembaga keuangan untuk 
dijadikan agunan. Di Kabupaten Rembang sendiri terdapat banyak bank 
dan lembaga keuangan yang menerima sertifi kat HGB sebagai jaminan atas 
pengembalian pinjaman uang untuk perbaikan rumah, antara lain: Bank 
Mandiri melalui program Mandiri KPR Multiguna, BNI melalui program 
BNI Multiguna, BCA melalui KPR BCA, BRI melalui BRI Guna, Bank 
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Mega melalui program Mega Reno, BKK, BPR. Sedangkan lembaga 
keuangan yang menerima sertifi kat HGB antara lain: KSP Bhina Raharja, 
KSP Lohjinawe, KSP Bina Umat Sejahtera, dan KSP Baitulmal Wa Tanwil.
4.3.1.4 Analisis Kondisi Fisik Rumah Di Daerah Sempadan Pantai
 Mula terbentuknya kawasan permukiman di pesisir Perkotaan Rembang 
berawal dari permukiman di sepanjang Jalan Pantai Utara. Arah pertumbuhan 
permukiman kemudian semakin mendekati pantai, seperti yang terlihat dari 
gambar pertumbuhan kawasan permukiman pesisir perkotaan Rembang. Kawasan 
pertumbuhan permukiman yang terbentuk tersebut bersertifi kat HGB, serta sebagian 
telah ada yang HM karena pengajuan permohonan perseorangan sebelum keluarnya 
peraturan sempadan pantai.
TABEL. IV.6
PERBEDAAN KONDISI FISIK RUMAH DI DI LAHAN TANPA 
ANCAMAN DAN LAHAN DI DAERAH SEMPADAN PANTAI











 Pada strata keamanan lahan HM tanpa ancaman/normal menunjukkan 
jumlah persentase karakter 6 sampai 9 sebesar 29.41%, sementara karakter 1 sampai 
5 sebesar 70.29%. Sedangkan pada HM di daerah sempadan pantai menunjukkan 
jumlah persentase yang lebih besar, yaitu karakter 6 sampai 9 sebesar 38.07%, 
sementara karakter 1 sampai 5 sebesar 61.94%. Pada strata keamanan lahan HGB 
tanpa ancaman menunjukkan karakter 6 sampai 9 sebesar 41.67%, sementara 
karakter 1 sampai 5 sebesar 58.33%. Sedangkan pada HGB di daerah sempadan 
menunjukkan jumlah persentase yang lebih besar, yaitu karakter 6 sampai 9 sebesar 
59.61%, sementara karakter 1 sampai 5 sebesar 40.38%.
 Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada strata keamanan 
lahan yang semakin menurun dilihat dari ancaman penggusuran sempadan pantai, 
semakin besar jumlah persentase karakter kondisi fi sik rumah yang menggunakan 
struktur beton bertulang. Penggunaan struktur beton bertulang termasuk dalam 
skala 5 dan 4 dari 5 (terbaik) pada standar rumah sederhana sehat.
a. Jumlah Rumah Di Daerah Sempadan Pantai
 Sempadan pantai merupakan peraturan penataan ruang yang 
bertujuan untuk memepertahankan kelestarian fungsi pantai. Kawasan 
di sepanjang pantai yang termasuk kedalam kawasan sempadan pantai 
merupakan ruang yang dimanfaatkan dalam mewujudkan tujuan tersebut. 
Di dalam Pedoman Pemanfaatan Ruang Tepi Pantai di Kawasan Perkotaan, 
lebar sempadan pantai untuk bentuk pantai landai dengan gelombang kurang 
dari 2 meter adalah 30-75 meter.
 Menurut Payne (2001:421) terdapat faktor-faktor yang dapat 
menimbulkan bentuk-bentuk hukum tambahan dari keamanan kepemilikan 
lahan yaitu lama penghunian, besar luasan rumah, dan jumlah masyarakat di 
dalam suatu permukiman. Seperti di Kota Pekalongan, jumlah rumah yang 
terdapat di kawasan sempadan pantai di kawasan pesisir Perkotaan Rembang 
menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan Undang-Undang Penataan 
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Ruang mengenai sempadan pantai. Hal ini dibenarkan oleh Sudadi, BE., 
Kepala Seksi Penataan Lingkungan Permukiman Bidang Cipta Karya Dinas 
Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang. Sudadi menyatakan: 
 "Pada tahun 2008, kami telah mengajukan Raperda mengenai 
sempadan jalan, sempadan bangunan, sempadan sungai dan sempadan 
pantai. Namun DPR tidak menyetujui usulan Raperda tersebut dan 
menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang belum siap dengan 
konsekuensi dari penetapan Perda mengenai sempadan tersebut."
 Penetapan Peraturan Daerah mengenai sempadan pantai membawa 
konsekuensi tindakan penggusuran bangunan yang termasuk ke dalam 
kawasan sempadan pantai. Diungkapkan oleh drs. Gabriel Bambang 
Sasongko, MT., Kepala Sub Bidang Permukiman dan Prasarana Wilayah 
BAPPEDA Kabupaten Rembang: 
 "Penggusuran rumah bersertifi kat HM dan HGB memerlukan biaya 
ganti rugi yang besar mengingat banyaknya jumlah rumah di kawasan 
tersebut. Belum lagi dampak sosial dari penggusuran tersebut." 
 Jumlah rumah yang termasuk dalam kawasan sempadan pantai 
jika lebar sempadan 30 meter adalah 394 rumah, lebar sempadan 75 meter 
adalah 1215 rumah, dan jika lebar sempadan 100 meter adalah 1836 rumah.
 Dari lesson learn permasalahan serupa untuk daerah sempadan, 
seperti daerah sempadan sungai di Kota Padang, tujuan dari penataan 
ruang di daerah sempadan pantai/sungai adalah untuk mempertahankan 
kelestarian fungsi pantai/sungai. Menurut Zulkaidi, 1999, pemanfaatan 
ruang di atas lahan merupakan salah suatu cara pengendalian terhadap 
tata guna lahan. Tata guna lahan dalam hal ini adalah kawasan yang 
memiliki fungsi lindung yaitu pantai. Dengan demikian maksud dari daerah 
sempadan pantai tidak semata-mata terpaku pada berapa lebar sempadan 
yang harus ditetapkan, tetapi lebih pada mempertahankan kelestarian fungsi 
pantai, dalam hal ini dari pencemaran pantai dari limbah permukiman. 
Lebar sempadan pantai dapat menyesuaikan dengan kebutuhan ruang yang 
diperlukan untuk pembangunan instalasi pembuangan air limbah rumah 
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tangga sedemikian hingga limbah tidak mencemari pantai. Lebar sempadan 
guna mempertahankan kelestarian fungsi pantai ini juga perlu diterapkan 
pada lahan HM dan HGB hasil reklamasi. Sehingga dapat disimpulkan 
bahwa peraturan mengenai sempadan pantai tidak perlu diterapkan secara 
tegas mengingat banyaknya jumlah rumah, namun dilakukan hanya untuk 
pembangunan prasarana permukiman di tepi pantai.
4.3.1.5 Kesimpulan Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dengan Keamanan 
Lahan Dari Ancaman Aspek Hukum
 Kesimpulan yang dapat ditarik dari hubungan kondisi fi sik rumah dengan 
keamanan lahan dari ancaman aspek hukum yaitu pada strata keamanan hukum yang 
menurun yaitu dari HM tanpa ancaman/normal ke HGB tanpa ancaman/normal, 
HM di daerah sempadan, HGB di daerah sempadan, HM di lahan hasil reklamasi, 
hingga HGB di lahan hasil reklamasi, jumlah persentase karakter kondisi fi sik 
rumah 6 sampai 9 menunjukkan peningkatan, sementara jumlah persentase karakter 
kondisi fi sik rangka 1 sampai 5 menunjukkan penurunan jumlah presentase.
a. Kekuatan Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dengan Keamanan Lahan 
Dari Ancaman Aspek Hukum
 Kekuatan hubungan dari kondisi fi sik rumah dengan keamanan 
lahan dari ancaman aspek hukum didapatkan dari korelasi rank Spearman 
sebagai Gambar 4.10 berikut.
 Dari hubungan antara kondisi fi sik rumah dan keamanan lahan dari 
ancaman aspek hukum diketahui bahwa koefi sien korelasi sebesar -0.199 
dengan signifi kansi 99%. Koefi sien korelasi bernilai negatif mempunyai 
arti bahwa semakin menurun tingkat keamanan lahan dari ancaman aspek 
hukum, semakin meningkat kondisi fi sik rumah yang berupa kenaikan 
jumlah persentase karakter kondisi fi sik rumah 6 sampai 9. Koefi sien korelasi 
0.199 termasuk dalam hubungan yang sangat lemah, yang disebabkan 
peningkatan jumlah persentase karakter 6 sampai 9 dan penurunan jumlah 
persentase karakter 1 sampai 5 yang kecil (rata-rata 14.118%) dari setiap 
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strata keamanan lahan yang menurun. Selain itu, koefi sien korelasi juga 
dipengaruhi oleh penggunaan variasi antara rangka, pondasi, dan kuda-
kuda seperti pada Tabel IV.3.
      Sumber: Hasil Analisis, 2010
GAMBAR 4.4
KORELASI BIVARIAT RANK SPEARMAN
TABEL IV.7
PERSENTASE KARAKTERISTIK KONDISI FISIK RUMAH 
BERDASARKAN STRATA KEAMANAN LAHAN DARI ANCAMAN 
ASPEK HUKUM







 Karakteristik kondisi fi sik rumah yang menggunakan rangka berupa kolom 
bata maupun kolom kayu, dengan pondasi menerus rolag bersama dengan umpak, 
baik dengan bentuk kuda-kuda berupa gunungan maupun kuda-kuda kayu biasanya 
merupakan struktur dari rumah kuno. Jumlah persentase karakter kondisi fi sik 
rumah 1 sampai 5 yang besar pada strata keamanan lahan HM tanpa ancaman, HGB 
tanpa ancaman, HM di daerah sempadan, dan HGB di daerah sempadan, seiring 
dengan arah perumbuhan kota (Lampiran XIV).
 
b. Rumah Lama dan Rumah Induk /Omah Kong
 Menurut pendapat William Alonso, 1964, perubahan tempat tinggal 
di pusat kota, berdasarkan kenyataan historis menunjukkan karakteristik 
yang menarik dikaitkan dengan usia bangunan, penghunian berturutan, 
pertumbuhan populasi, serta ketersediaan lahan. Usia bangunan yang 
ditunjukkan dengan penggunaan teknologi konstruksi yang belum 
menggunakan teknologi konstruksi modern berupa struktur beton bertulang. 
Sebagai perbandingan, bangunan beton bertulang pertama di Indonesia 
adalah eks Gedung Imigrasi di Jakarta Pusat. Gedung ini dibangun pada 
tahun 1914 oleh Pieter Adriaan Jacobus Moojen, arsitek lulusan Antwerpen 
Belgia, yang bekerja pada NV De Bouwpleg. Jumlah rumah lama di pusat 
Perkotaan Rembang pada ruang lingkup spasial ditunjukkan oleh jumlah 
sampel rumah yang menggunakan rangka kolom bata maupun kayu, pondasi 
menerus rolag maupun umpak, kuda-kuda kayu maupun gunungan rendah, 
serta berdinding bukan bambu pada strata keamanan lahan HM dan HGB 
tanpa ancaman, serta HM dan HGB di daerah sempadan pantai sebanyak 
177 atau 50.7% sampel rumah.
 Keberadaan rumah lama di pusat Perkotaan Rembang tidak terlepas 
dari budaya masyarakat yang ingin mempertahankan nilai sejarah bangunan 
dengan menjaga bentuk asli dari bangunan rumah tersebut. Nilai sejarah 
sebuah rumah tidak hanya dipertahankan oleh penghuni rumah, namun juga 
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oleh keluarga besar yang telah bertempat tinggal di tempat lain. Rumah 
yang juga sebagai tempat berkumpulnya keluarga besar terutama pada saat 
hari raya ini oleh masyarakat Rembang sering disebut "omah kong" atau 
rumah induk. 
Sumber: Hasil Survei, 2009
GAMBAR 4.5
RUMAH INDUK/OMAH KONG
 Besarnya migrasi penduduk Perkotaan Rembang ke daerah lain terutama 
anak usia sekolah setelah lulus SLTA (Tabel III.3) antara lain disebabkan kurangnya 
sarana pendidikan tinggi (Tabel III.4). Setelah mendapatkan pendidikan tinggi di 
kota, mendapatkan pekerjaan, dan akhirnya tidak kembali lagi ke Rembang. Menurut 
Yeates dan Garner (1980:273) menyatakan bahwa dalam menenetukan keputusan 
mengenai rumah sesorang akan menentukan faktor-faktor  yang termasuk dalam 
lingkup sosial-ekonomi (pekerjaan, penghasilan jumlah anggota keluarga, lama 
tinggal), lingkup fi sik (lingkungan, sarana dan prasarana), serta lokasi. Anggota-
anggota keluarga yang terpisah menyulitkan dalam pengurusan penetapan waris 




4.3.2 Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dengan Keamanan Lahan Dari 
Ancaman Aspek Hukum dan Aspek Fisik
4.3.2.1 Analisis Kondisi Fisik Rumah Di Lahan Ilegal Reklamasi
 Status lahan pada lahan hasil reklamasi di kawasan pesisir Perkotaan 
Rembang hampir seluruhnya bersertifi kat HGB. Pada status lahan HGB hasil 
reklamasi di Desa Pandean, pada tahun 2001 dilakukan sertifkasi massal dan 
mendapatkan status lahan HM. Status lahan hasil reklamasi setelah diterbitkannya 
Undang-Undang Penataan Ruang adalah tidak berizin atau ilegal. Pihak BPN 
belum bersedia mengeluarkan sertifi kat berupa HGB, disebabkan adanya peraturan 
mengenai sempadan pantai. Kondisi fi sik sampel rumah di lahan ilegal reklamasi 
adalah seperti pada Tabel IV.8.
TABEL IV.8







R P Kd D Pc Ph SK L Kr R P Kd
1. Marsugi 2 3 2 1 4 4 4 3 1 2 3 2 Rumah bambu
2. Riyanto 4 4 4 3 3 3 3 3 9 5 5 5
Rumah dengan karakteris-
tik 9 namun sebagian 
rumah menghadap pantai 
terbuat dari bangunan 
temporer terbuat dari 
bambu
3. Sukiman 2 3 2 3 1 1 1 1 1 2 3 2 Rumah kayu sederhana
4. Sumarno 5 4 3 3 2 2 2 2 7 5 5 3
Rumah dengan karakteris-
tik 7 namun kondisi 
pondasi batu belah 
sedang (sebagian kecil 
memerlukan perbaikan)
5. Ngarto 5 4 5 3 2 2 2 2 9 5 5 5
Rumah dengan karakteris-
tik 7 namun kondisi 
pondasi batu belah 
sedang (sebagian kecil 
memerlukan perbaikan)
R (rangka bangunan); P (pondasi); Kd (kuda-kuda); D (dinding); Pc (pencahayaan); Ph (penghawaan); SK (suhu dan 
kelembaban); L (luas minimum kebutuhan ruang); Kr (karakteristik rumah)
Sumber: Hasil Analisis, 2010
 Dari Tabel IV.8 menunjukkan bahwa rumah dengan karakteristik 1 sebesar 
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40% sampel rumah merupakan rumah tidak permanen, ditunjukkan dengan 
penggunaan rangka kayu bukan kayu jati/ulin, pondasi menerus rolag, kuda-kuda 
kayu bukan jati/ulin, serta dinding terbuat dari kayu dan bambu. Rumah yang 
dibangun di atas lahan yang belum memiliki sertifi kat setidaknya HGB, pemiliknya 
tidak memiliki akses ke perbankan maupun lembaga keuangan untuk mendapatkan 
pinjaman baik modal usaha maupun perbaikan rumah, dengan menggunakan 
jaminan sertifi kat yang ada.
      Sumber: Hasil Survei, 2009
GAMBAR 4.6
RUMAH TIDAK PERMANEN DI LAHAN ILEGAL HASIL REKLAMASI
 Rumah dengan karakteristik 9 sebesar 20% sampel rumah, membangun 
sebagian rumah yang menghadap ke laut dengan bangunan tidak permanen berupa 
bangunan terbuat dari bambu, yang difungsikan sebagai dapur dan MCK. Pada saat 
ai laut pasang, bagian rumah ini tanahnya basah terkena rembesan air laut.
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     Sumber: Hasil Survei, 2009
GAMBAR 4.7
RUMAH SEBAGIAN TIDAK PERMANEN DI LAHAN ILEGAL HASIL 
REKLAMASI
 Rumah dengan karakteristik 7 dan 9 sebesar 40% sampel rumah, 
menggunakan rangka beton bertulang rigid, pondasi menerus sloof, serta kuda-
kuda kayu maupun gunungan. Namun pada bagian pondasi rumah, pondasi batu 
belah mengalami kerusakan disebabkan tergerus oleh air laut.
 Dapat diimpulkan bahwa hubungan kondisi fi sik rumah dengan keamanan 
lahan yang mendapat ancaman dari aspek hukum dan fi sik adalah, 40% dari sampel 
rumah merupakan rumah tidak permanen serta tidak memiliki jaminan untuk 
mendapatkan pinjaman dari perbankan dan lembaga keuangan; sejumlah 10% 
sampel rumah membangun sebagian dari rumah yang menghadap ke laut dengan 
bangunan tidak permanen disebabkan rembesan dari air laut di bagian tanahnya; 
serta 40% dari sampel rumah mengalami kerusakan pada pondasi batu belah 
disebabkan tergerus air laut.
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         Sumber: Hasil Survei, 2009
GAMBAR 4.8
RUMAH SEBAGIAN PONDASI BATU BELAH RUSAK DI LAHAN 
ILEGAL HASIL REKLAMASI
4.3.3 Hubungan Kondisi Fisik Rumah Dengan Keamanan Lahan Dari 
Ancaman Aspek Fisik
4.3.3.1 Analisis Kondisi Fisik Rumah Di Daerah Terkena Abrasi
 Status lahan pada daerah terkena abrasi adalah HGB. Pada 3 tahun terakhir, 
terjadi abrasi pantai di sebagian kawasan pesisir Perkotaan Rembang. Berbeda 
dengan abrasi yang terjadi di pantai sepanjang Kecamatan Sluke hingga Sarang, 
abrasi pantai di kawasan pesisir Perkotaan Rembang terjadi secara perlahan 
disebabkan kuat arus laut yang lemah, dengan tinggi ombak kurang dari 2 meter. 










R P Kd D Pc Ph SK L Kr R P Kd
1. Parem 3 2 4 3 1 1 1 2 4 3 3 4
Rumah dengan karakteris-
tik 3 namun kondisi 
pondasi batu belah 
sedang (sebagian kecil 
memerlukan perbaikan)
2. Yasmin 4 2 5 3 1 1 1 2 6 4 3 5
Rumah dengan karakteris-
tik 6 namun kondisi 
pondasi batu belah 
sedang (sebagian kecil 
memerlukan perbaikan)
3. Sunari 5 4 5 3 2 2 2 3 9 5 5 5
Rumah dengan karakteris-
tik 9 namun kondisi 
pondasi batu belah 
sedang (sebagian kecil 
memerlukan perbaikan)
4. Lasdi 5 4 5 4 2 2 2 3 9 5 5 5
Rumah dengan karakteris-
tik 9 namun kondisi 
pondasi batu belah 
sedang (sebagian kecil 
memerlukan perbaikan)
5. Saliman 3 2 5 3 1 1 1 2 5 3 3 5
Rumah dengan karakteris-
tik 5 namun kondisi 
pondasi batu belah 
sedang (sebagian kecil 
memerlukan perbaikan)
6. Kalimi 5 4 5 5 4 4 4 3 9 5 5 5
Rumah dengan karakteris-
tik 9 namun kondisi 
pondasi batu belah 
sedang (sebagian kecil 
memerlukan perbaikan)
7. Sukardi 5 4 5 3 2 2 2 3 9 5 5 5
Rumah dengan karakteris-
tik 9 namun kondisi 
pondasi batu belah 
sedang (sebagian kecil 
memerlukan perbaikan)
8. Rukani 4 4 4 3 1 1 1 2 9 5 5 5
Rumah dengan karakteris-
tik 9 namun sebagian 
rumah menghadap pantai 
terbuat dari bangunan 




9. Ngatimin 2 3 4 3 1 1 1 3 4 3 3 4
Rumah dengan karakteris-
tik 4 namun sebagian 
rumah menghadap pantai 
terbuat dari bangunan 
tidak permanen terbuat 
dari bambu
10. Sumianto 5 4 5 4 2 2 2 4 8 5 5 4
Rumah dengan karakteris-
tik 8 namun kondisi 
pondasi batu belah 
sedang (sebagian kecil 
memerlukan perbaikan)
11. Jasri 3 2 4 3 1 1 1 3 5 3 3 5
Rumah dengan karakteris-
tik 5 namun kondisi 
pondasi batu belah 
sedang (sebagian kecil 
memerlukan perbaikan)
12. Tarmansyah 5 4 5 3 1 1 1 3 9 5 5 5
Rumah dengan karakteris-
tik 9 namun kondisi 
pondasi batu belah 
sedang (sebagian kecil 
memerlukan perbaikan)
R (rangka bangunan); P (pondasi); Kd (kuda-kuda); D (dinding); Pc (pencahayaan); Ph (penghawaan); SK (suhu dan 
kelembaban); L (luas minimum kebutuhan ruang); Kr (karakteristik rumah)
Sumber: Hasil Analisis, 2010
 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rumah dengan karakteristik 4 dan 
9 sebesar 16.7% sampel rumah membangun sebagian rumah yang menghadap ke 
laut dengan bangunan tidak permanen berupa bangunan terbuat dari bambu, yang 
difungsikan sebagai dapur. Pada saat air laut pasang, bagian dari rumah ini terkena 
air laut. Penduduk memberikan berbagai penghalang untuk mengurangi dampak air 
laut terhadap rumah mereka.
 Rumah dengan karakteristik 4, 5, 6, 8, dan 9 sebesar 83.3% sampel rumah, 
pada bagian pondasi rumah, pondasi batu belah mengalami kerusakan disebabkan 
tergerus oleh air laut. Pada saat ini, penghuni dari sampel rumah yang bagian 
dari rumahnya rusak ini secara swadaya mulai melakukan pengurugan tanah dan 
membangun pondasi baru, sebagai perlindungan dari air laut.
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Sumber: Hasil Survei, 2009
GAMBAR 4.9
RUMAH SEBAGIAN TIDAK PERMANEN DI LAHAN TERKENA 
ABRASI
 Dapat diimpulkan bahwa hubungan kondisi fi sik rumah dengan keamanan 
lahan yang mendapat ancaman dari aspek fi sik adalah sejumlah 16.7% sampel 
rumah membangun sebagian dari rumah yang menghadap ke laut dengan bangunan 
tidak permanen disebabkan terkena air laut pada bagian bawahnya; serta 83.3% dari 
sampel rumah mengalami kerusakan pada pondasi batu belah disebabkan tergerus 
air laut.
4.4 Sintesa Analisis
 Sintesa analisis dari pembahasan analisis hubungan kondisi fi sik rumah 






Hubungan Kondisi Fisik Rumah dengan Keamanan Lahan dengan Ancaman dari Aspek Hukum 




Efek potensial dari peningkatan 
keamanan kepemilikan lahan antara 
lain efek perbaikan kondisi rumah. 
Dengan peningkatan keamanan 
kepemilikan lahan, penghuni memiliki 
sedikit insentif untuk berinvestasi, 
merenovasi atau meningkatkan rumah 
mereka karena risiko penggusuran 
berkurang.
Jumlah persentase karakter 6 sampai 
8 kondisi fi sik rumah (struktur beton 
bertulang) pada lahan berstatus HGB 
lebih besar daripada lahan berstatus 
HM, baik di lahan tanpa ancaman, 
lahan di daerah sempadan pantai, 
maupun lahan hasil reklamasi
Lahan hasil 
reklamasi liar
Jumlah persentase karakter 6 sampai 
8 kondisi fi sik rumah (struktur beton 
bertulang) pada lahan HM dan HGB 
hasil reklamasi lebih besar daripada 





Jumlah persentase karakter 6 sampai 
8 kondisi fi sik rumah (struktur beton 
bertulang) pada lahan HM dan HGB 
di daerah sempadan pantai lebih besar 
daripada lahan HM dan HGB tanpa 
ancaman
Kesediaan untuk melakukan investasi pada rumah yang didirikan pada lahan dengan keamanan 
kepemilikan yang rendah disebabkan karena:
- Keamanan kepemilikan lahan tidak hanya diperoleh dari bukti kepemilikan lahan yang 
dilindungi oleh perangkat hukum dan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah saja. Keamanan 
kepemilikan lahan lebih kepada keamanan yang dirasakan melalui persepsi adanya pengakuan 
keberadaan para penghuni dengan adanya:
- pembangunan fasilitas dan infrastruktur permukiman (adanya pembangunan sarana dan 
prasarana permukiman baik program kegiatan Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah 
Pusat di lahan hasil reklamasi dan daerah sempadan pantai di kawasan pesisir Perkotaan 
Rembang)
- adanya dukungan politis pejabat daerah (adanya bangunan rumah tinggal mantan Bupati 
Rembang, serta program sertifi kasi massal di lahan hasil reklamasi di kawasan pesisir 
Perkotaan Rembang)
- adanya penghunian secara terus menerus oleh suatu keluarga, secara turun temurun 
diwariskan, dan didukung oleh peraturan pertanahan yang ada
- adanya ijin dan pengakuan oleh pihak perangkat Desa atas penggunaan tanah negara yang 
masih berada di lingkungan Desa (hak tanah secara adat)
- adanya dukungan lembaga keuangan dengan kesediaan menerima agunan pinjaman berupa 
sertifi kat HGB
Jumlah persentase kondisi fi sik rumah yang lebih besar pada strata keamanan lahan yang rendah 
disebabkan karena:
- Jumlah persentase kondisi fi sik rumah dengan teknologi lama (rumah lama) yang besar pada 
strata keamanan lahan yang tinggi yang berada di pusat kota lama Perkotaan Rembang.
- Terdapat rumah induk /omah kong pada pusat kota lama Perkotaan Rembang, dimana 




Hubungan Kondisi Fisik Rumah dengan Keamanan Lahan dengan Ancaman dari Aspek Hukum 




Tidak adanya kepastian menghambat 
pemberian hipotek dan pinjaman 
termasuk perbaikan kondisi rumah 
kepada masyarakat oleh lembaga-
lembaga keuangan
Jumlah persentase karakter 1 kondisi 
fi sik rumah (pondasi menerus rolag 
dan umpak, rangka kayu bukan kayu 
jati, dan kuda-kuda kayu bukan jati) 
sebesar 40% sampel rumah
Rumah tidak 
permanen 
di sisi yang 
menghadap 
pantai
Abrasi menyebabkan tergerusnya 
bagian pondasi dari bangunan tepi 
pantai, atau terjadi erosi di bawah kaki 
bangunan /tergesernya tanah pondasi 
yang dapat mengakibatkan runtuhnya 
bangunan
Jumlah persentase karakter 9 kondisi 
fi sik rumah dengan sebagian sisi 
rumah yang menghadap ke laut tidak 




Jumlah persentase karakter 7 dan 9 
kondisi fi sik rumah dengan pondasi 
batu belah rusak sebesar 40% sampel 
rumah
- Lahan berstatus ilegal di lahan reklamasi disebabkan pihak BPN tidak bersedia menerbitkan 
sertifi kat semenjak terbitnya Undang-Undang Penataan Ruang mengenai sempadan pantai. 
Tidak adanya sertifi kat menyebabkan tidak dapat digunakannya lahan sebagai jaminan untuk 
mendapatkan pinjaman, baik untuk modal usaha maupun perbaikan kondisi fi sik rumah.
- Abrasi menyebabkan tergesernya tanah pondasi yang menyebabkan penghuni memilih 
membangun bangunan tidak permanen pada sisi rumah yang menghadap ke pantai.
- Abrasi menyebabkan tergerusnya pondasi pada bangunan tepi pantai pada bagian pondasi sisi 
rumah yang menghadap pantai.
Hubungan Kondisi Fisik Rumah dengan Keamanan Lahan dengan Ancaman dari Aspek Hukum 
dan Aspek Fisik di Lahan Terkena Abrasi
Rumah tidak 
permanen 
di sisi yang 
menghadap 
pantai
Abrasi menyebabkan tergerusnya 
bagian pondasi dari bangunan tepi 
pantai, atau terjadi erosi di bawah kaki 
bangunan /tergesernya tanah pondasi 
yang dapat mengakibatkan runtuhnya 
bangunan
Jumlah persentase karakter 4 dan 9 
kondisi fi sik rumah dengan sebagian 
sisi rumah yang menghadap ke laut 





Jumlah persentase karakter 4, 5, 6 dan 
8 kondisi fi sik rumah dengan pondasi 
batu belah rusak sebesar 83.3% 
sampel rumah
- Abrasi menyebabkan tergesernya tanah pondasi yang menyebabkan penghuni memilih 
membangun bangunan tidak permanen pada sisi rumah yang menghadap ke pantai.
- Abrasi menyebabkan tergerusnya pondasi pada bangunan tepi pantai pada bagian pondasi sisi 






 Berdasarkan pada penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 
dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara kondisi fi sik rumah dengan 
keamanan lahan menunjukkan hubungan sebagai berikut:
1. Kondisi fi sik rumah pada lahan dengan ancaman keamanan kepemilikan 
lahan dari aspek hukum menunjukkan jumlah persentase karakter kondisi 
fi sik rumah semakin besar pada strata keamanan lahan yang semakin 
menurun, yang disebabkan oleh:
- Keamanan kepemilikan lahan yang tidak hanya diperoleh dari bukti 
kepemilikan lahan yang dilindungi oleh perangkat hukum dan aturan 
yang dikeluarkan oleh pemerintah saja, melainkan lebih kepada 
keamanan yang dirasakan melalui persepsi adanya pengakuan 
keberadaan para penghuni dengan adanya: pembangunan fasilitas dan 
infrastruktur permukiman, adanya dukungan politis pejabat daerah, 
adanya penghunian secara terus menerus, adanya hak tanah secara adat, 
adanya kesediaan menerima agunan pinjaman berupa sertifi kat HGB 
oleh perbankan.
- Adanya rumah lama dan rumah induk/omah kong pada strata keamanan 
lahan yang tinggi yang berada di pusat kota lama Perkotaan Rembang.
2. Kondisi fi sik rumah pada lahan dengan ancaman keamanan kepemilikan 
lahan dari aspek hukum dan aspek fi sik menunjukkan:
- Jumlah persentase karakter 1 kondisi fi sik rumah (pondasi menerus rolag 
dan umpak, rangka kayu bukan kayu jati, dan kuda-kuda kayu bukan 
jati) sebesar 40% sampel rumah dan dengan tidak adanya sertifi kat 
menyebabkan tidak dapat digunakannya lahan sebagai jaminan untuk 
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mendapatkan pinjaman, baik untuk modal usaha maupun perbaikan 
kondisi fi sik rumah.
- Jumlah persentase karakter 9 kondisi fi sik rumah dengan sebagian sisi 
rumah yang menghadap ke laut tidak permanen sebesar 20% sampel 
rumah serta jumlah persentase karakter 7 dan 9 kondisi fi sik rumah 
dengan pondasi batu belah rusak sebesar 40% sampel rumah. Abrasi 
menyebabkan tergerusnya bagian pondasi dari bangunan tepi pantai, 
atau terjadi erosi di bawah kaki bangunan/tergesernya tanah pondasi 
yang dapat mengakibatkan runtuhnya bangunan.
3. Kondisi fi sik rumah pada lahan dengan ancaman keamanan kepemilikan 
lahan dari aspek fi sik menunjukkan:
- Jumlah persentase karakter 4 dan 9 kondisi fi sik rumah dengan sebagian 
sisi rumah yang menghadap ke laut tidak permanen sebesar 16.17% 
sampel rumah serta jumlah persentase karakter 4, 5, 6, dan 8 kondisi 
fi sik rumah dengan pondasi batu belah rusak sebesar 83.3% sampel 
rumah. Abrasi menyebabkan tergerusnya bagian pondasi dari bangunan 
tepi pantai, atau terjadi erosi di bawah kaki bangunan/tergesernya tanah 
pondasi yang dapat mengakibatkan runtuhnya bangunan.
5.2 REKOMENDASI
 Berdasarkan penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya  dapat 
dihasilkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:
1. Untuk Pemerintah Kabupaten Rembang
 Arahan kebijakan pada strata keamanan lahan HM dan HGB normal, 
HM dan HGB di daerah sempadan pantai, dan HM dan HGB di lahan hasil 
reklamasi:
- Penyediaan prasarana lingkungan
- Perbaikan dan pemugaran rumah lama
- Hibah pemugaran rumah bagi masyarakat tidak mampu
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 Arahan kebijakan pada strata keamanan lahan HGB dan ilegal hasil 
reklamasi, dengan mempertimbangkan lesson learn yang dapat diambil dari 
Klong Bang Bua:
- Penetapan garis batas/deliniasi pantai
- Pembangunan jalan inspeksi tepi pantai
- Pembangunan PSU (prasarana dan sarana umum seperti jalan 
lingkungan, ruang terbuka, tempat sampah, sanitasi, dan drainase)
- Jaminan dan kemudahan pengurusan administrasi pertanahan untuk 
konsolidasi lahan, dan pemberian ganti rugi dan kompensasi bagi 
masyarakat yang tergusur untuk pembangunan PSU dalam menjaga 
kelestarian pantai.
 Arahan kebijakan pada strata keamanan lahan HGB terkena abrasi, 
dengan mempertimbangkan lesson learn yang dapat diambil dari Klong 
Bang Bua, Komunitas Charoen Nakorn 55, dan Desa Karangmangu:
- Penetapan garis batas/deliniasi pantai
- Pembangunan pelindung pantai berupa revetment dan pemecah 
ombak
- Pembangunan rumah panggung
- Pembangunan jalan inspeksi tepi pantai
- Pembangunan PSU (prasarana dan sarana umum seperti jalan 
lingkungan, tempat sampah, sanitasi, dan drainase)
- Jaminan dan kemudahan pengurusan administrasi pertanahan untuk 
konsolidasi lahan
 Arahan kebijakan pada strata keamanan lahan HM dan HGB di 
daerah sempadan dan kawasan pesisir Perkotaan Rembang pada umumnya, 
dengan mempertimbangkan lesson learn yang dapat diambil dari Kota 
Pekalongan:




- Penetapan peraturan sempadan pantai pada kawasan permukiman 
tidak perlu secara tegas diterapkan, hanya diperlukan dalam 
melakukan pembangunan prasarana permukiman yang diperuntukkan 
menjaga kelestarian fungsi pantai.
2. Untuk Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang
- Penyiapan informasi pertanahan yang lebih baik oleh BPN berupa: 
sistem informasi pertanahan, data pertanahan, sistem kadaster tanah, 
sistem pendaftaran pertanahan.
3. Untuk pihak swasta
- Melaksanakan pembangunan perumahan yang terjangkau oleh 
masyarakat berpendapatan rendah, agar masyarakat mempunyai 
pilihan dalam memiliki rumah dan lahan dengan keamanan 
kepemilikan lahan yang baik.
4. Untuk penelitian lebih lanjut
Dapat dilakukan penelitian antara lain sebagai berikut:
a. Penelitian sosial, budaya dan ekonomi masyarakat kawasan pesisir 
Perkotaan Rembang dalam mengalokasikan pendapatan untuk 
melakukan peningkatan kondisi fi sik rumah di kawasan tersebut.
b. Penelitian mengenai persepsi masyarakat di kawasan pesisir 
Perkotaan Rembang mengenai keamanan lahan yang mempengaruhi 
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INDIKATOR, KRITERIA DAN SKALA KONDISI FISIK RUMAH
Indikator Kriteria Skala
Luas minimal kebutuhan ruang
Luas minimal kebutu-han 
ruang per orang
(L) luas kebutuhan 
minimal ruang per orang 
adalah 9 m2
1 luas per orang <7.2 m2
2 luas per orang 7.2<L< 9 m2
3 luas per orang 9<L<12 m2
4 luas per orang >12 m2
Indikator Kriteria Skala
Kesehatan dan kenyamanan
Sistem pencahayaan Ruang kegiatan 
cukup cahaya dan 
terdistribusi dengan 
merata
Lubang cahaya minimal 
10% dari luas lantai 
ruang dan sinar 
matahari langsung 
masuk ke dalam 
ruangan minimum 1 
jam sehari
1 Ruang kegiatan tidak cukup cahaya dan tidak 
terdistribusi dengan merata
Lubang cahaya kurang dari 10% dari luas lantai 
ruang dan sinar matahari tidak bisa langsung 
masuk ke dalam ruangan minimum 1 jam 
sehari
2 Ruang kegiatan tidak cukup cahaya dan tidak 
terdistribusi dengan merata
Lubang cahaya lebih dari 10% dari luas 
lantai ruang tetapi sinar matahari tidak bisa 
langsung masuk ke dalam ruangan minimum 
1 jam sehari
3 Ruang kegiatan cukup cahaya dan terdistribusi 
dengan merata
Lubang cahaya kurang dari 10% dari luas lantai 
ruang tetapi sinar matahari langsung masuk 
ke dalam ruangan minimum 1 jam sehari
4 Ruang kegiatan cukup cahaya dan terdistribusi 
dengan merata
Lubang cahaya lebih dari 10% dari luas lantai 
ruang dan sinar matahari langsung masuk ke 
dalam ruangan minimum 1 jam sehari
Sistem penghawaan Terjadi ventilasi silang 
udara
1 Tidak terjadi ventilasi silang udara, lebar 
bukaan <5% dari luas lantai ruangan
2 Tidak terjadi ventilasi silang udara, lebar 
bukaan >5% dari luas lantai ruangan
3 Terjadi ventilasi silang udara, lebar bukaan <5% 
dari luas lantai ruangan
4 Terjadi ventilasi silang udara, lebar bukaan >5% 
dari luas lantai ruangan
Suhu dan kelembaban Penghawaan yang lancar
Pencahayaan yang cukup
1 Penghawaan tidak lancar, pencahayaan kurang
2 Penghawaan tidak lancar, pencahayaan cukup
3 Penghawaan lancar, pencahayaan kurang
4 Penghawaan lancar, pencahayaan cukup
127LAMPIRAN I
Keamanan dan keselamatan bangunan




2 Pondasi menerus dengan rolag dan umpak 
kondisi pondasi batu belah sedang; 
3 Pondasi menerus dengan rolag dan umpak 
kondisi pondasi batu belah baik; pondasi dengan 
sloof  kondisi pondasi batu belah rusak
4 Pondasi menerus dengan sloof; kondisi pondasi 
batu belah sedang
5 Pondasi menerus dengan sloof; kondisi pondasi 
batu belah baik






2 Dinding kayu, keausan sedang, dinding tembok 
tanpa plester, kerusakan sedang
3 Dinding kayu, kondisi baik, dinding tembok 
tanpa plester, kondisi baik
4 Dinding tembok plester, kondisi sedang
5 Dinding tembok plester, dinding tembok 
dikeramik, kondisi baik
Sistem rangka Sistem rangka rigid 1 Rangka bambu
2 Rangka kayu bahan bukan jati /ulin, kondisi 
baik; kayu jati /ulin kondisi sedang, kolom bata 
kondisi sedang
3 Rangka kayu bahan jati /ulin kondisi baik, 
kolom bata dengan kayu kondisi baik
4 Rangka beton tidak seluruhnya rigid kondisi 
baik
5 Rangka beton seluruhnya rigid
Sistem kuda-kuda Sistem kuda-kuda yang 
kuat memikul beban 
atap
1 Kuda-kuda bambu
2 Kuda-kuda kayu bahan bukan jati /ulin
3 Kuda-kuda kayu bahan jati /ulin
4 Gunungan dan kuda-kuda kayu bahan bukan 
jati /ulin
5 Gunungan dan kuda-kuda kayu bahan jati /ulin
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INDIKATOR, KRITERIA DAN SKALA KEAMANAN 
KEPEMILIKAN LAHAN
Indikator Kriteria Skala
Status lahan hak-hak kepemilikan 
lahan (batas waktu 
kepemilikan, waris, 
hak penggunaan lahan), 
keamanan fi sik lahan 
(abrasi dan reklamasi) 
dan sanksi (perijinan, 
insentif disinsentif, 
sanksi)
1 HGB di area abrasi, hak kepemilikan akan 
hilang karena tanahnya musnah
2 Ilegal di area reklamasi, tidak mempunyai hak 
kepemilikan, sewaktu-waktu dapat digusur, 
hanya diberi uang kompensasi
Lahan terkena abrasi 3 HGB di atas lahan hasil reklamasi, ijin bisa 
dibatalkan karena telah ada SK Bupati Rembang 
tentang larangan reklamasi liar
4 HM di atas lahan hasil reklamasi, ijin bisa 
dibatalkan karena telah ada SK Bupati Rembang 
tentang larangan reklamasi liar
Lahan terkena reklamasi 5 HGB di atas lahan di daerah sempadan pantai, 
ijin bisa dibatalkan, namun menunggu Peraturan 
Daerah mengenai RTRWK Rembang disahkan, 
dan pertimbangan penggantian biaya sesuai 
NJOP
6 HM di atas lahan di daerah sempadan pantai, 
ijin bisa dibatalkan, namun menunggu Peraturan 
Daerah mengenai RTRWK Rembang disahkan, 




7 HGB normal, karena batas waktu hanya 30 
tahun
8 HM normal, karena tidak terbatas waktu, dapat 
diwariskan, memiliki hak penuh penggunaan 
lahan
129LAMPIRAN II
FORM KUESIONER KONDISI FISIK RUMAH
Petunjuk pengisian:
1. Baca dan pahami pertanyaan yang diberikan.
2. Isilah jawaban isian sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
3. Isilah jawaban pilihan pada pilihan yang telah diberikan.
4. Apabila terdapat kesulitan dalam memahami pertanyaan, tanyakan kepada 
surveyor yang bertugas
I. BIODATA
Nama  : ......................................................................
Alamat : ......................................................................
II. KEBUTUHAN MINIMAL RUANG
1. Jumlah anggota keluarga : ............ orang
2. Luas lantai rumah  : ............ m2
3. Luas ruang /orang (diisi petugas)
     : ............ m2 /orang
III. KESEHATAN DAN KENYAMANAN BANGUNAN
A. Pencahayaan
1. Apakah di setiap ruang di dalam rumah saudara terdapat lubang cahaya?
 a. Ya   b. Tidak
2. Apakah pencahayaan di dalam rumah saudara di siang hari cukup untuk 
melakukan kegiatan pekerjaan rumah saudara?
 a. Cukup  b. Tidak cukup
3. Apakah pencahayaan di dalam rumah saudara terdistribusi secara merata ke 
seluruh ruangan?
 a. Cukup  b. Tidak cukup
4. Apakah lubang cahaya di setiap ruang saudara di dalam rumah saudara 
mencapai 10% dari luas lantai ruangan?
 a. Ya   b. Tidak
5. Apakah sinar matahari di siang hari bisa langsung masuk ke dalam ruangan 
di dalam rumah saudara?
 a. Ya   b. Tidak
6. Apakah sinar matahari di siang hari bisa langsung masuk ke dalam ruangan 
di dalam rumah saudara selama lebih dari satu jam?
 a. Ya   b. Tidak
B. Penghawaan
1. Apakah di dalam rumah saudara terdapat ventilasi silang?
(ventilasi silang adalah bukaan-bukaan berupa jendela yang terletak 
menyilang dalam ruangan)
 a. Ya   b. Tidak
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2. Apakah aliran udara /angin dari luar dapat mengalir melalui bukaan-bukaan 
tersebut?
 a. Ya   b. Tidak
3. Apakah lebar bukaan tersebut mencapai 5% dari luas lantai ruangan di 
dalam rumah saudara?
 a. Ya   b. Tidak
C. Suhu dan Kelembaban
1. Dari pertanyaan mengenai pencahayaan dan penghawaan di atas dapat 
disimpulkan bahwa pencahayaan di dalam rumah saudara ....
 a. Cukup  b. Kurang
2. Dari pertanyaan mengenai pencahayaan dan penghawaan di atas dapat 
disimpulkan bahwa penghawaan di dalam rumah saudara ....
 a. Lancar  b. Tidak lancar
IV. KEAMANAN DAN KESELAMATAN BANGUNAN
A. Sistem Pondasi
1. Jenis pondasi apakah yang dipergunakan pada rumah saudara ....
 a. Pondasi setempat umpak
 b. Pondasi menerus rolag
 c. Pondasi menerus sloof




 d. Rusak berat
3. (untuk jenis pondasi setempat umpak tidak perlu diisi)





 d. Rusak berat
B. Bahan Dinding
1. Terbuat dari bahan apakah dinding rumah saudara?
 a. Bambu
 b. Kayu bukan jati /ulin
 c. Kayu jati /ulin
 d. Tembok tanpa plester
 e. Tembok plester
 f. Tembok plester dikeramik




 d. Rusak berat
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C. Rangka Bangunan
1. Terbuat dari bahan apakah rangka rumah saudara?
 a. Bambu
 b. Kayu bukan jati /ulin
 c. Kayu jati /ulin
 d. Batu bata
 e. Beton bertulang
2. (selain  rangka beton bertulang tidak perlu diisi)
Apakah rangka beton bertulang rumah saudara merupakan rangka rigid? 
(rangka rigid adalah  balok dan kolom, yang saling dihubungkan pada 
ujung-ujungnya oleh joints /titik hubung yang dapat mencegah rotasi relatif 
di antara elemen struktur yang dihubungkannya)
a. Ya   b. Tidak




 d. Rusak berat
D. Sistem Kuda-kuda
1. Jenis kuda-kuda apakah yang dipergunakan pada rumah saudara?
 a. Bambu
 b. Kayu bukan jati /ulin
 c. Kayu jati /ulin
 d. Gunungan dan kuda-kuda bukan jati /ulin
 e. Gunungan dan kuda-kuda jati /ulin






















































Rata-rata luas rumah (m2)
43.83 43.6 63 69.86 57.02 61.29 83.42 72.72
Rata-rata luas minimal kebutuhan ruang (m2)
9.47 11.47 14.7 18.33 15.62 15.48 17.39 17.89
skala 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
skala 2 4 33.3 1 20.0 0 0.0 0 0.0 1 1.9 1 0.6 0 0.0 0 0.0
skala 3 7 58.3 3 60.0 1 25.0 3 42.9 11 21.2 38 24.6 1 8.3 10 9.8
skala 4 1 8.4 1 20.0 3 75.0 4 57.1 40 76.9 116 74.8 11 91.7 92 90.2
Penghawaan, pencahayaan, suhu dan kelembaban
skala 1 7 58.3 1 20.0 0 0.0 0 0.0 7 13.5 11 7.1 0 0.0 3 2.9
skala 2 4 33.3 2 40.0 4 100.0 6 85.7 40 76.9 136 87.7 12 100.0 90 88.2
skala 3 0 0.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.1
skala 4 1 8.3 1 20.0 0 0.0 1 14.3 5 9.6 8 5.2 0 0.0 8 7.8
Pondasi
skala 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
skala 2 2 16.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
skala 3 8 66.7 2 40.0 0 0.0 3 42.9 21 40.4 96 61.9 7 58.3 72 70.6
skala 4 2 16.7 2 40.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
skala 5 0 0.0 1 20.0 4 100.0 4 57.1 31 59.6 59 38.1 5 41.7 30 29.4
Dinding
skala 1 0 0.0 1 20.0 0 0.0 0 0.0 6 11.5 11 7.1 0 0.0 2 2.0
skala 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
skala 3 9 75.0 4 80.0 1 25.0 3 42.9 17 32.7 39 25.2 4 33.3 31 30.4
skala 4 2 16.7 0 0.0 2 50.0 1 14.3 0 0.0 3 1.9 3 25.0 0 0.0
skala 5 1 8.3 0 0.0 1 25.0 3 42.8 29 55.8 102 65.8 5 41.7 69 67.6
Rangka
skala 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
skala 2 0 0.0 1 20.0 0 0.0 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
skala 3 7 58.3 2 40.0 0 0.0 1 14.3 21 40.4 96 61.9 7 58.3 72 70.6
skala 4 2 16.7 1 20.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
skala 5 3 25.0 1 20.0 4 100.0 5 71.4 31 59.6 59 38.1 5 41.7 30 29.4
Kuda-kuda
skala 1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
skala 2 0 0.0 1 20.0 0 0.0 1 14.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.0
skala 3 0 0.0 2 40.0 0 0.0 3 42.9 32 61.6 126 81.3 12 100.0 70 68.6
skala 4 4 33.3 1 20.0 0 0.0 1 14.3 2 3.8 3 1.9 0 0.0 7 6.9
skala 5 8 66.7 1 20.0 4 100.0 2 28.5 18 34.6 26 16.8 0 0.0 23 22.5
LAMPIRAN V
REKAPITULASI HASIL OBSERVASI DAN KUESIONER 
KONDISI FISIK RUMAH DI KAWASAN PESISIR 
PERKOTAAN REMBANG
Rata-Rata Luasan Rumah Berdasarkan Strata Keamanan Lahan
Rata-Rata Luas Ruang/Jiwa Berdasarkan Strata Keamanan Lahan
Kondisi Luas Ruang/Jiwa Berdasarkan Strata Keamanan Lahan
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Kondisi Penghawaan, Pencahayaan, Suhu dan Kelembaban Berdasarkan Strata 
Keamanan Lahan
Kondisi Fisik Pondasi Berdasarkan Strata Keamanan Lahan
Kondisi Fisik Dinding Berdasarkan Strata Keamanan Lahan
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Kondisi Fisik Rangka Bangunan Berdasarkan Strata Keamanan Lahan
Kondisi Fisik Kuda-Kuda Berdasarkan Strata Keamanan Lahan
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UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS DATA DENGAN 
MENGGUNAKAN PROGRAM SPSS
Nilai Tabel r pada a=5% dan db=n-2 adalah 0.062. Pada nilai hitung r di atas 
menunjukkan >0.062, sehingga seluruh data adalah valid
>0.062
153LAMPIRAN VII
Uji Hipotesis Hubungan Kondisi Fisik Pondasi dan Kondisi Fisik Rangka
Nilai hitung uji t (r=0.992) adalah: 143.9022
Nilai tabel t (db=n-2 dan a=1%) adalah: 1.96
Nilai hitung uji t > nilai tabel t: terdapat hubungan antara kondisi fi sik pondasi 
dengan kondisi fi sik rangka.
Uji Hipotesis Hubungan Kondisi Fisik Rangka dan Kondisi Fisik Kuda-kuda
Nilai hitung uji t (r=0.628) adalah: 23.34309
Nilai tabel t (db=n-2 dan a=1%) adalah: 1.96
Nilai hitung uji t > nilai tabel t: terdapat hubungan antara Kondisi Fisik Rangka dan 
Kondisi Fisik Kuda-kuda.
Uji Hipotesis Hubungan Kondisi Fisik Kuda-kuda dan Kondisi Fisik Pondasi
Nilai hitung uji t (r=0.613) adalah: 22.9924
Nilai tabel t (db=n-2 dan a=1%) adalah: 1.96
Nilai hitung uji t > nilai tabel t: terdapat hubungan antara Kondisi Fisik Kuda-kuda 
dan Kondisi Fisik Pondasi.
Uji Hipotesis Hubungan Kondisi Fisik Dinding dan Kondisi Penghawaan, 
Pencahayaan, Suhu dan Kelembaban
Nilai hitung uji t (r=0.268) adalah: 18.85566
Nilai tabel t (db=n-2 dan a=1%) adalah: 1.96
Nilai hitung uji t > nilai tabel t: terdapat hubungan antara Kondisi Fisik Dinding dan 
Kondisi Penghawaan, Pencahayaan, Suhu dan Kelembaban.
Uji Hipotesis Hubungan Kondisi Fisik Rangka dan Kondisi Fisik Dinding
Nilai hitung uji t (r=0.211) adalah: 18.58431
Nilai tabel t (db=n-2 dan a=1%) adalah: 1.96
Nilai hitung uji t > nilai tabel t: terdapat hubungan antara Kondisi Fisik Rangka dan 
Kondisi Fisik Dinding.
Uji Hipotesis Hubungan Kondisi Fisik Pondasi dan Kondisi Penghawaan, 
Pencahayaan, Suhu dan Kelembaban
Nilai hitung uji t (r=0.206) adalah: 18.56406
Nilai tabel t (db=n-2 dan a=1%) adalah: 1.96
Nilai hitung uji t > nilai tabel t: terdapat hubungan antara Kondisi Fisik Pondasi dan 
Kondisi Penghawaan, Pencahayaan, Suhu dan Kelembaban.
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Uji Hipotesis Hubungan Kondisi Fisik Rangka dan Kondisi Penghawaan, 
Pencahayaan, Suhu dan Kelembaban
Nilai hitung uji t (r=0.205) adalah: 18.56008
Nilai tabel t (db=n-2 dan a=1%) adalah: 1.96
Nilai hitung uji t > nilai tabel t: terdapat hubungan antara Kondisi Fisik Rangka dan 
Kondisi Penghawaan, Pencahayaan, Suhu dan Kelembaban.
Uji Hipotesis Hubungan Kondisi Fisik Kuda-kuda dan Kondisi Penghawaan, 
Pencahayaan, Suhu dan Kelembaban
Nilai hitung uji t (r=0.205) adalah: 18.56008
Nilai tabel t (db=n-2 dan a=1%) adalah: 1.96
Nilai hitung uji t > nilai tabel t: terdapat hubungan antara Kondisi Fisik Kuda-kuda 
dan Kondisi Penghawaan, Pencahayaan, Suhu dan Kelembaban.
Uji Hipotesis Hubungan Kondisi Fisik Pondasi dan Kondisi Fisik Dinding
Nilai hitung uji t (r=0.203) adalah: 18.55218
Nilai tabel t (db=n-2 dan a=1%) adalah: 1.96
Nilai hitung uji t > nilai tabel t: terdapat hubungan antara Kondisi Fisik Pondasi dan 
Kondisi Fisik Dinding.
Uji Hipotesis Hubungan Luas Minimal Kebutuhan Ruang dan Kondisi 
Penghawaan, Pencahayaan, Suhu dan Kelembaban
Nilai hitung uji t (r=0.141) adalah: 18.34922
Nilai tabel t (db=n-2 dan a=5%) adalah: 2.58
Nilai hitung uji t > nilai tabel t: terdapat hubungan Luas Minimal Kebutuhan Ruang 
dan Kondisi Penghawaan, Pencahayaan, Suhu dan Kelembaban.
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ANALISIS FAKTOR KONDISI FISIK RUMAH
Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas, angka KMO Measure of Sampling 
Adequacy sebesar 0.642 dengan signifi kansi sebesar 0.000, maka variabel dan data 
di atas dapat terus dianalisis lebih lanjut.
Dilihat dari analisis di atas, maka seluruh variabel (rangka, pondasi, kuda-kuda, 
dinding, penghawaan, pencahayaan, suhu dan kelembaban, luas minimal kebutuhan 
ruang) mempunyai MSA >0.5, maka variabel tersebut bisa diprediksi dan dapat 
dianalisis lebih lanjut.
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Faktor-faktor yang berpengaruh pada kondisi fi sik rumah (loading factor >0.5) 
yaitu: rangka (0.951), pondasi (0.948), kuda-kuda (0.763).
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Uji Hipotesis Hubungan Antara Kondisi Fisik Rumah dengan Keamanan 
Lahan
Nilai hitung uji t (r=-0.199) adalah: 18.53
Nilai tabel t (db=n-2 dan a=1%) adalah: 1.96
Nilai hitung uji t > nilai tabel t: terdapat hubungan antara kondisi fi sik rumah dengan 
keamanan lahan.
PENGUJIAN HIPOTESIS HUBUNGAN ANTARA KONDISI 
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akibat krisis ekonomi, penulis mendapatkan pekerjaan sebagai disainer grafi s pada 
Calista Digital Photo Studio Yogyakarta pada cabang Galeria Mall hingga menjadi 
supervisor outlet selama tiga tahun. 
 Pada tahun 2005, penulis mendapatkan kesempatan mengabdi kepada 
negara pada BAPPEDA Kabupaten Rembang, daerah tempat asal keluarga dari 
Ibu. Penulis sejak tahun 2005 terlibat dalam kegiatan NUSSP Kabupaten Rembang, 
satu-satunya kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memperoleh program dari 
Ditjen Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, dengan sumber dana dari Asian 
Development Bank (ADB). Pada tahun 2008 melalui program beasiswa dari 
kegiatan NUSSP ini, penulis mendapatkan kesempatan melanjutkan pendidikan 
pascasarjana hingga selesai pada tahun 2010, dengan konsentrasi Pembangunan dan 
Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Universitas Diponegoro Semarang. 
Penulis pernah mendapatkan pelatihan Penanganan Bencana Abrasi, kerjasama 
Universitas Diponegoro dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jawa Tengah, 
dan Pengolahan Citra Satelit untuk Penataan Ruang, kerjasama Universitas Negeri 
Semarang dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, mengangkat 
tema tesis berupa keamanan kepemilikan lahan pada permukiman yang terkena 
abrasi dan reklamasi di pesisir Perkotaan Rembang yang belum memiliki Peraturan 
Daerah tentang penataan ruang.
 Saat penulisan tesis ini, penulis telah dikaruniai seorang anak Rafi rashid 
Rhesa Rahadian dari pasangan hidup Tri Rahayu Febriyani. Penulis mengisi waktu 
luang dengan hobi memasak, berkebun, mendengarkan lagu, menonton fi lm science-
fi ction, serta olahraga pernapasan.
